(Audited) | Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasionall,
Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2020



DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

oS Lh gk S

Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN PDAM TIRTA BATANG HARI TAHUN 2019
AUDITED

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Batang Hari untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang
ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, serta evaluasi atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuvangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap Kketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  disajikan dalam Laporan Nomor
14.B/LHP/XVIIL.JMB/6/2020 dan Nomor 14.C/LHP/XVIIL.JIMB/6/2020  tanggal
24 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 24 Juni 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
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BUPATI BATANG HARI

Muara Bulian, 24 Juni 2020

Nomor 1900/ /BKD/2020 Kepada

Lampiran : - Yth. Kepala Perwakilan

Perihal . Surat Representasi BPK Provinsi Jambi
Manajemen di Jambi

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, yang
terdiri dari atas Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019, Laporan
Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Suatu dipandang material, tanpa
melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi
kepercayaan pada informasi keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi
berikut ini telah kami buat kepada BPK selama pemeriksaan:

Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;

Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada BPK;

Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat

atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak
terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum
dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

9. Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan

mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019

yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau

pengungkapan dalam laporan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap

laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki
peran penting dalam pengendalian intern;

Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;

Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas
secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, dan aset yang telah dilindungi dari kehilangan yang
disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan
keuangan;

Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan

pelaksanaan pengendalian intern yang berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah

Kabupaten Batang Hari dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan

kelemahan-kelemahan yang material;

Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;

Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang

berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;

Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Muara Bulian, 24 Juni 2020
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BUPATI BATANG HARI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan,
dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Muara Bulian, 24 Juni 2020
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(LAPORAN REALISASI ANGGARAN)

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



&

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

(Audited)
NO URAIAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISAS| 2018
1 | PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Hasil Pajak Daerah 38.842.925.890,00 21.649.040.504,28 55,73 36.592.792.172,14
4 Hasil Retribusi Daerah 6.607.388.338,00 7.880041.109,40 | 11926 5.385.832.212,51
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.500.000.000,00 10.476.670.907 52 77,60 9.538.397.326,28
6 Lain-tain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 78.312.894.166,00 51.561.696.693,30 65,84 47.291.509.561,05
7 Jumiah Pendapatan Asll Daerah 214, 66,71 ~ 98.808.531.271,98 |
8
g PENDAPATAN TRANSFER
[ 1.046.999.144.512,20 | 963.265.456.033, 92,00 868.246.032.876,00
160.128.105 512,20 B2.256.068 541,00 51,37 B0.681.964 417,00
81.299.077.000,00 9352183075900 | 115,03 59.590.797 381,00
627.388 776.000,00 627.388776.000,00 | 100,00 605.739.426.000,00
178.183.186.000,00 160.095.860.733,00 89,85 142.233.845.078,00
T34.057 61200000 | 733994 612.000,00 99,95 114,199.104.000,00
134.057.612.000,00 | 133.964.612.000,00 99,95 714.199,104 000,00
70.339.951.935,88 | 74.5613.729.657,79 | _ 105,93 57.150.801.465,15 |
18 Pendapatan Bagl Hasil Pajak 56.890.051 935,68 61073.729657,79 | 107,34 ~ 49.750.801.465,15
19 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 13.440.000.000,00 13.440.000.000,00 100,00 7.440.000.000,00
20 Jumlah Pendapatan Transfer 1.251.396.708.448,08 | 1.171.763.797.690,79 93,64 1.059.635.038.341,15 |
21
22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
23 Pendapatan Hibah 42.139.400.000,00 5738520355100 | 136,18 41.285.320.000,00
26 Jumlah Lain - Lain m&. Yang Sah 42.139.400.000,00 57.385.203.551.00 | 136,18 41.285.320.000,00
- il = 92,31 1.199.729.789.613,
28
29 | BELANJA DAERAH
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai 519.140.196.028,27 491.787 622 492,00 94,73 501.056.599.770,00
32 Belanja Barang dan Jasa 327.864.370.187,06 297.976.152.272,39 90,88 259.612.305.386,90
33 Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.00000000 | 100,00 1.400.000.000,00
34 Belanja Hibah 61.542.250.908,00 58.097.268 088,36 94,40 31.520.018.431,00
35 Belanja Bantuan Sosial 40.269.245.000,00 38.528.353.037,00 9568 29.526.597.178,00
36 Belanja Bantuan n 1.116.531.360,00 1.116.531.360,00 | 100,00 1.085.668.230,00
37 jumiah Bel. T 1.132.602. [ 886.705.027.249,75 93,44 824,201.188.995,90
38
39 BELANJA MODAL
40 Tanah 4.414.153.74304 4.006.767 573,00 90,77 1.182.959.945,00
41 Peralatan dan mesin 71.318.069.775,60 53.999 093 659,38 75,72 42.431.166.584,00
42 Gedung dan Bangunan 38.936.810.843,20 31.660.038 895,14 81,31 22.791.330.266,20
43 Jalan, irigasi dan jaringan 193.120.315.309,87 160.915.994 623,50 83,32 79.600.793.075,00
44 Aset Tetap lainnya 1.078.299,500,00 536.909.001,80 4979 2.200.532.300,00
45 Jumiah Eelnnja Modal 308.867.649.171,71 | 251.118.803.752,82 81,30 148.206.782.170,20
48
47 BELANJA TIDAK TERDUGA
48 Belanja Tidak Terduga 10.500.000.000,00 7.414.777.800,00 70,62 2.582.159.310,00
49 Jumiah % Tak Terduga 10.500.000.000,00 | : 70,62 2.582.159.310,00 |
50 ~1.270.500.251.655,04 | a7 90,30 974.990.130.476,10
51
52 | TRANSFER
53 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
54 198.781.228.805,00 194.616.677.948,00 97,90 188.503.971.755,13
198.781.228.805,00 | 16.677.948,00 97,90 168.503.071.758,
T 3133 1.163.494.102.231,2 |
58 96) (21139.736294.28)] 5493]  36.235.687.381,90 |
59
60
81
62 Penggunaan SiLPA 47.482.163.617,96 47.482.163617.96 | 100,00 23.745.755.236,06
83 Penerimaan Kembali Investasi - - - 721.000,00
64 Jumiah Penerimaan 47.482.163.617,96 | 47.482.163617,96 | 100,00 73.746.476.236,06
65
66 PENGELUARAN DAERAH
67 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 | 100,00 12.500.000.000,00
68 Jumiah 9.000.000.000,00 | 2000.000.000,00 | 100,00 12.500.000.000,00 |
69 | ] 38.482.163.617,96 | 38.482.163.6 100,00 71.246.476.236,06 |
70




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

LPSAL

(LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH)

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Audited)

- NO URAIAN 2018

1 ISaldo Anggaran Lebih Awal 47.482.163.617,96 23.745.755.236,06
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (47.482.163.617,96) (23.745.755.236,06)
3 Subtotal - .
4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 17.342.427 323,68 47.482.163.617,96]
5 Subtotal 17.342.427.323,68 47.482.163.617,96
6 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya - -
7 Lain-lain - Il
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 17.342.427.323,68 47.482.163.617,96




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
NERACA KOMPARATIF
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Audited)

L.
:
&

1 |ASET
2 |ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah 9.108.845.306,86 45,000.097.139,09
4 Kas di Bendahara Pengeluaran 58.589.998,00 -
5 Kas di Bendahara Penerimaan 19.964.500,00 16.220.000,00
-] Kas di BLUD 560.334.226,22 1.373.379.739,27
7 Kas Lainnya 7.594.693.292,60 1.092.881.859,60
8 Piutang Pajak 19.580.124.375,00 17.144.639.335,00
] Piutang Retribusi 3.537.119.911,34 3.538.142.894,67
10 Penyisihan Piutang (12.692.524.837 48) (9.930.933.428,14)
1 Belanja Dibayar Dimuka 11.666.666,70 16.666.666,67
12 Piutang Transfer Pemerintah Provinsi 19.822 383 952,05 -
13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 21.592.807.823,00 -
14 Piutang Lainnya 15.062.316.078,28 36.438.954.960,38
15 Persediaan 15.346.139.266,10 9.981.100.271,70
16 Jumlah Aset Lancar 99.602.460.558,66 104.671.149.438,25
17
18 |INVESTASI JANGKA PANJANG
19 Investasi Non Permanen - -
20 Investasi Permanen 95.389.654.484,09 87.398.188.911,60
21 Jumiah Investasi Jangka Panjang 95.389.654.484 09 87.398.188.911,60
22
23 |ASET TETAP
24 Tanah 139.334.645.350,63 133.125.524.675,63
25 Peralatan dan Mesin 373.481.433.312,95 324.207.781.846 86
26 Gedung dan Bangunan 625.961.325.548,59 577.651.863.293,81
27 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.057.047.490.504 46 1.871.660.068.959,65
28 Aset Tetap Lainnya 48.469.824 442 42 41,902 658.127 62
29 Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.811.662.500,02 3.714.695.435,02
30 Akumulasi Penyusutan (1.555.386.631.167,26) (1.406.437.260.488 67)
31 Jumiah Aset Tetap 1.694.719.750.491,82 1.545.825.331.849,92
32
33 |ASET LAINNYA
34 Tuntutan Ganti Rugi 25.544.360,00 25.544.360,00
35 Aset Tidak Berwujud 8.798.615.510,00 6.399.863.010,00
36 Akumulasi Amortisasi (5.631.600.638,92) (4.452.444 467 ,52)
a7 Aset Lain-lain 69.631.051.598,76 67.977.234.912,84
38 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (27.356.171.418,73) (26.768.390.072,35)
39 Jumiah Aset Lainnya 45.467.439.411,11 43.181.807.742,97
|40 JUMLAH ASET 1.935.179.304.945,67 1.781.076.477.942,74
[l
42 |KEWAJIBAN
43 |KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
44 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 415.120,00
45 Pendapatan Diterima Dimuka 143.851.000,00 181.733.766,67
46 Utang Belanja 43.554.820.238 41 940.179.949,00
47 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.071.672.358,00 3.000.000.000,00
48 Jumiah Kewajiban Jangka Pendek 47.770.343.596 41 4.122.328.835,67
49
50 |KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
51 Utang Jangka Panjang 5 -
52 Jumlah iban Ja - -
53 JUMLAH KEWAJIBAN 47.770.343.596,41 4.122.328.835,67
54
55

1.776.954.149.107,07

.781.076.477.942,74




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

L O

(LAPORAN OPERASIONAL)

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Audited)
NO URAIAN 2019 ] S— (%)
1|KEGIATAN OPERASIONAL
2|PENDAPATAN
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 Pendapatan Pajak Daerah 24.084.525.544 28 39.122.124.478.14 (15.037.598.933,86) (38,44)
5 Pendapatan Retribusi Daerah 8.043.773.192.74 5.789.409.420 84 2.254.363.771.90 3894
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.476.670.907 52 9538 397 326,28 93827358124 9,84
7 Lain-lain PAD Yang Sah 52.619.070.308,30 51.449 681 426,49 1.169.388 881,81 227
8 Jumiah Pendapatan Asli Daerah 95.224.039.952 84 105.899.612.651,75 (10.675.572.698,91) {10,08)
8
10 PENDAPATAN TRANSFER
1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
12 Bagi Hasil Pajak 98.819.375.077,00 80.681.964 417,00 18.137.410.660,00 2248
13 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 98.554.252.046,00 59.590,797.381,00 38 .963.454.665,00 6539
14 Dana Alokasi Umum (DAU) 627.388.776.000,00 605.739.426.000,00 21.649.350.000,00 3s7
15 Dana Alokasi Khusus (DAK) 160.095.860.733,00 142.233.845.078.00 17.862.015.655,00 1256
18 jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbang: 984,868 263 856,00 £88.246.032.876,00 96.612.230.980,00 10,88
17
18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
19 Dana Otonomi Khusus - - - -
20 Dana Penyesuaian 35.469 501.000,00 25.250.000.000,00 10.219.501.000,00 40,47
21 Jumiah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya 35.469.501.000,00 25.250.000.000,00 10.219.501.000,00 40,47
22
23 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 55.805.923 585,19 74.840.991 489 80 (19.035.067.904,61) (25.43)
25 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - . - -
26 Jumiah Pendap Ti fer Provinsi 55.8056.923.585,19 74.840.991.489 80 (19.035.067.904,61) (25.43)
27
28 BANTUAN KEUANGAN
28 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 13.440.000.000,00 840.000.000,00 12.600.000.000,00 1.500,00
30 Pendapatan Bantuan K 13.440.000.000,00 840.000.000,00 12.600.000.000,00 1.500,00
31
2 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.089.573.688.441,19 989.177.024.365,80 100.396.664.075,39 10,15
33
34 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
35 Pendapatan Hibah 80.529.284,137 46 49645 432.239,00 30.883.851.898 46 62,21
36 Pendapatan Dana Darurat : s 5 -
37 Pendapatan Lainnya = - - -
38 Jumlah Lain-ain Pendapatan sah 80.629.284.137 46 49.645.432.239,00 30.883.851.898,46 62,21
mm&“‘—. : [ 1.144.722.069.286,65 | i 494 | 1084
40
41 BEBAN
2 Beban Pegawai 476,890,628 906,00 424,065.798 370,00 52.824.830.536,00 12,46
43 Beban Persediaan 45.668.822.396.95 38.658.142.088,32 7.010.680.308 63 18,14
44 Beban Jasa 215.418.380 612,96 210.472.322.031.32 4.946.058 581,64 235
45 Beban Pemeliharaan 2.437.626.459,78 4206.857.37328 (1.769.230.913,50) (42,08)
46 Beban Perjalanan Dinas 49,092.088.808,00 51.660.380 557,99 (2.568.291.749,99) (4.97)
a7 Beban Subsidi 1.200.000.000,00 1.400.000.000,00 (200.000.000,00) (14,29)
48 Beban Hibah 53.131.610.389 42 30.260.400,568,73 22.871.200.620,69 7558
49 Beban Bantuan Sosial 35.927.295.553,00 29.526.597.178,00 6.400.698.375,00 21,68
50 Beban Penyusutan dan Amortisasi 150.774.350.552,92 140.040.989. 081,89 10.733.361.471,03 7.66
51 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 100.171.895.306,00 92 954 867 755,13 7.217.027 550,87 7.76
52 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.116.531.360,00 1.085.668.230,00 30.863.130,00 284
53 Beban Penyisihan Piutang 2.808.187.980,15 406.836.098 56 2.401.351.881,59 590,25
54 in-tas 13.152.510.663.27 10.298.165.509,56 2.854.345.153,71 27,72
] 1147 1.036.037.024.842,78 112.762.904.145,66 10,89
56
S57 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 117.537.083.543,04 109.685.044 413,77 7.852.039.129,27 718
58
59| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
80 Surplus Penjualan Aset Nonlancar - 6.465.500,00 (6.465.500,00) (100,00)
81 Surplus Kewajiban Jangka Panjang . 2 - E
62 Defisit Penjuatan Aset Nonlancar = 2 = -
63 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - - -
64 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - - -
65 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL . 6.465.500,00 (6.465.500,00) (100,00)
66 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 117.637.083.543,04 109.691.509.913,77 7.845.573.629,27 7.15
87
68|POS LUAR BIASA
69 Pendapatan Luar - - - -
70 Beban Luar Biasa 4.385.257 800,00 2582.159.310,00 1.803.098 490,00 69,83
71 JUMLAH POS LUAR BIASA 4.386.257.800 2.582.169.310,00) (1.803.098.480,00) 69,83
g KT 778 AT 7L "
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PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah

Metode Langsung
(Audited)

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan Lainnya
Jumiah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Bantuan Keuangan
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas

Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Kembali Investasi

Jumlah Arus Masuk Kas

21.649.040.504,28
7.880.041.109,40
10.476.670.907 52
51.561.696.693,30
82.258.988.541,00
93.521.830.759,00
627.388.776.000,00
160.095.860.733,00

133.984.612.000,00
61.073.729 657,79

57.385.203.551,00

13.440.000.000,00
1.320.716.450.456,29

491.787.622.492,00
297.976.152.272,39

1.200.000.000,00
58.097.268.088,36
38.528.353.037,00
1.116.531.360,00
7.414.777.800,00
184 616.677.948,00
1.090.737.382.997,75
229.979.067.458,54

36.592.792.172,14
5.385.832.212,51
9.538.397.326,28
47.285.044.061,05
80.681.964.417 00
59.590.797.381,00
605.739.426.000,00
142.233.845.078,00
114.199.104.000,00
49.750.801.465,15

41.285.320.000,00

7.440.000.000,00
1.199.723.324.113,13

501.056.599.770,00
259.612.305.386,90

1.400.000.000,00
31.520.018.431,00
29.526.597.178,00
1.085.668.230,00
2.582.159.310,00
188.503.971.755,13
1.015.287.320.061,03
184.436.004.052,10

6.465.500,00

6.465.500,00




Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, irigasi dan jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Pinjaman Dalam Negeri
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Dana Bergulir
Jumilah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Pemberian Pinjaman
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumiah Arus Kas Masuk
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumiah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas

4.006.767.573,00
53.999.093.659,38
31.660.038.895,14
160.915.994.623,50
536.909.001,80

9.000.000.000,00

260.118.803.752,82
(260.118.803.752,82)

81.684.258.083,18
81.684.258.083,18

81.684.673.203,18
81.684.673.203,18
(415.120,00)

(30.140.151.414,28)
47.482.578.737,96
17.322.462.823,68

19.964.500,00
17.342.427.323,88

1.182.959.945,00
42.431.166.584,00
22.791.330.266,20
79.600.793.075,00
2.200.532.300,00

12.500.000.000,00
160.706.782.170,20
(160.700.316.670,20)

721.000,00
721.000,00

68.791.462.291,23
68.791.462.291,23

68.791.047.171,23
68.791.047.171,23
415.120,00
23.736.823.501,90
23.745.755.236,06
47.466.358.737,96
16.220.000,00
47.482.578.737,96/]




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

LPE

(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Audited)
EKUITAS AWAL 1.776.954.149. [ 1.707.567.944.052,62 |
RK SKPD (951.127.318.911,59) (800.688.612.421 ,68)
RK PPKD 951.127.318.911,59 800.688.612.421,68
SURPLUS/DEFISIT-LO 113.151.825.743,04 107.109.350.603,77 |
Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan Mendasar
Koreksi Nilai Persediaan 333.493.908,00 3
Selisih Revaluasi Aset Tetap - -
Koreksi Beban dan Akumulasi Amortisasi - (106.625.091,36)
Koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan 2.522.008.394 98 (209.910.554.900,68)
Koreksi Beban Pegawai (1.764.306.209,00) -
Penyisihan Piutang 46.508.776,55 (2.052.403.041,14)
Beban Dibayar di muka - -
Pendapatan Diterima di muka - -
Koreksi Nilai Kas - -
Koreksi Nilai Piutang (73.008.462,20) (1.855.488.662,00)]
Koreksi Nilai Aset (3.681.984.349 17) 178.998.024.581,16
Koreksi Nilai Utang (79.725.560,00) (3.000.000.000,00)]
Lain-Lain =




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN




BAB 1
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD
setiap Tahun, yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana
terkandung dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan
Gubernur/Walikota/Bupati untuk  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dimana Lapoan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) Laporan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca,
Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan
keuangan BUMD dan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari mempunyai
tujuan dan maksud sebagai berikut:

1) Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;

2) Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;

3) Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;

4) Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan

5) Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam
mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas
terhadap anggaran.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan
Perundangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);



13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan
Penjelasan Atas PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

23) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5); dan

24) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1. Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II. Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1. Ikhtisar realisasi Pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
Daerah

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi
BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
5.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Laporan Transfer ke Desa
5.8 Kejadian Setelah Tanggal Neraca
BAB VI. Informasi Non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
6.2 Aset Lainnya
6.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
6.4 Kendala yang Dihadapi
BAB VIIL.Penutup



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari telah disusun dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.
RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu Tahun. Kebijakan pembangunan Tahunan yang didukung oleh
penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan
umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari
dana APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati (Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). PPAS ini
disusun untuk menentukan skala prioritas urusan, wajib dan urusan pilihan, serta
menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berusaha
mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan
Tahun 2019 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Bagi Pemerintah
Kabupaten Batang Hari, penyelenggaraan pembangunan pada Tahun Anggaran 2019
merupakan Tahun kedua dari RPJMD Perubahan 2016-2021.

Substansi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Permendagri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019 antara lain adalah tantangan dan kebijakan pembangunan, pokok-
pokok kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus.
Tantangan utama pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah adalah penciptaan
pertumbuhan  ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan,
pembangunan tata kelola yang baik, dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

Sebagai panduan daerah dalam menyusun rencana Anggaran Pembangunan Tahun
Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dokumen
perencanaan ini akan menjadi petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan
daerah yang dijabarkan ke dalam prioritas program, kebijakan, sasaran, dan strategi
yang akan dilaksanakan.



Kebijjakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2019, menjadi dasar bagi
Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2) Menentukan urutan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan;

3) Menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program dan
kegiatan.

Berdasarkan RPJIMD Perubahan Batang Hari 2016-2021, pada prinsipnya program
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 tetap
mengacu kepada Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan Batang Hari Bersatu 2021
yang berorientasi dan fokus kepada lima agenda utama Pembangunan, terdiri dari
bidang Sumber Daya Manusia, bidang Ekonomi kerakyatan, bidang Infrastruktur dan
pelayanan dasar, bidang Reformasi dan pelayanan umum, dan bidang Keagamaan dan
kearifan lokal. Atas dasar lima agenda utama ini, maka disusunlah Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD menjadi Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan dalam Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ini akan dipergunakan sebagai
dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Secara umum, anggaran pembangunan yang digunakan pada Tahun Anggaran 2019,
memprioritaskan kepada upaya peningkatan hal-hal sebagai berikut:

1) Sumberdaya Manusia (SDM);

2) Ekonomi Kerakyatan;

3) Infrastruktur Pelayanan Dasar;

4) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum;
5) Budaya dan Kearifan Lokal.

Selain itu, pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 juga diarahkan untuk
menciptakan stabilitas di bidang politik, keamananan, penegakan hukum dan peraturan
daerah, serta bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan. Akumulasi seluruh program
dan kegiatan tersebut diharapkan bermuara pada pencapaian target Kkinerja
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021.



2.1.1

22.2

Kebijakan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang
baru yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 2015, maka kewenangan daerah
Kabupaten Batang Hari juga bertambah. Salah satu indikator kemandirian
daerah otonomi adalah kemampuan untuk membiayai sendiri.

Sebagai bentuk penerimaan dan sesuai dengan urusan Kabupaten Batang Hari
untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan
pengelolaan anggaran pendapatan daerah, harus diperhatikan upaya peningkatan
pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban
masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan
retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha.
Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu
ditingkatkan, antara lain bagian laba/deviden atas penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Batang Hari, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana
Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui upaya
peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian
pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan
dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak.

Kebijakan Belanja Daerah

Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara
pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 mengacu pada target Pembangunan
Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Visi RPJMN 2015-2019 adalah
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7
(tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.



3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda
prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan
dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran,
dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang dituangkan dalam
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.
disusun melalui pendekatan politis, teknokratis-partisipatif, dan top down-
bottom up. Pada setiap pendekatan tersebut pada intinya mempertimbangkan:



1) Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD 2016-
2021);

2) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2019) dan Komitmen-komitmen
Nasional (Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang
berkeadilan; pro poor; keadilan untuk semua; Millenium Develompent
Goals;

3) Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi (RKPD Provinsi Tahun Anggaran
2019);

4) Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 dan
Semester I Tahun 2019; dan

5) Aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Prioritas
Pembangunan Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Ekonomi Kerakyatan;

c. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar;

d. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum;

e. Keagamaan dan Kearifan Lokal.

2.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2019 sebagai penjabaran Tahun
kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019. Tema dalam RKP Tahun 2019 adalah “Memacu Investasi dan
Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Sasaran pokok yang akan
diintervensi dalam RKP 2019 yang terdiri dari antara lain :

1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:
a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:
1. Reformasi birokrasi pemerintahan;
2. Kemandirian ekonomi.
b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:

1. Penguatan upaya promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat”;

2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

3. Perbaikan gizi masyarakat; dan

4. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:

1. Penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata;



. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;

. Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;

. Pengembangan pembelajaran yang berkualitas;

. Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;

. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;

. Peningkatan kapasitas iptek, dan inovasi; dan

0 N N B W

. Peningkatan relevansi pendidikan.
d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:
1. Fasilitasi penyediaan hunian layak baru;

2. Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan
permukiman (termasuk kawasan kumubh);

3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan
4. Peningkatan ketersediaan air baku.
2) Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:
Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:

a. Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi
masyarakat;

b. Peningkatan produksi padi dan pangan lain;
c. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan
d. Penangangan gangguan terhadap produksi pangan.
3) Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:
a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas:
1. Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
2. Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
3. Pengembangan kewirausahaan;
4. Perkuatan basis perekonomian perdesaan;
5. Perluasan pelayanan dasar; dan
6. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
b. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk
kawasan transmigrasi;

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat desa di kawasan transmigrasi;



3. Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya
masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;

4. Penguatan pemerintahan desa;

5. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten,
dan berkelanjutan;

6. Pengembangan ekonomi kawasan termasuk  kawasan
transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan
keterkaitan desa-kota;

7. Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk
kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

c. Konektivitas, dengan Program Prioritas:

1. Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan
daya saing wilayah;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.
4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:
a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari:

1. Reformasi regulasi, dengan program prioritas: a) otonomi daerah;
b) perizinan dan investasi; dan c) penataan ruang.

2. Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas: a)
penegakan hukum yang berkualitas; b) pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang efektif; dan c) penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

b. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:
1. Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

2. Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi
perijinan; dan

3. Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi
keuangan.

5) Pembangunan Ekonomi, meliputi:
Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas:
a. Peningkatan kemudahan berusaha;

b. Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi
pusat dan daerah;

c. Pengembangan layanan perizinan terpadu;
d. Peningkatan persaingan usaha yang sehat;

e. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;



f. Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang
harmonis;

g. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.

Berdasarkan Tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka Sasaran
pembangunan Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1y

2)

3)

4)

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,
akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik,
meliputi;

a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan
keuangan daerah yang efisien

b. Reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu
mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik,
berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, meliputi;

a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
b. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

c. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam
pengembangan seni dan budaya

d. Meningkatnya peran agama dalam kehidupan masyarakat

e. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai
bidang kehidupan.

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan
kesadaran hukum masyarakat, meliputi

a. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, kesadaran politik dan hukum

b. Meningkatnya keamanan pantai timur Jambi.

Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, meliptu;

a. Meningkatnya hasil Total Factor Productivity (TFP)
b. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
¢. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

d. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
dengan memanfaatkan IPTEK

e. Meningkatnya realisasi investasi

f. Peningkatan peran koperasi dan UMKM.



5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan
energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,

meliputi;

a.

Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh
terhadap akses dan sentra perekonomian

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

Meningkatnya akses terhadap air bersih, pemenuhan kebutuhan
jaringan irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air

Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang
berkelanjutan

Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi
manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat

Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan hutan
Menurunnya kebakaran hutan dan lahan.

Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan
tutupan lahan di Provinsi Jambi.

6) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, meliputi;

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
Meningkatnya kualitas keterampilan tenaga kerja
Menurunnya desa tertinggal di Provinsi Jambi
Meningkatnya desa mandiri di Provinsi Jambi

Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam penanganan
bencana

Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin, penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) dan komunitas adat terpencil (KAT)

Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara
jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Secara umum sasaran pembangunan Kabupaten Batang Hari yang ingin dicapai
pada Tahun 2018 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2016-
2021. Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2019 adalah
sebagaimana tertuang didalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Angka Rata-rata Lama
. . Meningkatnya Kualitas Sekolah (ARLS Tahun 8,05
Mewujudkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (ARLS)
Sumber Daya Manusia Nilai Rata-rata UN SMP Nilai 51,5
yang Cerdas dan Menin :
gkatnya Kualitas .
Berkarakter Masyarakat yang berkarakter :Au;f: ::%T(ﬁc" Jumlah 4915
Mandiri dan Inovatif g
. . Meningkatnya Kualitas
M katkan Kualit
eningiatian fualtas Sumber Daya Manusia yang Angka Harapan Hidup Tahun 69,77
kesehatan masyarakat
Sehat
Meningkatnya D i
eningkatnya Daya Saing Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks | 97,50
Peningkatan Pendapatan | Petani
Masyarakat
Pemerataan Pendapatan Indeks Gini Rasio | 0,2766
Masyarakat
Meningkatkan ) ) . , .
Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Iklim Investasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6.50
Daerah (LPE)
Daerah
Menlngkatlk an Kualtas Meningkatnya Kualitas dan
dan Kuantitas ) Persentase Jalan
Kuantitas Infrastruktur . Persen 24,95
Infrastruktur Pelayanan . Kabupaten Kondisi Mantap
Transportasi
Dasar
Meningkatnya Kualitas dan Persentase Kondisi Ruang
Kuantitas Infrastruktur Kelas SD dan SMP dalam Persen 30,00
Pendidikan Keadaaan Baik
Meningkatnya Kualitas dan Persentase Fasilitas
Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Yang Persen 45,00
Kesehatan memenuhi Standar
Meningkatnya Kualltés Pers.entase Rumah Layak Persen 1482
Infrastruktur Permukiman Huni
Luas areal sawah yang
dapat akses Sistem Persen 33,70
Meningkatnya Infrastruktur Pengairan
Pertanian Paniang Jalan Produksi
anjang Jalan Produksi
Pertanian dan Perikanan Km 204
Meningkatnya infrastruktur Persentase Jumlah Pasar Persen 79,00
Perdagangan Rakyat yang Layak
Pegelolaan ) o
Pemerintahan yang Meningkatnya Klner!a Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 72
Bersih dan Akuntabel Pengelolaan Pemerintahan
Daerah dan Kualitas
Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Nilai 8126
Masyarakat
Terwujudnya Mengimplementasikan Nilai-
Implementasi Nilai nilai Keagamaan Untuk Persentase Peningkatan Persen 138
Keagamaan dalam Mewujudkan Ketagwaan Penerimaan Zakat ’
Kehidupan Masyarakat Terhadap Tuhan YME
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Pee:NiJrL;br;ﬁa an Budava Meningkatkan dan Persentase Peningkatan
9 g y Mengembangkan Budaya Event Budaya dan Seni Persen 50

untuk Melestarikan
Kearifan Lokal

Daerah

Daerah




2.2 Ekonomi Makro

Perekonomian Batang Hari pada Tahun 2018 mengalami kemajuan dibandingkan
Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Batang Hari Tahun 2018 mencapai
6,74%, sedangkan Tahun 2017 sebesar 10,19%. Peranan sektoral dalam pembentukan
PDRB Kabupaten Batang Hari cukup bervariasi, sektor yang memiliki peranan
terbesar adalah sektor pertanian sebesar 40,20 persen. Sektor lain yang juga berperan
selain pertanian adalah sektor industri pengolahan sebesar 11,35 persen serta sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 10,63 persen.

Pada Tahun 2018 , total nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15,710.89
(Miliar rupiah), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2018 sebesar
Rp11,161.79 (Miliar rupiah).

Pada Tahun 2018 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi
terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 39.29%. Pertumbuhan golongan ini
atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 0,83% dari Tahun 2017 sebesar
39.13%. Sektor lain yang juga berperan selain pertanian adalah sektor industri
pengolahan sebesar 11.84% serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar
15.08%.

Pertumbuhan ekonomi terbesar pada Tahun 2018 untuk kategori Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan dicapai pada subkategori Pertanian, Peternakan,Perburuan dan Jasa
Pertanian sebesar 37,45%, kemudian diikuti subkategori Perikanan sebesar 2,38% ,
dan terakhir subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 0,99%.

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, subkategori yang berkontribusi paling
besar pada Tahun 2018 adalah Pertambangan Batubara dan Lignit yaitu sebesar
5,88%. Subkategori ini kontribusinya meningkat sebesar 0,26% dibandingkan Tahun
2017 yang hanya sebesar 4,45%. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi juga
menunjukkan tren positif/peningkatan. Pada Tahun 2017 pertumbuhannya sebesar
2,63%, dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2,77 %.

Secara keseluruhan pada Tahun 2018, kategori Pertambangan dan Penggalian laju
pertumbuhannya meningkat menjadi sebesar 13,47%. Hal ini didorong oleh bertumbuh
pesatnya Pertambangan Batubara dan Lignit selama Tahun 2018 sebesar 5.88%.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di Tahun 2018 adalah
Industri Makanan dan Minuman, mencapai 912,49 milyar rupiah atau sebesar 53,61%.
Berikutnya Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik sebesar 21,35%. Industri
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan
Sejenisnya sebesar 13,99%. Industri Furnitur 5,44%. Selain itu, peranan kategori
lainnya kurang dari 5%.

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,05% terhadap
perekonomian Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2018, meningkat jika dibandingkan
Tahun 2017. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya merupakan kontribusi dari
subkategori ketenagalistrikan dan 2,17% oleh subkategori Pengadaan Gas dan
Produksi Es. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada Tahun 2018 adalah sebesar
6,24 %. Masing-masing subkategori juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, dimana



subkategori Ketenagalistrikan sebesar 6,28% dan Pengadaan Gas dan Produksi Es
sebesar 3,32%.

Pada Kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yang
mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air
melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk
juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata
air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan
pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Batang Hari
selama Tahun 2013-2017 berturut-turut sebesar 0,8%; 0,08%; 0,08%; 0,08% dan
0,08%. Berdasarkan data tersebut tidak ada peningkatan dari Kategori pengadaan air,
pengelohan sampah, limbah dan daur ulang selama kurun waktu 5 Tahun.

Pada Tahun 2018 kategori Konstruksi menyumbang sebesar 6,42% terhadap total
perekonomian Kabupaten Batang Hari, menurun dibandingkan pada Tahun 2017
sebesar 6,48%. Tren kontribusi kategori ini terlihat fluktuatif pada Tahun-Tahun di
antaranya (2013-2015) yaitu pada Tahun 2013; 6,54% pada Tahun 2014 6,58% dan
pada Tahun 2015 sebesar 6,57%. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010,
laju pertumbuhan kategori Konstruksi Kabupaten Batang Hari relaitf stabil, yaitu
sekitar 6,50% setiap Tahunnya.

Selama lima Tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor menyumbang di atas 7,00% terhadap PDRB. Pada Tahun 2018,
kontribusi kategori ini sebesar 9,18%. Dari kontribusi tersebut, sebesar 8,19%
disumbang oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda
Motor. Sementara itu, sebesar 10,77% disumbang oleh subkategori Perdagangan
Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar
dan Eceran Reparasi Motor cenderung fluktuatif selama periode 2013-2017. Laju
pertumbuhan sebesar 7,50% di Tahun 2017 menurun menjadi 5,19% di Tahun 2017.

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori namun hanya 3
subkategori yang ada di Kabupaten Batang Hari, yaitu subkategori Angkutan Darat,
subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta subkategori
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir Lapangan Usaha Angkutan
Udara. Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 Tahun
terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 1,01% pada Tahun 2018.
Sementara itu, penyumbang berikutnya adalah Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan sebesar 0,50%, sedangkan subkategori Pergudangan dan Jasa
Penunjang Angkutan berkontribusi sebesar 0,08% pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi
terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari sebesar 0,40%, di mana sebesar 96,46%
merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan Minum dan sebesar 3,54%
merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi.

Secara keseluruhan, kategori ini mencapai laju pertumbuhan positif sebesar 8,26%
pada Tahun 2018, mengalami perlambatan dibandingkan pada Tahun 2017 yang
sebesar 10,00%. Masing-masing subkategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan
Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan yang searah. Untuk subkategori
penyedia akomodasi memiliki pertumbuhan positif sebesar 2,61%. Sama halnya



dengan subkategori Penyediaan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan
positif sebesar 8,49%. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan usaha rumah
makan dan restoran di Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2013-2017.

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di
setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan
menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama dilihat dari jasa telekomunikasi.
Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Batang Hari selama Tahun
2013-2017 relatif stabil, dikisaran 3%. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan
percepatan, yaitu sebesar 5,20% hingga menjadi 8,53% di Tahun 2015, selanjutnya
sedikit melambat menjadi 7,32% diTahun 2018.

Percepatan pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan
kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti
pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet
termasuk untuk transaksi online juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori
Informasi dan Telekomunikasi.

Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang
mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini.
Selama Tahun 2013-2017, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 80%
terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya
adalah subkategori Jasa Keuangan Lainnya yaitu sebesar 11%, subkategori Asuransi
dan Dana Pensiun dengan sumbangan sekitar 3%, dan terakhir adalah Jasa Penunjang
Keuangan dengan kontribusi sebesar 0,40%.

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB
Kabupaten Batang Hari dengan peranan sebesar kurang dari 2%. Selama kurun waktu
dari Tahun 2013-2017, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar
1,32%; 1,24%; 1,31%; 1,35%; dan 1,30% Antara Tahun 2013-2017, laju pertumbuhan
ekonomi kategori ini selalu positif meskipun cenderung fluktuatif. Kecilnya peranan
kategori ini dalam pembentukan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Batang Hari
mengindikasikan masih sedikitnya nilai tambah yang dihasilkan dari kategori ini di
Kabupaten Batang Hari dibandingkan kategori-kategori lainnya.

Selama 5 Tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan
stabil di angka 0,08% pada Tahun 2013 hingga 2015 dan mengalami sedikit
peningkatan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 0,9%, kemudian pada Tahun 2018
kembali menurun menjadi 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang
dihasilkan oleh kategori ini relatif kecil dibandingkan kategori-kategori lainnya pada
perekonomian Batang Hari. Sementara itu, laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan
cenderung mengalamai perlambatan. Angka 8,15% pada Tahun 2014 melambat
hingga 4,35% pada Tahun 2017.

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meliputi
kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi
pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang
berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama Tahun 2013-2017
peranannya menunjukkan flaktuasi, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 4,07%;
4,69%, 5,25%, 5,26%, dan 5,07%. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi



positif, yaitu sebesar 5,26% di Tahun 2016, kemudian melambat menjadi 5,07% pada
Tahun 2018. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif meskipun cenderung
melambat.

Pada Tahun 2018 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,70% terhadap total
perekonomian Kabupaten Batang Hari, menurun dibandingkan pada Tahun 2013
sebesar 4,90%. Tren pertumbuhan kategori ini terhadap PDRB berfluktuasi namun
cenderung menurun antara Tahun 2013-2017 dengan kisaran angka kurang dari 5%,
yaitu sebesar berturut-turut 4,90%, 4,47%, 4,62%, 4,74% dan 4,70%. Dengan
penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan
Kabupaten Batang Hari cenderung fluktuatif antara Tahun 2013-2017. Kategori ini
mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup drastis dari 6,84% pada Tahun 2013
menjadi 1,48% pada Tahun 2014. Pertumbuhan kategori ini kembali meningkat Pada
Tahun 2015 menjadi 6,74%, kemudian kembali mengalami sedikit perlambatan
sebesar 6,37% pada Tahun 2017 dan menurun kembali pada Tahun 2018 menjadi
sebesar 5,06%.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019




BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Batang Hari
Tahun 2017-2021 memuat visi Pemerintah Kabupaten Batang Hari yaitu, “Masyarakat
Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera berlandaskan Ketagwaan 2021”. Dalam rangka
menterjemahkan visi diatas maka ditetapkan lima misi pembangunan Kabupaten
Batang Hari sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat yang sehat, cerdas dan
berkarakter;

2) Meningkatkan kesejahtreraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan;

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi
masyarakat;

4) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional,
efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi
yang berkeadilan;

5) Memajukan dan menginplementasikan nilai-nilai keagamaan, serta melestarikan
nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam kerangka
memperkuat kebudayaan nasional.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut maka dirumuskan kebijakan pengelolaan
keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang dapat dilihat dari struktur APBD
dan Perubahan APBD Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kebijakan Umum APBD dan Perubahan APBD Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No. Uraian APBD Perubahan APBD
1 Pendapatan Daerah 1.386.499.589.969,93 1.430.799.316.842,08
2 Belanja Daerah 1.384.999.589.969,93 1.469.281.480.460,04
3 Surplus/Defisit 1.500.000.000,00 (38.482.163.617,96)
4 Pembiayaan Daerah (1.500.000.000,00) 38.482.163.617,96
Penerimaan Pembiayaan 7.500.000.000,00 47.482.163.617,96
Pengeluaran Pembiayaan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00
Pembiayaan Neto (1.500.000.000,00) 38.482.163.617,96
5 SILPA 17.298.965.549,68 17.298.965.549,68

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas terlihat bahwa pendapatan daerah dalam Perubahan
APBD  Tahun 2019 sebesar  Rpl1.430.799.316.842,08 naik  sebesar
Rp44.299.726.872,00 atau 3,2% dari perkiraan pendapatan sebelumnya sebesar
Rp1.386.499.589.969,93.



Kebijakan pengelolaan keuangan dari sisi rencana pengeluaran daerah menunjukkan
bahwa rencana belanja dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar
Rp1.469.281.480.460,04, naik sebesar Rp84.281.890.490,11 atau 6,09% dibandingkan
dalam APBD sebesar Rp1.384.999.589.969,93.

Defisit APBD Kabupaten Batang Hari TA 2019 sebesar Rp38.482.163.617,96 dan
ditutup dari pembiayaan neto sebesar Rp38.482.163.617,96, sehingga Sisa Lebih
Pembiayaan Daerah sebesar Rp0,00.

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari secara garis
besar dapat dirincikan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Realisasi TA 2019
(dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan ANGGARAN REALISASI
Pendapatan Asli Daerah 137.263.208.394,00 92.535.466.941,50
Pajak Daerah 38.842.925.890,00 21.649.040.504,28
Retribusi Daerah 6.607.388.338,00 7.860.076.609,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 13.500.000.000,00 10.476.670.907,52
Lain Lain PAD yang Sah 78.312.894.166,00 52.549.678.920,30
Pendapatan Transfer 1.251.396.708.448,08 | 1.162.725.723.989,79
Transfer Pusat - Dana Perimbangan | 1.046.999.144.512,20 954.227.382.332,00
Transfer Pusat - Lainnya 134.057.612.000,00 133.984.612.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi 70.339.951.935,88 74.513.729.657,79

Lain Lain Pendapatan Yang Sah

42.139.400.000,00

65.416.127.451,00

Jumlah Pendapatan

1.430.799.316.842,08

1.320.677.318.382,29

Sedangkan, Anggaran Belanja dan Realisasi APBD TA.2019 dapat dijabarkan sebagai
berikut :

Tabel 3.3 Anggaran Belanja dan Realisasi TA 2019

(dalam Rupiah)

JENIS BELANJA ANGS::SSASHE:;LAH REALISASI
Belanja Operasi 951.132.602.483,33 888.705.927.249,75
Belanja Modal 308.867.649.171,71 251.118.803.752,82
Belanja Tak Terduga 10.500.000.000,00 7.414.777.800,00
Belanja Transfer 198.781.228.805,00 194.616.677.948,00

Jumlah 1.469.281.480.460,04 | 1.341.856.186.750,57

Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp47.482.163.617,96 dari
penggunaan SILPA dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.000.000.000,00 untuk
penyertaan modal pemerintah.

Rincian APBD TA 2019 dan realisasinya lebih lanjut tercantum dalam Lampiran 1.



Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan
pengendalian sumber daya serta kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada
masyarakat/rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pertanggungjawaban
disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Untuk mengetahui dan mengukur kinerja pemerintah, telah ditetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021 dan Rencana
Kinerja (RENJA) yang berorientasi pada pencapaian hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu lima Tahun ke depan, yang terdiri dari visi, misi dan tujuan sebagai
berikut.

Visi : ""Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera berlandaskan
Ketagwaan 2021"

Misi :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat yang sehat, cerdas dan
berkarakter;

2) Meningkatkan kesejahtreraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan;

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat;

4) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional,
efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi
yang berkeadilan;

5) Memajukan dan menginplementasikan nilai-nilai keagamaan, serta melesstarikan
nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam kerangka
memperkuat kebudayaan nasional.

Visi dan misi diatas merupakan acuan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi
yang ingin dicapai. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah
menetapkan rencana kinerja yang diukur melalui capaian indikator kinerja sasaran.
Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan
dengan indikator kinerja berupa input, output dan outcome.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, sebagai perwujudan cita-cita rakyat Batang
Hari lima Tahun ke depan, fokus dan agenda utama pembangunan Kabupaten Batang
Hari yaitu:

1) Sumber Daya Manusia;

2) Ekonomi Kerakyatan;

3) Infrastruktur dan Pelayanan Dasar;

4) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum; dan
5) Keagamaan dan Kearifan Lokal.

Dan Tujuan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
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2)

3)

4)

5)

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang cerdas dan
berkarakter, yakni dengan mewujudkan Kualitas SDM masyarakat yang sehat,
cerdas dan berkarakter;

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan yakni dengan
Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan berbasis
pada pengembangan Iptek, dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, lestari dan berkesinambungan;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat
yakni dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bagi
masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur perekonomian masyarakat
dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur olah raga, taman rekreasi dan
pariwisata serta sarana ibadah;

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional,
efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi
yang berkeadilan yakni dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan
pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan tata
kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dalam rangka reformasi
birokrasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja birokrasi Pemerintah
Daerah serta meningkatkan kualits pelayanan publik; dan

Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan, serta melestarikan
nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam kerangka
memperkuat kebudayaan nasional yakni dengan memajukan dan mengembangkan
nilai-nilai keagamaan untuk mewujdukan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Serta meningkatkan dan mengembangkan adat budaya, seni dan olah raga
tradisional.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sebagaimana dimuat
dalam LAKIP Tahun 2018, rata-rata nilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Batang Hari sebesar 99,27% maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2018 dikategorikan baik. Demikian pula jika dibandingkan dengan
capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 98,71%, maka terjadi peningkatan sebesar 0,56%.

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan atau

program, masih ditemui hambatan, kendala dan keterbatasan-keterbatasan untuk

mencapai kinerja maksimal. Untuk itu, diperlukan tindakan atau strategi dalam
rangka lebih meningkatkan pencapaian kinerja, yaitu:

1y

Strategi Kebijakan

Diperlukan suatu kebijakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program dan rencana yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan.
Dalam hal pencapaian sasaran kinerja, Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
berupaya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan
penetapan indikator-indikator kinerja sasaran, yang dalam implementasinya
dilaksanakan oleh perangkat daerah. Implementasi pencapaian misi Kabupaten
Batang Hari merupakan bagian utama kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan



strategis dinas/instansi sehingga dengan kebijakan ini, pencapaian akhir kinerja
sasaran Kabupaten Batang Hari dapat terakomodasi.

2) Strategi Program

Untuk melihat dan mengevaluasi seberapa jauh kegiatan-kegiatan dan hasil yang
dicapai Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diperlukan program-program yang
telah disesuaikan dengan skala prioritas untuk pencapaian sasaran. Program yang
telah direncanakan harus dapat dibagi habis pelaksanaannya pada masing-masing
perangkat daerah dan disesuaikan dengan misi Kabupaten Batang Hari.

3) Strategi Aparatur

Peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pencapaian akhir
sasaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat mewujudkan
pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, serta dalam rangka
meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan
cita-cita dalam visi dan misi.

4) Strategi Dana

Penertiban administrasi keuangan sebagai strategi yang menunjang akuntabilitas
penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan melalui penerapan  Sistem
Akuntabilitas Keuangan Daerah.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi terkait dengan tidak tercapainya target
fisik dan keuangan, diantaranya adalah:

1) Masih terdapat SKPD yang belum begitu paham dalam mengimplementasikan
Transaksi Non Tunai yang baik dan benar;

2) Belum adanya aplikasi Cash Management untuk Bendahara SKPD dalam
pengelolaan Kas SKPD.



4.1.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan

1y

2)

3)

4)

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis
akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah yaitu basis akrual. Namun, anggaran pemerintah daerah disusun dan
dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas,
yaitu:

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas, dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA,
dan belanja.

b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

c. Basis kas untuk penyusunan anggaran daerah berarti LRA pun disusun
berdasarkan basis kas. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang
disajikan dalam LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan. Sebaliknya belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah
daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk
perusahaan daerah.

Yang menjadi entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Hari, sementara yang menjadi entitas akuntansi adalah PPKD dan SKPD yang
ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, PPKD dijabat
oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

SKPD yang menjadi entitas akuntansi adalah:
a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;
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aa.
bb.
cc.
dd.

€c€.

ff.

gg.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Inspektorat Daerah;

Dinas Perkebunan dan Peternakan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Badan Keuangan Daerah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan
Perdagangan;

Dinas Komunikasi Dan Informatika;

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Sosial;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kecamatan Muara Bulian;

Kecamatan Bajubang;

Kecamatan Batin XXIV;



hh. Kecamatan Maro Sebo Ilir;

ii.

J-

Kecamatan Maro Sebo Ulu;

Kecamatan Mersam;

kk. Kecamatan Muara Tembesi;

11.

Kecamatan Pemayung;

5) Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri
atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial,
sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a.
b.

C.

f.

g.

6) Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas,
kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

7) Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam seTahun.

8) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara

sistematis untuk satu periode.

9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

10) Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

11) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Daerah.



13) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu
Tahun anggaran.

14) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

15) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

16) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan
keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan
anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

17) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-
LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

18) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah, termasuk didalamnya penerimaan yang
masih berada di rekening penerimaan maupun penerimaan kas/setara kas yang
masih berada dalam penguasaan bendahara penerimaan.

19) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

20) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran
bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

21) Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

22) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

23) Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

24) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
belanja selama satu periode pelaporan.



25) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SiKPA

26) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

27) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

28) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

29) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan

30) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

31) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke
rupiah pada kurs yang berbeda.

32) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

33) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

34) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

35) Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-
undangan.

36) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu
informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat
atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di
mana kekurangan atau salah saji terjadi.

37) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

38) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
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meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

39) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

40) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Kebijakan Penyajian Laporan Neraca

1y

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan atau akuntansi
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang
dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke
rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

10) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
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11) Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-
undangan.

12) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu
informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat
atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di
mana kekurangan atau salah saji terjadi.

13) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

14) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

15) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

16) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Kebijakan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

2) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/Defisit-LRA;

e. Pembiayaan; dan

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

4) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;

c. Transfer;
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5)

6)

7)

8)

d. Surplus/defisit-LRA;

e. Penerimaan pembiayaan;

f. Pengeluaran pembiayaan;

g. Pembiayaan neto; dan

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut
jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Menyikapi PSAP 02 paragraf 44 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan pada angka 8
diatas, dan dokumen anggaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
mengelompokkan Pendapatan dan Belanja kedalam Kelompok Langsung dan
Tidak Langsung, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk laporan
pelaksanaan anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran disusun sesuai
struktur yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Penyajian Laporan Operasional

1y

2)

3)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih antara penerimaan
non operasional dan pengeluaran non operasinal.



4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.

5) Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau
tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi
antara penerimaan dan pengeluaran.

6) Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang
kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

7) Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

9) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

10) Beban Hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau
jasa kepada pemerintah/pemerintah daerah lainnya (Daerah Otonom Baru),
perusahaan daerah (penerusan hibah dari pemerintah), masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

11) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

12) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

13) Entitas  Akuntansi  adalah unit pemerintahan daerah  pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

14) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

15) Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
secara terus-menerus.
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16) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

17) Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

18) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.

19) Subsidi adalah beban pemerintah daerah yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi
agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

20) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

21) Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama
satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional dan pos luar biasa.

22) Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan
harga jual aset.

Kebijakan Laporan Arus Kas

1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi, terdiri dari:

a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1. Penerimaan Pajak Daerah;
Penerimaan Retribusi Daerah;
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah;
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
Penerimaan Dana Alokasi Umum;

Penerimaan Dana Alokasi Khusus;

A A T T o

Penerimaan Dana Penyesuaian;

—_
=

. Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Batang
Hari.



b. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
1. Pembayaran Belanja Pegawai;

Pembayaran Belanja Barang;

Pembayaran Belanja Bunga;

Pembayaran Belanja Subsidi;

Pembayaran Belanja Hibah;

A o

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
7. Pembayaran Belanja Tidak Terduga.

2) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya
yang tidak masuk dalam setara kas.

a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya;
3. Pencairan Dana Cadangan;
4. Penerimaan dari Divestasi;
5. Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas.
b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Penyertaan Modal;
5. Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas.

3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan
utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan
komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanan antara lain:

1. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri;

2. Penerimaan Kembali Peminjaman kepada Pemerintah Daerah.
b. Arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan antara lain:

1. Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri;

2. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah.
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4) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang terdiri :

a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK. Dan
penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali uang persediaan dari
bendahara pengeluaran.

b. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK. Dan
pengeluaranan transitoris seperti pemberian uang persediaan kepada
bendahara pengeluaran

5) Entitas pelaporan dalam hal ini Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah
menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung yang
mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas
bruto.

6) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam
Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
1) Ekuitas awal,

2) Surplus/defisit-LLO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain
berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

a. Koreksi Nilai Persediaan;

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap;

c. Koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan;
d. Koreksi Beban dan Akumulasi Amortisasi;
e. Penyisihan Piutang;

f. Beban Dibayar di muka;

g. Pendapatan Diterima di muka;
h. Koreksi Nilai Kas;

i. Koreksi Nilai Piutang;

j- Koreksi Nilai Aset;

k. Koreksi Nilai Utang;
1. Lain-Lain;

4) Ekuitas akhir.
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Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan
dengan Tahun sebelumnya, dan menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:

1y
2)
3)
4)
5)
6)

Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya;
Lain-lain; dan

Saldo Anggaran Lebih akhir.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang
sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan
dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

2) Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas
serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada
Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek
atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi
jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat
diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu,
suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa
jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3) Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di

Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi
jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh
tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

4) Kas adalah uvang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



4.9.

5) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah

6) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

7) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
Pemerintah Daerah

8) Pengakuan kas setara kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah.

9) Pengukuruan kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan
sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat
tulis kantor serta barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
perlengkapan kantor.

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku
pembuatan benih.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah
jadi, benih yang belum cukup umur.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit
tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4) Pengakuan Persediaan

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah
Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.



5) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset
dan pendekatan beban.

a.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu
periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain
adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang
segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah
persediaan untuk suatu kegiatan.

6) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut
bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi
akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan
karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

a.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal,
maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

7) Persediaan disajikan sebesar:

a.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar, contohnya persediaan sapi pada Dinas Peternakan
dan Perikanan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar
Pertama (first in first out).



410. K
1))

2)

f. Persediaan dicatat dengan metode perpetual dan periodik.
1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai
persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini
digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional
utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya
adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas
pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang
dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang
digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan
nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir
periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk
mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk
persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya
adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini,
pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi
fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau
perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan
nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

ebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan
oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang
belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen
kas

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka
pendek dan investasi jangka panjang, pos-pos investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik
dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai
dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk
tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi
tersebut jika muncul kebutuhan kas. Investasi jangka pendek biasanya
beresiko rendah. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara



kas akan tetapi jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo
kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang
menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau
tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3) Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor
dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya
legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

4) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan 9 kepada
masyarakat.

5) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

6) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

7) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk
dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan.

8) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan.

9) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.

10) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
awal berdasarkan harga perolehan.

11) Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian
investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

12) Nilai  historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu
untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.



13) Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

14) Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

15) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

16) Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai
pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint
venture dari investornya.

17) Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

18) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliable)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD
membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka
pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di
kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.
Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui
terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran
pembiayaan-penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah di debit dan
perubahan SAL di kredit.

19) Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut
ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis:

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
1. Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi,
komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
nilai wajar atau harga pasarnya.

2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:



1. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam
rangka perolehan investasi berkenaan.

2. Investasi nonpermanen:

a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.

¢) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah
Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan
ekonomi masyarakat.

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang
pada investasi non permanen lainnya untuk dana bergulir. Pada saat
perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana
bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap
dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat menggambarkan
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Metode/dasar penilaian invetasi jangka panjang non permanen (dana
bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable value) yaitu dengan mengurangkan perkiraan dana
bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar
harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari
pendapatan dana tertagih.
Dana bergulir diragukan tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang
tidak dapat tertagih dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana
bergulir dapat dihapuskan jika benar-benar sudah tidak tertagih dan
penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan
(contra account) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah
diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan
penilaian umur piutang (aging schedule) berdasarkan jatuh tempo
angsuran sebagai berikut:

a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang
belum terbayar) mulai O (nol) sampai 1 (satu) Tahun setelah jatuh
tempo dikategorikan sebagai dana bergulir diragukan tertagih
dengan prosentase pencadangan 20%.

b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang
belum terbayar) diatas 1 (satu) sampai 2 (dua) Tahun setelah jatuh



tempo dikategorikan sebagai dana bergulir diragukan tertagih
dengan prosentase pencadangan 40%.

c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang
belum terbayar) diatas 2 (dua) sampai 3 (tiga) Tahun setelah jatuh
tempo dikategorikan sebagai dana bergulir diragukan tertagih
dengan prosentase pencadangan 60%.

d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang
belum terbayar) diatas 3 (tiga) sampai 4 (empat) Tahun setelah jatuh
tempo dikategorikan sebagai dana bergulir diragukan tertagih
dengan prosentase pencadangan 80%.

e) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang
belum terbayar) diatas 4 (empat) Tahun setelah jatuh tempo
dikategorikan sebagai dana bergulir diragukan tertagih dengan
prosentase pencadangan 100%.

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai
masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang
berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten
Batang Hari dengan pihak bank penyalur.

c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan
sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau
nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah
bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode
yaitu:

1. Metode biaya
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya
akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas
akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau
dikurangi bagian laba atau rugi sebesar%tasi kepemilikan Pemerintah
Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima
Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam
bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan
tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi



Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode
nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi
yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas.

¢) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai
bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan
saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan
metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap
perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada
perusahaan investee, antara lain:

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

¢) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee;dan

d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.

4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1y

2)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai
satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di
bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak
dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan
sebagai persediaan/aset lainnya.

6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu
untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

9) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
10) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu
periode Tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

11) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

12) Pertukaran Aset

a.Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.



b.Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset
yang dilepas.

13) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai
pendapatan operasional.

14) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan

15) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset
tetap baik berupa overhaul dan renovasi diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

16) Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

17) Penyusutan

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

c. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method) tanpa Nilai Residu.

18) Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

19) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

20) Aset Bersejarah



4.12.

a. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi
yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan
Keuangan dengan tanpa nilai.

b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban Tahun terjadinya
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan.

21) Penghentian dan Pelepasan

a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.

b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi
dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran
yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan
ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti
kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang
yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan
yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR
terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
(SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya,
Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain



dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi
asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah
suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh
pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan
kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati
(masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh
masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset
BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

d. Bangun Serah Guna— BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah
pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana
lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan
pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana
berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor
kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran
oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB)
menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang



tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil
kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan
pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar
entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a.

Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill
dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari
suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku
kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya
hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi
pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan
oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah
software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware
komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di
komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik
berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang
diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan



Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu
Tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan
(intangible asset — work in progress), dan setelah pekerjaan selesai
kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang
bersangkutan.

i. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan
mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas;
dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan
karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,
penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-
lain.



BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bab ini akan menguraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan
keuangan, terdiri dari penjelasan atas pos-pos Neraca (aset, kewajiban, dan ekuitas); LRA
(pendapatan, belanja, dan pembiayaan); Laporan Operasional (Pendapatan LO dan Beban);
Laporan Perubahan Ekuitas yang menjelaskan saldo awal, surplus defisit LO, dampak
kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar hingga saldo akhir; Laporan Perubahan
SAL serta penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana
disajikan dalam Laporan Arus Kas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengenai
kekayaan, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal 31 Desember 2019. LRA menyajikan
gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan komparatif dengan anggarannya selama TA 2019 serta Laporan Arus Kas
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas
selama TA 2019 serta saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019.

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
TA 2019
Rp1.320.716.450.456,29

TA 2018
Rp1.199.729.789.613,13

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan
Lain-Lain Pendapatan yang Sah dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah
No | Jenis Pendapatan Daerah Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1| Pendapatan Asli Daerah 137.263.208.394,00 91.567.449.21450 | 98.808.531.271,98 | 66,71
2 | Pendapatan Transfer 1.51.306.708.448,08 | 1.171.763797.690,79 | 1.050.635.938.34115 | 9364
Lain-ain Pendapat
3 SZ': ain Fendapatan yang 42.139.400.000,00 57.385.203.551,00 41.285.320.000,00 | 136,18
Jumlah 1.430.799.316.842,08 | 1.320.716.450.456,20 | 1.199.729.789.613,13 | 92,31
5.1.1.1 PAD TA 2019 TA 2018
Rp91.567.449.214,50 Rp98.808.531.271,98

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18
adalah “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD alah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.

Realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp91.567.449.214,50 atau 66,71% dari anggaran
Rp137.263.208.394,00. Realisasi PAD TA 2019 turun sebesar Rp7.241.082.057,48
atau 7,33% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp98.808.531.271,98.



PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain
PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah TA 2019

(dalam Rupiah)
No, | Jenis Pendapatan Asii Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
Daerah
1| Hasil Pajak Daerah 38.842.925.800,00 | 21.649.040.50428 | 3659279217214 | 5573
2 | Hasil Retribusi Daerah 6.607.388.338,00 |  7.880.041.109,40 |  5.385.832.21251 | 119,26
Hasil Pengelolaan
3 | Kekayaan Daerahyang 13500.000.000,00 |  10.476.670.907,52 |  9.538.397.326.28 | 77,60
Dipisahkan
4 | Lainain Pendapatan 78.312.894.166,00 | 51.561.696.693,30 | 47.291.500561,05 | 65,84
Asli Daerah yang Sah
Jumlah 137.263.208.304,00 | 91.567.449.21450 | 98.808.531.271,98 | 66,71
5.1.1.1.1 Pendapatan TA 2019 TA 2018
Pajak Daerah Rp21.649.040.504,28 Rp36.592.792.172,14

Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp38.842.925.890,00 dengan
realisasi sebesar Rp21.649.040.504,28 atau 55,73%, Pendapatan Pajak Daerah TA
2019 turun sebesar Rp14.943.751.667,86 atau 40,84% dibandingkan realisasi TA
2018 sebesar Rp36.592.792.172,14.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan 2018 sebagai

berikut:
Tabel 5.3. Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan TA 2018
(dalam Rupiah)
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1 | Pajak Hotel 105.000.000,00 104.993.800,00 131.779.68000 | 99,99
2 | Pajak Restoran 1.700.000.000,00 2.257.195.566,00 2160.073.746,00 | 132,78
3 | Pajak Hiburan 15.000.000,00 5.149.850,00 9525.00000 | 3433
4 | Pajak Reklame 804.500.000,00 795.111.878,00 657.533.610,00 | 9883
5 | Pajak Penerangan Jalan 16.225.460.851,00 |  12.577.580.315,00 |  12.455.346522.20 | 77552
6 | Pajak Parkir 20.000.000,00 8.643.720,00 255000000 | 4322
7 | Pajak Air Tanah 500.000.000,00 132.582.043,00 69.987.562,00 | 2652
8 5\7;; Sarang Burung 110.000.000,00 123.265.930,00 106.759.624,00 | 112,06
9 fz;kmM(;';r;';:‘::” 1.300.000.000,00 454.835.351,28 35530758204 | 3499
10 EZE‘:SS::LZ:”PmZZ:” 5.000.000.000,00 2.628.796.179,00 2.340.000.766,00 | 52558
1" ?2:;2:':;1:5:6?35 13.062.965.039,00 2560.885.872,00 |  18.204.829.079,00 | 19,60
Jumlah 38.842.925.890,00 |  21.649.040504,28 |  36.592.792.172,14 | 5573




Penjelasan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut :

1y

2)

3)

4)

5)

Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyaman termasuk fasilitas olahraga dan hiburan Subjek Pajak.
Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang
pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Pendapatan Pajak Hotel
dianggarkan  sebesar =~ Rp105.000.000,00  dengan  realisasi  sebesar
Rp104.993.800,00 atau 99,99% mengalami penurunan sebesar Rp26.785.880,00
atau 20,33% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp131.779.680,00. Hal
ini disebabkan karena kurangnya kejujuran wajib pajak hotel untuk memberikan
laporan penerimaan sewa hotel setiap bulannya.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran. Objek restoran
adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan
makanan dan /atau minuman yan dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi
ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang
pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
Pendapatan Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp2.257.195.566,00 atau 132,78% mengalami kenaikan sebesar
Rp88.121.820,00 atau 4,06% di bandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp2.169.073.746,00.

Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggara hiburan. Objek Pajak
Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek
Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
Pendapatan Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp5.149.850,00 atau 34,33% mengalami penurunan sebesar
Rp4.375.150,00 atau 45,93% hal ini disebabkan oleh karena kurangnya
kerjasama antar instansi terkait dalam memungut Pajak Hiburan.

Pajak Reklame dipungut atas pajak setiap penyelenggaraan reklame. Objek Pajak
Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Pendapatan Pajak
Reklame dianggarkan sebesar Rp804.500.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp795.111.878,00 atau 98,83% mengalami kenaikan sebesar
Rp137.578.268,00,00 atau 20,92% hal ini disebabkan oleh karena terlaksananya
kegiatan penagihan dan pembinaan pajak daerah sehingga para vendor tertib
dalam memenuhi kewajiban atas Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek
Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain (PLN dan penyedia tenaga listrik
lainnya). Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat menggunakan tenaga listrik. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan
dianggarkan Rp16.225.460.851,00 dengan realisasi Rp12.577.580.315,00 atau
77,52% mengalami kenaikan sebesar Rp122.233.792,80 atau 0,98% hal ini
disebabkan oleh karena adanya rekomendasi BPK dan gencarnya kegiatan



pendataan pemanfaatan tenaga listrik pada perusahaan pengolahan sawit dimana
dalam aktivitas pabrik menggunakan turbin, genset sehingga kita dapat
mengenakan pajak sector PPJ Non PLN.

6) Pajak Parkir yang dipungut atas penyelenggaran tempat parkir. Objek Pajak
Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak
Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir. Pendapatan Pajak
Parkir dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp8.643.720,00 atau 43,22% mengalami Kenaikan sebesar Rp6.093.720,00 atau
238,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.550.000,00

7) Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau Pemanfaatan air tanah.
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan Pajak Air Tanah
dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp132.582.043,00 atau
26,52% mengalami kenaikan sebesar Rp62.594.481,00 atau 89,44% hal ini
disebabkan karena regulasi tentang standar air tanah yang dikeluarkan dari
provinsi belum selesai.

8) Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas dasar pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah
pengambilan dan/atau pengusahaan burung walet. Subjek Pajak Sarang Burung
Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang burung walet. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet
dianggarkan  sebesar =~ Rp110.000.000,00  dengan  realisasi  sebesar
Rp123.265.930,00 atau 112,06% mengalami kenaikan sebesar Rp16.506.306,00
atau 15,46% hal ini disebabkan oleh karena sesuai dengan rekomendasi BPK atas
Pajak Sarang Burung Walet untuk mendaftarkan WP baru dan menyampaikan
SOP tata cara pembayaran pajak tersebut.

9) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dipungut atas dasar kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Subjek Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp454.835.351,28 atau 34,99% mengalami kenaikan sebesar Rp99.437.768,34
atau 27,98% hal tersebut berkaitan dengan surat edaran Bupati Batang Hari
tentang Pembayaran Galian C, setiap kegiatan fisik pada OPD harus melampirkan
bukti pelunasan Pajak Galian C sebagai salah satu syarat dari penerbitan SP2D.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut atas dasar
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dianggarkan
sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.628.796.179,00 atau
52,58% mengalami kenaikan sebesar Rp288.786.413,00 atau 12,34% hal ini
disebabkan karena dilakukan perubahan data pada aplikasi PBB-P2. Perubahan
dimaksud antara lain penghapusan, mutasi dan pembetulan dikarenakan SPPT-P2



bermasalah seperti data ganda, objek tidak ditemukan, serta data objek dan subjek
pajak yang kurang tepat.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/ atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Subjek Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak tanah atas dan/atau bangunan. Pendapatan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp13.062.965.039,00 dengan
realisasi Rp2.560.885.872,00 atau 19,60% mengalami penurunan sebesar
Rp15.733.943.207,00 atau 86,00% hal ini disebabkan oleh luas lahan yang
terdaftar khususnya lahan perusahaan yang dalam proses peningkatan hak
menjadi HGU pada Tahun 2019 menurun dari luas Tahun 2018 sehingga realisasi
penerimaan BPHTB Tahun 2019 lebih kecil dari Tahun 2018.

5.1.1.1.2 Pendapatan TA 2019 TA 2018

Retribusi Daerah Rp7.880.041.109,40 Rp5.385.832.212,51

Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp6.607.388.338,00 dengan
realisasi sebesar Rp7.880.041.109,40 atau 119,26%. Pendapatan Retribusi Daerah
TA 2019 naik sebesar Rp2.494.208.896,89 atau 46,31% dibandingkan realisasi TA
2018 sebesar Rp5.385.832.212,51.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.4. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No. | Jenis Retribusi Daerah| OPD Pemungut Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
j, | Petrousi Pelayanan . cehatan 770.000.000,00 |  776.354.000,00 |  790.525.000,00 | 100,83
Kesehatan Puskesmas
Retribusi Pelayanan Dinas Linakunaan
Persampahan/ . grung 205.500.000,00 256.106.200,00 267.110.200,00 | 124,63
) Hidup
Kebersihan
Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Dinas Perhubungan 136.034.000,00 149.739.000,00 140.506.500,00 | 110,07
Umum
Dinas Koperasi,
Retribusi Pelayanan Usaha Kecil dan
v y Menengah, 585.243.658,00 907.283.000,00 739.570.280,00 | 155,03
Pasar i .
Perindustrian dan
Perdagangan
Retribusi Pengujian | - Perhubungan 200.040.000,00 | 183.372.000,00 | 174.525.000,00 | 91,67
Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan | Dinas Pemadam
Alat Pemadam Kebakaran dan 33.000.000,00 34.735.000,00 20.935.000,00 | 105,26
Kebakaran Penyelamatan
Retribusi Penyedot Dinas Lingk
eiribust Fenyedotan ) -inas Lingkungan 3672000000 |  27.875.000,00 |  23.930.000,00 | 7591
Kakus Hidup
Retribusi P l Dinas Komunikasi
etribusi Pengendalian | Dinas Komunikasi 257.099.930,00 |  677.238.840,00 000 | 26341

Menara Telekomunikasi | dan Informatika




No.

Jenis Retribusi Daerah|  OPD Pemungut Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018

%

Retribusi Pemakaian

9. Sekretariat Daerah 155.058.750,00 |  190.845.00000 |  159.036.000,00 | 123,08
Kekayaan Daerah
1o | Petnbusi Pemakaian | p o oip 214.419.00000 | 261.151.25000 | 222.242.700,00 | 121,79
Kekayaan Daerah
Dinas Koperasi,
Retribusi Fasilitas Pasar| Usaha Kecil dan
11. | / Pertokoan yang Menengah, 45.625.000,00 57.000.000,00 0,00 | 124,93
dikontrakkan Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Koperasi,
Retribusi Pelelangan Usaha Kecil dan
12 9 Menengah, 36.804.000,00 3543400000 |  33210.00000 | 9628
Ternak ) )
Perindustrian dan
Perdangan
13. | Retribusi Terminal Dinas Perhubungan 1.207.794.000,00 | 1.001.864.000,00 | 872.938.000,00 | 82,95
Retribusi Tempat
14, | ewibust Tempa Dinas Perhubungan 156.600.000,00 |  156.800.000,00 |  165.545.000,00 | 100,13
Khusus Parkir
Retribusi Tempat Dinas Pengendalian
15. | Penginapan / Penduduk, KB, dan 500.000.000,00 | 802.130.000,00 | 361.480.000,00 | 160,43
Pesanggrahan / Villa P3A
g, | Fetribusi Rumah Potong| Dinas Perkebunan 8.400.000,00 8.400.000,00 12.360.000,00 | 100,00
Hewan dan Peternakan
7, | Retribusi Tempat Dinas Pemuda dan 108.300.000,00 |  109.952.000,00 |  88.774.000,00 | 101,53
Rekreasi dan Olah Raga| Olahraga
. , | Dinas Perikanan
1g, | Retribusi Hasil Produksi\ o ' o tananan 97.550.000,00 97.562.000,00 77.327.250,00 | 101,01
Usaha Daerah
Pangan
g, | Retrioust Hasil Produksi | Dinas Perkebunan 503.200.000,00 | 438.960.00000 | 416.429.00000 | 87.23
Usaha Daerah dan Peternakan
oo, | Retibusilzin Mendirkan) o opp 1.350.000.000,00 | 1.707.239.819,40 |  789.889.632,51 | 126,46
Bangunan
Jumlah 6.607.388.338,00 | 7.880.041.109.40 | 5.356.555.562.51 | 119,26

Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2019 Sebagai berikut :

1y

2)

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan adalah
Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas
pembantu, puskesdes dan bidan desa, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
Retribusi Pelayanan kesehatan dianggarkan Rp770.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp776.354.500,00 atau 100,83%. Retribusi Pelayanan Kesehatan TA
2019 turun sebesar Rp14.171.000,00 atau 1,79% dibandingkan realisasi TA 2018
sebesar Rp790.525.000,00

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan adalah
retribusi pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus
disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan. Retribusi pelayanan kebersihan/Persampahan dianggarkan sebesar
Rp205.500.000,00, dengan realisasi sebesar Rp256.106.200,00, atau 124,63.
Retribusi  pelayanan kebersihan/Persampahan TA 2019 turun sebesar




3)

4)

Rp11.004.000,00 dibandingkan
Rp267.110.200,00 atau 4,11%

dengan realisasi TA 2018 sebesar

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan adalah
retribusi pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang
ditetapkan oleh Bupati. Retribusi Pelayanan Parkir
dianggarkan  sebesar = Rp136.034.000,00  dengan  realisasi  sebesar
Rp149.739.000,00, atau 110,07%. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
TA 2019 naik sebesar Rp9.232.500,00 atau 6,57% dibandingkan dengan realisasi
TA 2018 sebesar Rp140.506.500,00 disebabkan bertambahnya kendaraan yang
parkir ditepi jalan umum.

ditepi jalan umum

Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan adalah retribusi atas pembayaran Sewa Ruko
BBC, Sewa Toko, Sewa Los dan Harian Pasar Kab. Batang Hari dianggarkan
sebesar Rp585.243.658,00 dengan realisasi sebesar Rp907.283.000,00 atau
155,03% retribusi atas pembayaran sewa TA 2019 naik sebesar
Rp167.712.720,00 atau 22,68% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar
Rp739.570.280,00. Dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.5 Retribusi Pelayanan Pasar TA 2019 dan TA. 2018
(dalam Rupiah)

No.

Jenis Retribusi Daerah

Anggaran

Realisasi 2019

Realisasi 2018

%

Sewa Toko BBC

282.916.658,00

441.500.000,00

287.000.000,0

156,05

Sewa Toko Pasar Sungai Rengas

9.936.000,00

13.455.000,00

6.831.000,00

135,42

Sewa Los Pasar Kramat Tinggi

18.000.000,00

41.568.775,00

24.407.075,00

230,94

Sewa Pertokoan Muara Tembesi

32.492.000,00

38.860.000,00

32.624.000,00

119,60

A Eal R A

Sewa Los Pasar Muara Tembesi

46.941.000,00

49.200.000,00

47.886.000,00

104,81

Sewa Toko / Mall Pasar Kramat
Tinggi

78.840.000,00

208.222.925,00

160.044.205,00

264,11

Sewa Ruko Durian Luncuk

6.318.000,00

7.371.000,00

4.563.000,00

116,67

Harian Pasar Sungai Rengas

27.000.000,00

24.975.000,00

27.000.000,00

92,50

Harian Pasar KM.VI Muara Tembesi

36.000.000,00

36.500.000,00

39.600.000,00

101,39

10.

o

Harian Pasar Keramat Tinggi

46.800.000,00

45.630.600,00

45.115.000,00

97,50

Jumlah

585.243.658,00

907.283.300,00

675.070.280,00

155,03

5)

6)

Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan adalah retribusi
pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dianggarkan sebesar
Rp200.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp183.372.000,00 atau 91,67%.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2019 naik sebesar Rp8.847.000,00
atau 5,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp174.525.000,00
disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan untuk
melakukan uji KIR.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat



7)

8)

9)

10)

penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam
kebakaran, dan alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan
oleh masyarakat. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dianggarkan
sebesar Rp33.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.735.000,00 atau
105,26%. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran TA. 2019 naik sebesar
Rp13.800.000,00 atau 65,92% dibandingkan dengan realisasi TA. 2018 sebesar
Rp20.935.000,00, disebabkan karena setiap OPD telah menyediakan tabung alat
pemadam api ringan (APAR) dan adanya tambahan dari objek—objek baru
khususnya pertokoan dan perusahaan.

Retribusi penyedotan kakus pada Dinas Lingkungan Hidup adalah retribusi
pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah
daerah tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. Retribusi penyedotan
kakus dianggarkan sebesar Rp36.720.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp27.875.000,00 atau 75,91%. retribusi penyedotan kakus TA.2019 naik
Rp3.945.000,00 atau 16,49% dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar
Rp23.930.000,00, disebabkan retribusi penyedotan kakus/tinja pelayanan tidak
menggunkan sistim layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT), mengingat sarana
mobil penyedotan tinja/kakus hanya 1 (satu) unit. Sehingga pelayanan dilakukan
berdasarkan pesanan/permintaan dari objek retribusi.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika adalah retribusi atas pembayaran pengendalian menara
telekomunikasi yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar
Rp257.099.930,00 dengan realisasi sebesar Rp677.238.840,00 atau 263,41%.
Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi baru di anggarkan pada TA 2019
sehingga belum ada perbandingan untuk Tahun sebelumnya.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah yaitu berupa
Tanah dan Bangunan / Gedung pada pada Sekretariat Daerah adalah retribusi
pemakaian atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, pemakaian kekayaan
daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan / penyediaan
pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Mikro Bus, sewa gedung
dan sewa ruko. retribusi pemakaian kekayaan daerah Bangunan / Gedung
dianggarkan  sebesar =~ Rp155.058.750,00  dengan  realisasi  sebesar
Rp190.845.000,00 atau 123,08%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bangunan/Gedung TA 2019 naik sebesar Rp31.809.000,00 atau 20,00%
dibandingkan dengan TA 2018 yang terealisasi sebesar Rp159.036.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat antara lain :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Alat Berat adalah retribusi atas
pembayaran sewa alat berat yang di anggarakan TA 2019  sebesar
Rp190.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp193.065.200,00 atau 101,30%.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Alat Berat TA 2019 turun
sebesar Rp10.233.800,00 atau 5,03% jika dibandingkan dengan realisasi TA.
2018 yaitu sebesar Rp203.299.000,00 dikarenakan kurang mampunya
masyarakat untuk membayar sewa alat berat yang cukup tinggi.



b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Laboratorium TA 2019
diaanggarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp23.839.000,00 dengan
realisasi yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp68.086.050,00 atau 285,61 %.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Laboratorium TA 2019
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar
Rp48.442.350,00. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah Sewa Laboratorium
naik sebesar Rp19.643.700,00 atau 40,55% .

Sehingga total Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat adalah Rp261.151.250.00
(Rp193.065.200,00 + Rp68.086.050,00).

sebesar

11) Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan adalah retribusi atas

pembayaran Sewa Ruko JI. Jendral Sudirman dan Sewa Ruko Jl. Gajah Mada
yang dianggarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan TA 2019 yaitu, Sewa Ruko JI. Jendral Sudirman
dianggarkan sebesar Rp6.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00
atau 240% dan Sewa Ruko J1. Gajah Mada dianggarkan sebesar Rp39.375.000,00
dengan realisasi sebesar Rp42.000.000,00 atau 106%. Dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 5.6 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang di kontrakkan TA 2019 dan TA 2018
(dalam Rupiah)

No. | Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. | Sewa Ruko JI. Sudirman 6.250.000,00 15.000.00000 |  22.500.000,00 | 240,00
2 ;ZV;Z Ruko J. Gajah 39.375.000,00 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 106,67
Jumlah 45.625.000,00 57.000000,00 | 64.500.000,00 | 12493

12) Retribusi tempat pelelangan ternak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

13)

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah retribusi pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan karet dan ternak termasuk jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. Retribusi
tempat pelelangan dianggarkan sebesar Rp36.804.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp35.434.000,00 atau 96,28%. Retribusi tempat pelelangan TA. 2019 naik
sebesar Rp2.224.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2018 sebesar
Rp33.210.000,00 atau 6,70% disebabkan karena terjadi kenaikan penjualan
ternak.

Retribusi terminal pada Dinas Perhubungan adalah retribusi pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha, fasilitas lainya dilingkungan terminal yang dimiliki dan
atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi terminal dianggarkan sebesar
Rp1.207.794.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.001.864.000,00 atau 82,95%.
Retribusi terminal TA. 2019 naik sebesar Rp128.926.000,00 dibandingkan
dengan realisasi TA. 2018 sebesar Rp872.938.000,00 atau 14,77% disebabkan
bertambahnya armada atau angkutan yang memasuki terminal terutama angkutan
batu bara.



14) Retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perhubungan adalah retribusi
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan,
dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan
dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta. Retribusi tempat khusus
parkir dianggarkan sebesar Rp156.600.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp156.800.000,00 atau 100,13% retribusi tempat khusus parkir TA. 2019 turun
sebesar Rp8.745.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2018 sebesar
Rp165.545.000,00 atau 5,28% disebabkan karena menjamurnya pasar tradisional
di dalam Kabupaten Batang hari khususnya di Kota Muara Bulian yang berakibat
menurunya minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Kramat Tinggi.

15) Retribusi tempat penginapan/persinggahan/Villa pada Dinas Pengedalian
Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak adalah retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan
yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah atau perseorangan dan
badan hukum. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/Villa dianggarkan
sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp802.130.000,00 atau
160,43% Retribusi tempat penginapan persinggahan/Vila TA. 2019 naik sebesar
Rp440.650.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar
Rp361.480.000,00 atau 121,90% disebabkan karena gencarnya Pendataan dan
Penagihan terhadap Retribusi yang dilakukan pihak Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari terhadap penginapan/persinggahan/Villa yang ada.

16) Retribusi rumah potong hewan pada Dinas Perkebunan dan Peteranakan adalah
retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Rumah potong hewan dianggarkan sebesar Rp8.400.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp8.400.000,00 atau 100,00%. Retribusi rumah potong hewan
TA. 2019 turun sebesar Rp3.960.000,00 atau 32,04% dibandingkan dengan
realisasi TA. 2018 sebesar Rp12.360.000,00 disebabkan karena menurunnya
kesadaran masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan di rumah potong
hewan (RPH).

17) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah raga adalah
retribusi pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga
yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. Retribusi tempat rekreasi dan
olah raga dianggarkan sebesar Rp108.300.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp109.952.000,00 atau 101,53% Retribusi tempat rekreasi dan olah raga TA.
2019 naik sebesar Rp21.178.000,00 atau 23,86% dibandingkan dengan realisasi
TA. 2018 sebesar Rp88.774.000,00.

18) Retribusi penjualan produksi usaha terdapat pada Dinas Perikanan dan Ketahanan
Pangan yaitu retribusi pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
pemerintah daerah yang meliputi Penjualan penjualan benih ikan. Retribusi
penjualan produksi usaha daerah dianggarkan sebesar Rp97.550.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp97.562.000,00 atau 101,01% Retribusi penjualan produksi



usaha daerah TA. 2019 naik sebesar Rp20.234.750,00 atau 26,20% dibandingkan
dengan realisasi TA. 2018 sebesar Rp77.327.250,00.

19) Retribusi penjualan produksi usaha terdapat pada Dinas Perkebunan dan
Perternakan adalah retribusi pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
pemerintah daerah yang meliputi Penjualan bibit sawit Retribusi penjualan
produksi usaha daerah dianggarkan sebesar Rp503.200.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp438.960.000,00 atau 87,23% Retribusi penjualan produksi usaha
daerah TA. 2019 naik sebesar Rp22.531.000,00 atau 5.41% dibandingkan
dengan realisasi TA. 2018 sebesar Rp416.429.000,00.

20) Retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan
Ruang adalah retribusi pembayaran atas pemberian mendirikan bangunan yang
meliputi  kegiatan  peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana
tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefesien dasar bangunan (KDB),
keefesien luas bangunan (KLB), koefesien ketinggian bangunan (KKB) dan
pengawasan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Retribusi izin mendirikan bangunan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp1.350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.707.239.819,40 atau 126,46%.
retribusi izin mendirikan bangunan TA. 2019 naik sebesar Rp917.350.186,89
atau 116,14% dibandingkan realisasi TA. 2018 sebesar Rp789.889.632,51
disebabkan retribusi izin mendirikan bangunan dipengaruhi oleh adanya investor
yang masuk dikabupaten serta meningkatnya kesadaran dari masyarakat akan ber
IMB dan sosialisasi dari instansi terkait pun sudah meningkat.

5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD TA 2019 TA 2018
yang Dipisahkan Rp10.476.670.907,52 Rp9.538.397.326,28

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan
merupakan bagian laba atas investasi pada perusahaan milik daerah, yaitu berupa
dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Bank Jambi
sampai dengan Tahun 2019. Sesuai dengan hasil RUPS Bank Jambi pada tanggal 4
April 2019, yang agendanya antara lain pengesahan pertanggungjawaban Laporan
Keuangan serta pembagian dividen untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
atas laba bersih Bank Jambi, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari memperoleh
bagian sebesar Rp10.476.670.907,52. Dana tersebut telah disetorkan ke kas daerah
pada tanggal 27 April 2019.

Pendapatan HPKD yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp10.476.670.907,52 atau 77,60%. Pendapatan HPKD TA
2019 naik sebesar Rp938.273.581,24 atau 9,84% dibandingkan realisasi TA 2018
sebesar Rp9.538.397.326,28.



5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD
yang Sah

TA 2019
Rp51.561.696.693,30

TA 2018
Rp47.291.509.561,05

Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp78.312.894.166,00 dengan realisasi
sebesar Rp51.561.696.693,30 atau 65,84%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA
2019 naik sebesar Rp4.270.187.132,25 atau 9,03% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp47.291.509.561,05.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 dan 2018
sebagai berikut:
Tabel 5.7 Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
Jenis Lain-lain PAD
No Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
yang Sah
Hasil Penjualan Aset
1. | Daerah yang Tidak 340.977.550,00 93.474.740,00 2700.000,00 | 27,41
Dipisahkan
2. | Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 916.460.76449 |  1.176.297.356,11 | 9165
3. | Pendapatan Bunga deposito |  7.500.000.000,00 |  3502.917.812,66 |  3.188.671.231,82 | 46,71
4. | Pendapatan Denda Pajak 10.000.000,00 23.437.901,30 29.548.536,66 | 234,38
5, | Pendapatan Denda 0,00 3.801.600,00 000 | 000
Retribusi
Pendapatan dari
6. . 5.815.114.884,00 |  2.318.904.069,46 |  1.749.323.46895 | 39,88
Pengembalian
7, | Pendapatan dar 233.716.000,00 0,00 0,00 | 0,00
Angsuran/Cicilan Pasar
8. | Pendapatan BLUD 41.660.972.369,00 | 29550.773.356,95 | 27.619571.128,18 | 7093
9. | Pendapatan Lainnya 8.252.113.363,00 860.322.13819 |  1.608.558.333,33 | 1053
1o, | Pendapatan Denda atas 0,00 48.121.683,45 0,00 | 100,00
Keterlambatan Pekerjaan
11. | Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 176.249.665,80 0,00 100,00
Dana Kapitasi JKN /N
o, | Dana Kapitasi JKN /Non 13500.000.000,00 | 14.058.223961,00 | 11.916.839.506,00 | 104,13
Kapitasi JKN
Jumlah 78.312.894.166,00 | 51.561.696.693,30 | 47.201.509.561,05 | 65,84

Penjelasan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah aset yang telah
dihapus secara tunai atau angsuran. Dan hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan
peralatan dan mesin, dan hasil penjualan aset tetap lainnya. Hasil Penjualan Aset
Daerah yang tidak dipisahkan dianggarkan sebesar Rp340.977.550,00 dengan
realisasi Rp93.474.740,00 atau 27,41%. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak
dipisahkan TA 2019 naik sebesar Rp90.774.740,00 atau 3.362% dibandingkan
TA 2018 sebesar Rp2.700.000,00.

2) Jasa Giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas
sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Jasa Giro dianggarkan sebesar

Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp916.469.764,49 atau 91,65%.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pendapatan Jasa Giro TA 2019 turun sebesar Rp259.827.591,62 atau 22,09%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp1.176.297.356,11.

Bunga Deposito merupakan nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada
nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan
bank pada kemudian hari. Deposito yang diterapkan oleh Pemerintah kurang dari
3 bulan, dan akan diterima sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan dari
jumlah pokok simpanan. Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar
Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi Rp3.502.917.812,66 atau 46,70%.
Pendapatan Bunga Deposito TA 2019 naik sebesar Rp314.246.580,84 atau 9,86%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp3.188.671.231,82.

Pendapatan Denda Pajak merupakan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak
tidak memenuhi ketentuan dan batas waktu penyampaian SPT yang ditetapkan
meliputi :

a. Pendapatan Denda Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00
dengan realiasai sebesar Rp13.493.013,00 atau 269,86%.

b. Pendapatan Denda Pajak Hotel tidak dianggarkan namun ada realisasi
sebesar Rp241.200,00.

c. Pendapatan Denda Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp9.703.688,00 atau 194,07 %.

Pendapatan Denda Retribusi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Denda Retribusi diperoleh
dari Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut oleh
Dinas Lingkungan Hidup. Pendapatan Denda Retribusi tidak ditargetkan pada
2019 dengan realisasi sebesar Rp3.801.600,00.

Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
Pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp5.815.114.884,00 dengan
realisasi sebesar Rp2.318.904.069,46 atau 39,87%. Pendapatan dari pengembalian
TA 2019 Naik sebesar Rp569.580.600,51 atau 32,56 % dibandingkan TA 2018
sebesar Rp1.749.323.468,95.

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Pasar TA 2019 tidak ada realisasi.
Dikarenakan riwayat data orang penyewa pertama hilang sehingga sulit untuk
menagih kepada penyewa yang melanjutkan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada
satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
Pendapatan BLUD ini diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Majid
Batoe, pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp33.892.252.059,00 dengan



realisasi Rp29.550.773.356,95 atau 87,19%. Pendapatan BLUD TA 2019
mengalami kenaikan sebesar Rp1.931.202.228,77 atau 6,99% dibandingkan TA
2018 sebesar Rp27.619.571.128,18. Berikut rincian Pendapatan BLUD untuk
Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019:
Tabel 5.8. Rincian Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No etz Lt Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1 Tindakan Operasi 925.115.600,00 523.766.250,00 604.263.000,00 | 56,62
2 Rawat Jalan 333.956.550,00 329.129.894,00 27829712500 | 98,55
3 Obat-Obatan 2.536.144673,00 |  1.649.777.904,00 696.787.228,00 | 6505
4 Laboratorium 897.713.880,00 680.287.132,00 43416047500 | 7578
5 Radiologi 335.245.000,00 236.862.500,00 196.037.500,00 | 70,65
6 Ambulance 30.218.070,00 24.779.450,00 25.181.72500 | 82,00
7 Bangsal Penyakit Dalam 325.408.660,00 292.168.536,00 187.840.550,00 | 89,79
8 Bangsal Bedah 210.762.811,00 268.966.295,00 175.635.676,00 | 127,62
9 Bangsal Anak 109.977.720,00 152.592.945,00 91.648.100,00 | 138,75
10 Bangsal Perinatologi 171.727.746,00 92.591.544,00 143.106.465,00 53,92
11 Bangsal Kebidanan 360.521.020,00 245.684.866,00 217.100.850,00 | 68,15
12 | RuangVIPI 210.575.415,00 230.802.999,00 176.479.513,00 | 109,61
13 | Tindakan Kebidanan 27.480.000,00 46.624.800,00 22.900.000,00 | 169,67
14 | EKG 30.943.200,00 23.089.640,00 25.786.000,00 | 74,62
15 | Fisioterapi 30.507.620,00 9.115.000,00 8.756.350,00 | 29,88
16 | UGD 178.895.250,00 228.989.771,00 149.079.375,00 | 128,00
17 | Kir Kesehatan 156.046.945,00 45.107.000,00 19.226.00000 | 28,91
18 | Gizi 28,071.200,00 14.068.100,00 7.994.17500 | 50,12
19 | 02/Oksigen 46.560.000,00 22.058.446,00 16.942.97500 | 47,38
20 | Psikologi 7.000.000,00 6.238.200,00 4.866.775,00 | 89,12
21 Icu 123.600.000,00 28.742.775,00 53.378.900,00 | 23,25
22| BPJSTahun2019 15.072.752.22500 |  9.810.972.217,70 | 15.678.205.254,00 | 65,09
23 | BPJS Tahun 2018 13577.743.652,00 | 10.939.147.99500 |  4.966.716.300,00 | 80,57
24 | SKTM Tahun2017 228.985.225,00 228.985.225,00 0| 100
25 | SKTM Tahun2018 1713.294.498,00 |  1.212.398.49800 |  2.210.061.46518 | 70,76
26 | SKTM Tahun 2019 1585.000.000,00 |  1.161.017.761,00 0| 7325
27 | JAMPERSAL Tahun 2019 1.962.354.409,00 793.246.880,00 999.444.500,00 | 40,42
28 Er?tTl?kPaei?\zigﬁzi:tgansggihan 40.000.000,00 9.127.000,00 3.670.00000 | 22,82
29 ;;Jf;Ke”da’aa” Roda 2 dan 249.371.000,00 153.216.000,00 118.648.000,00 | 6144
30 | Lain-Lain Pendapatan 75.000.000,00 55.121.655,00 38.825.000,00 | 735
31 Pendapatan Bunga Rekening 80.000.000,00 36.096.078,25 68.531.852,00 | 45,12

Jumlah 41.660.972.369,00 | 20.550.773.356,95 | 27.619.571.128,18 | 70,93

9) Dana Kapitasi JKN/Non Kapitasi JKN pendapatan pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama atau Puskesmas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32




Tahun 2014. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada

Tahun

2019

masing-masing

sebesar

Rp1.490.506.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.9. Pendapatan dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN FKTP Per 31 Desember 2019

Rp12.567.717.961,00

dan

5.1.1.2 Pendapatan

Transfer

(dalam Rupiah)

No Puskesmas Dana Kapitasi Dana Non Kapitasi
1 Puskesmas Muara Bulian 1.686.402.800,00 5.366.500,00
2 Puskesmas Aro 526.493.400,00 33.956.000,00
3 | Puskesmas Tenam 421.537.650,00 0,00
4 Puskesmas Pasar Terusan 251.761.475,00 0,00
5 | Puskesmas Muara Tembesi 920.849.600,00 177.052.500,00
6 | Puskesmas Pasar Muara Tembesi 665.157.525,00 48.673.000,00
7 | Puskesmas Mersam 795.490.206,00 203.629.000,00
8 | Puskesmas Sungai Puar 527.467.000,00 10.033.000,00
9 | Puskesmas Sungai Rengas 1.928.418.900,00 182.594.000,00
10 | Puskesmas Durian Luncuk 930.506.100,00 226.057.500,00
11 | Puskesmas Jangga Baru 359.894.325,00 104.461.500,00
12 | Puskesmas Maro Sebo llir 312.456.000,00 70.642.500,00
13 | Puskesmas Tidar Kuraniji 145.096.012,00 2.118.000,00
14 | Puskesmas Penerokan 1.112.686.800,00 239.667.000,00
15 | Puskesmas Batin XXIV 289.203.051,00 24.281.500,00
16 | Puskesmas Jembatan Mas 908.529.542,00 132.504.500,00
17 | Puskesmas Selat 785.767.575,00 29.403.000,00
Total 12.567.717.961,00 1.490.439.500,00

TA 2019 TA 2018

Rp1.171.763.797.690,79

Rp1.059.635.938.341,15

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk
menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undang.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.251.396.708.448,08 dengan realisasi
sebesar Rp1.171.763.797.690,79 atau 93,64%. Pendapatan Transfer TA 2019 naik
sebesar Rp112.127.859.349,64 atau 10,58% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp1.059.635.938.341,15 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.10 Pendapatan Transfer TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Jenis Pendapatan Transfer Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Dana 1.046.999.144.512,20 |  963.265.456.033,00 | 888.246.032.876,00 | 92,00
Perimbangan
. f
2. | Pendapatan Transfer 134.057.612.000,00 133.984.612.000,00 |  114.199.104.000,00 |  99.95
Pemerintah Pusat - Lainya
. dapatan Transf
8. | Pendapatan Transfer 56.899.951.935,88 61.073.720.657,79 |  49.750.801.46515 | 107,34
Pemerintah Daerah Lainnya




No Jenis Pendapatan Transfer Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
4. | Bantuan Keuangan Dari Provinsi 13.440.000.000,00 13.440.000.000,0 7.440.000.000,00 100,00
Jumlah 1.251.396.708.448,08 1.171.763.797.690,79 | 1.059.635.938.341,15 93,64
5.1.1.2.1 Pendapatan TA 2019 TA 2018
Transfer Pemerintah Rp963.265.456.033,00 Rp888.246.032.876,00

Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar
Rp1.046.999.144.512,20 dengan realisasi sebesar Rp963.265.456.033,00 atau
92,00%. Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan TA 2019 naik sebesar
Rp75.019.423.157,00 8,45%  dibandingkan TA 2018  sebesar
Rp888.246.032.876,00.

atau

Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan TA 2019 dan 2018 sebagai
berikut:
Tabel 5.11 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No. | Jenis Pendapatan Transfer Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. | Dana Bagi Hasil Pajak 160.128.105512,20 | 82.258.988541,00 |  80.681.964.417,00 | 51,37
Dana Bagi Hasil Buk
p | DénasaginastBuen 81.299.077.000,00 | 93521.830.750,00 |  59.590.797.381,00 | 115,03
Pajak/Sumber Daya Alam
3. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 627.388.776.000,00 | 627.388.776.000,00 | 605.739.426.000,00 | 100,00
4. | Danaalokasikhusus (DAK) | 178.183.186.000,00 | 160.095.860.733,00 | 142.233.845.078,00 | 89,85
Jumlah 1.046.999.144.512,20 | 963.265.456.033,00 |  888.246.032.876,00 | 92,00

Sehubungan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dapat kami ungkapkan sebagai

berikut:

1. Realisasi sebesar Rp963.265.456.033,00 telah diterima seluruhnya di Kas

Daerah.

2. Tidak Terdapat pendapatan transfer TA lalu yang diterima pada TA 2019 atas

kurang salur TA lalu.

3. Pada Tahun 2019 tidak terdapat pemotongan langsung dari Pemerintah Pusat atas
lebih salur TA sebelumnya, namun terjadi penundaan Transfer Dana dengan
rincian pada Lampiran 2.

4. Tidak terdapat kesalahan penerimaan pendapatan transfer TA 2019.

5. Untuk pendapatan dari APBN TA 2019 yang jelas peruntukannya telah
dialokasikan dan direalisasikan belanjanya.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil
Pajak

TA 2019

TA 2018

Rp82.258.988.541,00

Rp80.681.964.417,00



Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp160.128.105.512,20 dengan realisasi
sebesar Rp82.258.988.541,00 atau 51,37%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA
2019 naik sebesar Rp1.557.024.124,00 atau 1,95% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp80.681.964.417,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA
2019 dan 2018 sebagai berikut:
Tabel 5.12 Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Jenis Pendapatan Transfer Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
y | BagiHasildariPajak Bumidan | o0 /o caceinng | 7321247537800 | 70250.202.14000 | 47.19
Bangunan
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan
o | (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 4.982.440.000,00 |  2.989.464.000,00 | 4816.067.139,00 | 60,00
wajib pajak orang Pribadi dalam
negeri dan PPh Pasal 21
3 | Biaya Pemungutan PBB 000 | 2215508.183,00 | 2.129.072.168,00 | 100,00
4 | BagiRata SKB 0,00 | 3578.920555,00 | 3.235.257.970,00 | 100,00
5 | Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 262.611.425,00 251.365.000,00 | 100,00
Jumlah 160.128.105.512,20 | 82.258.988.541,00 | 80.681.964.417,00 | 51,37

Sehubungan dana bagi hasil pajak dapat kami ungkapkan sebagai berikut:

1.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2019 dan trend realisasi 3 Tahun terakhir antara lain PMK nomor
103/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018
Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Pagu untuk Pemerintah Kabupaten Batang
Hari dialokasikan sebesar Rp160.128.105.512,20. Tidak tercapainya realisasi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 disebabkan Pemkab Batang Hari
menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan
dalam rincian APBN. Rincian Terlampir pada Lampiran 2.

Perbedaan yang cukup besar antara anggaran dan realisasi disebabkan karena
Pemkab Batang Hari menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak lebih tinggi dari
alokasi yang ditetapkan dalam rincian APBN. Sesuai Permendagri No 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019,
penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak seharusnya didasarkan kepada
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2019. Namun Pemkab Batang hari selain menggunakan Perpres ternyata juga
memasukkan PMK nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Dana
Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada
Tahun Anggaran 2018 Serta Tata Cara Penyelesaiannya.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat
Rp82.258.988.541,00 telah diterima seluruhnya di RKUD dan
peruntukannya telah dialokasikan untuk belanja pada Tahun 2019.

sebesar
sesuai



4. Berdasarkan PMK Nomor 20 dan 36 Tahun 2020 terdapat kekurangan salur
bagian pemerintah kabupaten Batang Hari untuk Tahun 2019 sebesar

Rp16.560.386.536,00
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil TA 2019 TA 2018
Bukan Pajak / SDA Rp93.521.830.759,00 Rp59.590.797.381,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dianggarkan sebesar Rp81.299.077.000,00
dengan realisasi sebesar Rp93.521.830.759,00 atau 115,03%. Pendapatan Dana Bagi
Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2019 naik sebesar Rp33.931.033.378,00 atau 56,94%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp59.590.797.381,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2019 dan
2018 sebagai berikut:
Tabel 5.13 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)

No Jenis Pendapatan Transfer Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

1 Bagi Hasil dari luran Hak 000 000 86.003.816,00 0,00
Pengusahaan Hutan

o, | Bagi Hasil dari Provisi Sumber 3.027.244000,00 | 341334953800 | 3.352.083.967,00 | 11275
Daya Hutan

5, | BagiHasil dari luran Tetap 832.186.000,00 | 1.552.732.816,00 | 1.131.693.81500 | 186,58
(Land-rent)
Bagi Hasil dari luran Eksplorasi

4, | DOQnastdanluran BXSpIOTASt oy 0 5081000,00 | 28.742.160.605,00 | 14.609.786.460,00 | 119,33
dan luran Eksploitasi (Royalti)

5, | Bagi Hasil dari Pungutan 983.593.000,00 689.340.471,00 000 | 7008
Pengusahaan Perikanan

6. Bagl Hasil dari Pungutan Hasil 000 000 701.234.501,00 0,00
Perikanan
Bagi Hasil dari Pert
agi Hasil dar Pertambangan 25.361.138.000,00 | 20.465.866.519,00 | 13.337.142.039,00 | 80,70
Minyak Bumi
Bagi Hasil dari Pert

g, | Bagi Hasil darl Pertambangan 27.009.608.000,00 | 38.658.380.810,00 | 26.371.862.693,00 | 14313
Gas Bumi
Jumlah 81.299.077.000,00 | 93.521.830.750,00 | 59.590.797.381,00 | 115,03

Sehubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dapat pula kami ungkapkan sebagai
berikut :

1. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres
Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2019 dan trend realisasi 3 Tahun terakhir antara lain PMK nomor
103/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018
Serta Tata Cara Penyelesaiannya. Pagu untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari
dialokasikan sebesar Rp81.299.077.000,00.

2. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp93.521.830.759,00  telah diterima seluruhnya di RKUD dan sesuai



peruntukannya telah dialokasikan untuk belanja pada Tahun 2019. Rincian
terlampir pada Lampiran 3.

Berdasarkan PMK Nomor 20 dan 36 Tahun 2020 terdapat kekurangan salur
bagian pemerintah kabupaten Batang Hari untuk Tahun 2019 sebesar
Rp5.032.421.287,00

. Pada realisasi TA 2019 tidak terdapat penerimaan TA lalu atas Kurang bayar bagi

hasil pajak Tahun 2018 dan Tahun-Tahun sebelumnya diterima di Tahun 2019.

. Pada realisasi TA 2019 tidak ada Lebih salur Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA.

Untuk penerimaan TA 2019 Tidak terdapat kesalahan transfer dari Pemerintah
Pusat.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Unum TA 2019 TA 2018

Rp627.388.776.000,00 Rp605.739.426.000,00

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp627.388.776.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp627.388.776.000,00 atau 100,00%. Pendapatan dari Dana Alokasi Umum
TA 2019 naik sebesar Rp21.649.350.000,00 atau 3,57% dibandingkan TA 2018
sebesar Rp605.739.426.000,00.

Sehubungan Dana Alokasi Umum dapat pula kami ungkapkan sebagai berikut :

1.

Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2019. Pagu untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari dialokasikan sebesar
Rp627.388.776.000,00.

Realisasi Dana  Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat sebesar
Rp627.388.776.000,00 telah diterima seluruhnya di RKUD dan sesuai
peruntukannya telah dialokasikan untuk belanja pada Tahun 2019.

. Dari pagu APBN-P 2019 tidak terdapat sisa pagu.

Tidak terdapat penerimaan TA lalu atas pendapatan yang diterima di Tahun
Anggaran 2019.

Tidak terdapat Lebih salur atas Penerimaan Dana Alokasi Umum pada Tahun
Anggaran 2019.

Untuk penerimaan TA 2019 Tidak terdapat kesalahan transfer dari Pemerintah
Pusat.

5.1.1.1.4 Dana Alokasi Khusus TA 2019 TA 2018

Rp160.095.860.733,00 Rp142.233.845.078,00

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp178.183.186.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp160.095.860.733,00 atau 89,85%. Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus
TA 2019 naik sebesar Rp17.862.015.655,00 atau 12,56% dibandingkan TA 2018



sebesar Rp142.233.845.078,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus
TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut :
Tabel 5.14 Dana Alokasi Khusus TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Jenis Pendapatan DAK Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. | DAK Bidang Pendidikan 11.806.234.000,00 | 12.461.698.630,00 |  5.500.452.200,00 | 105,55
2. | DAK Bidang Kesehatan 15.914.294.000,00 | 15.042.602.255,00 | 12.252.485.837,00 | 94,52
3. | DAK Bidang Infrastruktur Jalan 31.935.543.000,00 | 31.060.804.000,00 | 18.597.009.000,00 | 97,26
4. | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 3549.696.000,00 |  3.188.589.900,00 000 | 89,83
5. | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 4799.256.000,00 |  4.137.450.087,00 841.872.00000 | 86,21
6. | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1147.309.000,00 |  1.141.156.634,00 | 118354154500 | 9946
7. | DAK Bidang Pertanian 2415.238.000,00 |  1.751.380.000,00 | 2.791.817.978,00 | 7251
8. | DAK Bidang Lingkungan Hidup 808.817.000,00 799.999.999,00 |  1.051.223.150,00 | 98,91
9. | DAK Bidang Keluarga Berencana 2.391.912.000,00 2.202.437.250,00 0,00 92,08
10. | DAK Bidang Perdagangan 2271.023000,00 |  2.260.580.938,00 |  2.452.915.913,00 | 99,54
11. | DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 2656.015.000,00 |  2.636.800.750,00 |  5.765.233.600,00 | 99,28
1o, | DAKNon Fisk Tunjangan Profesi 65.086.042.000,00 | 56.964.643.505,00 | 63.442.679.354,00 | 87,52
Guru PNSD
13, | DAK Non Fisk Dana Tambahan 1.635.000.000,00 899.250.000,00 |  1.357.500.000,00 | 55,00
Penghasilan Guru PNSD
DAK Non Fisik Bantuan Operasional
14, 964.000.000,00 |  5.299.200.000,00 |  6.130.800.000,00 | 88,85
Penyelenggaraan PAUD (BOP) 5
15, | DAK Non Fisk Bantuan Operasional | 1 20 17 000,00 | 15.571.72.828,00 | 15.473.856.00000 | 84,73
Kesehatan
16. gﬁz Non FisikTunjangan Khusus 4198.020.000,00 |  1.259.406.000,00 |  4.122.986.000,00 | 30,00
17, | DAK Non Fisk Pelayanan 1.135.570.000,00 |  1.108.887.957,00 |  1.032.337.000,00 | 97,65
Administrasi Kependudukan
DAK Non Fisik Bantuan Operasional
18. | Penyelenggaraan Pendidikan 2.090.400.000,00 |  2.309.200.000,00 237.135.501,00 | 110,47
Kesetaraan
Jumlah 178.183.186.000,00 | 160.095.860.733,00 | 142.233.845.078,00 | 89,85

Sehubungan dana alokasi khusus dapat diungkapkan sebagai berikut:

1.

Dari pagu APBN-P 2019 telah dialokasikan dalam APBD-P 2019 baik pada
pendapatan maupun belanja.

Realiasi penyaluran pendapatan DAK berdasarkan Perpres No. 129 Tahun 2018
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019.

. Tidak terdapat kesalahan penerimaan pendapatan DAK TA 2019.

Seluruh penerimaan DAK 2019 telah di realisasikan pada belanjanya.




5.1.1.2.2 Pendapatan TA 2019 TA 2018
Transfer Pemerintah Pusat-  Rp133.984.612.000,00 Rp114.199.104.000,00
Lainnya

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian),
dianggarkan  sebesar = Rp134.057.612.000,00 dengan  realisasi  sebesar
Rp133.984.612.000,00 atau 99,95%. Dana Penyesuaian TA 2019 naik sebesar
Rp19.785.508.000,00 atau  17,33%  dibandingkan =TA 2018  sebesar

Rp114.199.104.000,00. Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya
sebagaimana berikut :
Tabel 5.15. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah
No Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1 Dana Insentif Daerah 35.542.501.000,00 35.469.501.000,00 25.250.000.000,00 99,79
2 | DanaDesa 98.515.111.000,00 98.515.111.000,00 88.949.104.000,00 100,00
Jumlah 134.057.612.000,00 | 133.984.612.000,00 | 114.199.104.000,00 99,95

Sehubungan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya dapat diungkapkan
sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya berdasarkan Perpres Nomor
129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2019. Pagu untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari dialokasikan sebesar

Rp134.057.612.000,00.
2. Realisasi Pendapatan Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat sebesar
Rp133.984.612.000,00 telah diterima seluruhnya di RKUD dan sesuai

peruntukannya telah dialokasikan untuk belanja pada Tahun 2019.
3. Dari pagu APBN-P 2019 tidak terdapat sisa pagu.
4. Tidak terdapat penerimaan TA lalu atas pendapatan yang diterima di Tahun 2019.

5. Tidak terdapat Lebih salur atas Penerimaan Pendapatan Transfer Lainnya pada
Tahun 2019.

6. Untuk penerimaan TA 2019 Tidak terdapat kesalahan transfer dari Pemerintah
Pusat.

7. Untuk Pendapatan Dana Desa telah di transfer seluruhnya ke Rekening Desa.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer TA 2019 TA 2018
Pemerintah Provinsi Rp74.513.729.657,79 Rp57.190.801.465,15
Pendapatan  Transfer dari Pemerintah  Provinsi  dianggarkan  sebesar

Rp70.339.951.935,88 dengan realisasi sebesar Rp74.513.729.657,79 atau 105,93%.
Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Lingkungan
Kabupaten Batang Hari. Transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2019 naik sebesar



Rp17.322.928.192,64 atau 30,29% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp57.190.801.465,15 dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.2.3.1 Pendapatan TA 2019 TA 2018
Bagi Hasil Pajak Rp61.073.729.657,79 Rp49.750.801.465,15

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar
Rp56.899.951.935,88 dengan realisasi sebesar Rp61.073.729.657,79 atau 107,34%.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2019 naik sebesar
Rp11.322.928.192,64 atau 2276% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp49.750.801.465,15. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah

Provinsi TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:
Tabel 5.16 Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. | Pajak Kendaraan Bermotor 13.760.440.32523 |  14.658.764.603,34 | 9.407.633.196,01 | 106,53
2. | BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor 10.144552.17821 | 13.188.234.267,77 | 9.576.023.904,00 | 130,00
3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 19.969.260.115,61 | 19.626.741.672,63 | 18.795.766.413,70 98,28
4, | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 37.465.525,94 31.313.446,53 26.665.11567 | 83,58
Permukaan
5. | BagiHasil dari Pajak Rokok 12.988.233.790,89 | 13.568.675.667,52 | 11.944.712.83577 | 104,47
Jumlah 56.899.951.935,88 | 61.073.729.657,79 | 49.750.801.465,15 | 107,34

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 240/KEP.GUB/BAKEUDA-
2.2/2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi
Untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019. Sehubungan dana bagi hasil pajak
dari Provinsi dapat pula kami ungkapkan bahwa :

1. Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2019, ditetapkan target
pendapatan untuk Kabupaten Batang Hari sebesar Rp56.899.951.935,88.

2. Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi telah diterima di RKUD
sebesar Rp61.073.729.657,79 dan dialokasikan untuk belanja pada Tahun 2019.

3. Tidak terdapat kesalahan dan kelebihan salur atas penerimaan dana bagi hasil
pajak dari Provinsi untuk TA 2019.

Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 454 Tahun 2020 ditetapkan DBH Pajak
Rokok Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp3.950.052.193 dan juga berdasarkan
Keputusan Gubernur nomor 333 Tahun 2020 terdapat kurang salur Dana Bagi
Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp15.872.331.759,05, keduanya dicatat sebagai
piutang transfer dari Pemerintah Provinsi.



5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan TA 2019 TA 2018

5113

Rp13.440.000.000,00 Rp7.440.000.000,00

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada
pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.

Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2019 di anggarkan sebesar Rp13.440.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp13.440.000.000,00 atau 100,00%. Naik sebesar
Rp6.000.000.000,00 atau  80,65%  dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp7.440.000.000,00. Bantuan Keuangan dari Provinsi tersebut adalah Bantuan
Keuangan Provinsi ke Desa-Kelurahan Dalam Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan
Provinsi ke Desa-Kelurahan Dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa-Kelurahan TA 2019. Untuk
masing-masing Desa dan Kelurahan mendapatkan dana bantuan sebesar
Rp60.000.000,00, total Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari memperoleh
bantuan sebesar Rp7.440.000.000,00 (124 Desa/Kelurahan x Rp60.000.000,00).
Pada Tahun 2019 diterima Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi untuk Kecamatan
dalam lingkungan Provinsi Jambi berupa Alat Berat / Alat Pendukung Lainnya
sebesar Rp6.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun
2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Alat Berat/atau Alat Pendukung
Lainnya di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi.

Lain-Lain Pendapatan TA 2019 TA 2018
yang Sah Rp57.385.203.551,00 Rp41.285.320.000,00

Lain-lain pendapatan yang sah untuk TA 2019 dianggarkan sebesar
Rp42.139.400.000,00 terealisasi sebesar Rp57.385.203.551,00 atau 136,18% naik
sebesar Rp16.099.883.551,00 atau 39,00% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp41.285.320.000,00.

Tabel 5.17. Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat 9.000.000.000,00 17.473.975.000,00 7.836.000.000,00 | 194,15
2. Pendapatan Hibah Dana BOS 33.139.400.000,0 39.911.228.551,00 33.449.320.000,00 | 120,43
Jumlah 42.139.400.000,0 57.385.203.551,00 41.285.320.000,00 | 136,18

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari:

a) Setoran PDAM dari Pemerintah Pusat berupa hibah Air Minum Perkotaan yg
bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2019 berdasarkan
Perjanjian Hibah Daerah (PHD) No PHD-19/MK.07/2019 sebesar
Rp8.793.000.000,00. Hibah tersebut telah diterima pada Kas Daerah pada
tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp8.793.000.000,00, dimana sebelumnya



atas alokasi anggaran pembiayaan dari dana tersebut telah dilakukan realisasi
berupa pengeluaran pembiayaan sesuai SP2D nomor 00302/SP2D/LS/2019
Tanggal SP2D 20/02/2019 sebesar Rp9.000.000.000,00. Selisih sebesar
Rp207.000.000,00 (Rp9.000.000.000,00 - Rp8.793.000.000,00) ditambah
menggunakan alokasi dana lain dari kas Pemerintah Daerah.

b) Setoran Pemerintah Pusat berupa hibah dana tanggap darurat Badan
Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah
(PHD) No PHD-326/MK.07/2019 sebesar Rp8.005.975.000,00. Hibah
tersebut telah diterima Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2019 namun
sampai dengan 31 desember 2019 belum ada realisasi belanja sesuai
peruntukkan dana tersebut.

c) Pendapatan Hibah Air Limbah Tahap 1 Tahun 2019 sebesar
Rp675.000.000,00 merupakan dana Hibah untuk sanitasi limbah yang dikelola
oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pemerintah Daerah menerima Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK

Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.07/2017  tentang  Perubahan Kedua atas PMK  Nomor
188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584).

2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar. Dana Operasional Sekolah (BOS) disalurkan dari rekening Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Provinsi kemudian langsung disalurkan ke rekening-
rekening sekolah Pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp39.911.228.551,00.
Keterangan pendapatan BOS dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.1.2 Belanja dan Transfer TA 2019 TA 2018
Rp1.341.856.186.750,57  Rp1.163.494.102.231,23

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah
penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja dan transfer Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.469.281.480.460,04
dengan realisasi sebesar Rp1.341.856.186.750,57 atau 91,33%. Realisasi Belanja
dan Transfer TA 2019 naik sebesar Rp178.362.084.519,34 atau 15,33%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp1.163.494.102.231,23. Belanja dan Transfer
terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer,
dengan rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 sebagai berikut:



Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

1 Belanja Operasi 951.132.602.483,33 888.705.927.249,75 824.201.188.995,90 93,44

2. Belanja Modal 308.867.649.171,71 251.118.803.752,82 148.206.782.170,20 81,30

3. Belanja Tak Terduga 10.500.000.000,00 7.414.777.800,00 2.582.159.310,00 70,62

4. | Transfer 198.781.228.805,00 194.616.677.948,00 188.503.971.755,13 97,90

Jumlah 1.469.281.480.460,04 | 1.341.856.186.750,57 | 1.163.494.102.231,23 91,33

5.1.2.1 Belanja Operasi TA 2019 TA 2018

Rp888.705.927.249,75 Rp824.201.188.995,90

Belanja Operasi

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

Belanja Operasi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp951.132.602.483,33 dengan
realisasi sebesar Rp888.705.927.249,75 atau  93,44%. Jumlah Belanja Operasi TA

2019 naik sebesar Rp64.504.738.253,85 atau

sebesar Rp824.201.188.995,90.

7,83% dibandingkan TA 2018

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan 2018 adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.19. Belanja Operasi TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1. Belanja Pegawai 519.140.196.028,27 491.787.622.492,00 | 501.056.599.770,00 94,73
2. Belanja Barang dan Jasa 327.864.370.187,06 297.976.152.272,39 | 259.612.305.386,90 90,88
3. | Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.400.000.000,00 100.00
5. Belanja Hibah 61.542.259.908,00 58.097.268.088,36 31.520.018.431,00 94,40
6. Belanja Bantuan Sosial 40.269.245.000,00 38.528.353.037,00 29.526.597.178,00 95,68
7. Belanja Bantuan Keuangan 1.116.531.360,00 1.116.531.360,00 1.085.668.230,00 100.00
Jumlah 951.132.602.483,33 888.705.927.249,75 | 824.201.188.995,90 93,44

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai TA 2019 TA 2018
Rp491.787.622.492,00 Rp501.056.599.770,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Belanja Pegawai TA 2019 dianggarkan sebesar Rp519.140.196.028,27 dengan
realisasi sebesar Rp491.787.622.492,00 atau 94,73%. Realisasi Belanja Pegawai TA
2019 turun sebesar Rp9.268.977.278,00 atau 1,85% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp501.056.599.770,00
Tabel 5.20. Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1| Gaji dan Tunjangan 419.487.543.879,87 | 403.065.371.297,50 | 375.987.828.080,00 | 96,09
2 | Tambahan Penghasilan PNS 84.264.651.179,00 | 74.232.462.20250 |  36.067.450.06300 | 88,09
Belanja Penerimaan lainnya
3 | Pimpinan dan anggota DPRD 5.200.000.000,00 |  5.030.400.000,00 5.000.400.00000 | 96,74
serta KDH/WKDH
4 S;yg;‘;“&:zg“ta” Pajak Bumi | 700 3645000 |  2.282.612413,00 1.046.568.664,00 | 83,85
5 g‘:ggg Pemungutan Retriousi 1777.635.49590 |  1.407.139.579,00 1.011.567.163,00 | 79,16
6 | Uang Lembur 1678.000.969,50 |  1.487.846.500,00 906.466.500,00 | 88,67
7 | Belanja Pegawai Dana BOS 4.010.000.00000 |  4.281.790.500,00 4.045.058.900,00 | 106,78
8 | Honorarium PNS 0,00 0,00 9.405.034.60000 | 0,00
9 | Honorarium Non PNS 0,00 000 |  53561.210.034,00 | 0,00
10 g;’;i igi;i?&:i;g?;k:fpada 0,00 0,00 91.790.000,00 | 0,00
11 | Belanja Pegawai BLUD 0,00 000 |  13.924.216.766,00 | 106,78
JUMLAH 519.140.196.028,27 | 491.787.622.492,00 | 501.056.509.770,00 | 94,73

Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 per SKPD

Lampiran 5.

5.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa

TA 2019

TA 2018

terlampir pada

Rp297.976.152.272,39

Rp259.612.305.386,90

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dianggarkan sebesar Rp327.864.370.187,06
dengan realisasi sebesar Rp297.976.152.272,39 atau 90,88%. Realisasi Belanja
Barang dan Jasa TA 2019 naik sebesar Rp38.363.846.885,49 atau 14,78%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp259.612.305.386,90.

Tabel 5.21. Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %
1 Belanja Bahan Pakai Habis 14.254.007.279,17 13.137.841.888,98 12.927.396.734,00 92,17
2 Belanja Bahan/Material 21.499.015.826,00 18.027.171.848,00 18.579.990.944,00 | 83,85
3 | Belanja Jasa Kantor 46.130.136.322,90 40.388.025.415,00 | 36.790.824.550,00 | 87,55
4 | Belanja Premi Asuransi 1.352.382.128,00 747.307.372,63 1.648.072.986,00 | 55,26




No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

5 | BelanaPerawatanKendaraan | o ooc 0071000 | 10.869.522249,00 | 9.106527.507,00 | 81,20
Bermotor

g | Belana Cetak dan 0.051.374687,00 |  8.871.158.401,00 | 6.930.965.540,00 | 89,15
Penggandaan
Belanja Sewa

7 | ruman/oedungGudangParkr | S5337150000 | 2890797.10200 | 252665264200 | 8179

g | BelanaSewa Sarana 1422.400.400,00 |  1.050.280.000,00 | 1.021.397.840,00 | 7384
Mobilitas

9 | Belanja Sewa Alat Berat 78.100.000,00 43.130.000,00 0,00 | 5522

1o | Belana Sewa Perlengkapan 1655.821.307,66 |  1.436.889.300,00 | 1.724.808.500,00 | 86,78
dan Peralatan Kantor

y¢ | Belanja Makanan dan 20.238.187.284,00 | 17.213.264.289,00 | 17.867.410.512,00 | 85,05
Minuman

1p | Belana Pakaian Dinas dan 1717.053.88500 |  1.686.049.575,00 | 1.727.866.895,00 | 98,25
Atributnya

13 | Belanja Pakaian Kerja 984.332.640,00 714.110.400,00 366.120.400,00 | 7255

14 | Belana Pakaian khusus dan 444313843500 |  4.274.286.360,00 | 3.152451.37500 | 96,20
hari-hari tertentu

15 | Belanja Perjalanan Dinas 49.949.671.723,04 | 48.831.343979,00 | 51.434.305.897,99 | 97,76

16 | Belanja Pemeliharaan 2046.7371471,00 |  2.079.355.13578 | 29.148.506.882,80 | 70,56

17 | Belanja Jasa Konsultansi 5.849.615.800,00 |  4.031.683.050,00 | 4.379.854.92500 | 68,92

18 Eil'g”'a Beasiswa Pendidikan 109.950.000,00 109.950.000,00 0,00 | 100,00
Belanja kursus, pelatihan,

19 | sosialisasi dan bimbingan 6.804.055.600,00 |  5998.158.500,00 |  4.521.040.000,00 | 88,16
teknis

20 | Honorarium PNS 2917.240.000,00 |  2.588.830.000,00 0,00 | 8874

21| Honorarium Non PNS 65.330.675.000,10 | 61.865.311.413,00 0,00 | 9470

gp | Uang untuk diberikan kepada 3887.379.750,00 |  3.454.025.00000 | 5.144.265.00000 | 8885
pihak ketiga/masyarakat

23 | Belanja Jasa Kapitasi 712844307800 |  7.097.567.949,00 | 5.811.860.887,00 | 9957

py | BelaniaJasa . 8592.394.600,00 |  7.295.932.000,00 |  7.096.094.000,00 | 84,1
Narasumber/Tenaga Ahli

25 | Belanja Pasien Jamkesda 1463500.000,00 |  1.035.820.180,00 | 2.209.093.669,00 | 70,78

26 | Belanja Operasional PAUD 531.000.000,00 481.200.000,00 426.000.000,00 | 90,62

27 | BelanjaBarang & JasaBLUD | 12.577.988.460,19 | 11.646.993.207,00 | 14.335.627.43211 | 92,60

28 | Belanja Barang & Jasa BOS 19.129.400.000,00 | 20.109.238.658,00 | 20.735.170.268,00 | 105,12

JUMLAH 327.864.370.187,06 | 297.976.152.272,39 | 259.612.305.386,00 | 90,89

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 per SKPD dimuat pada
Lampiran 6.

5.1.2.1.3 Subsidi TA 2019

Rp1.200.000.000,00

TA 2018
Rp1.400.000.000,00




Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa
yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Subsidi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.200.000.000,00 atau 100,00%, yaitu merupakan subsidi kepada PDAM Tirta
Batang Hari. Realisasi Subsidi TA 2019 turun sebesar Rp200.000.000,00 atau
14,29% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp1.400.000.000,00. Pemberian subsisi
kepada PDAM Tirta Batang Hari berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari nomor
14 Tahun 2019 tentang Subsidi Biaya Operasional kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Batang Hari TA 2019.

5.1.2.1.4 Hibah TA 2019 TA 2018
Rp58.097.268.088,36 Rp31.520.018.431,00

Dalam Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah dijelaskan bahwa hibah
merupakan salah satu unsur pengeluaran yang akan diberikan dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
secara terus menerus.

Belanja Hibah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp61.542.259.908,00 dengan realisasi
sebesar Rp58.097.268.088,36 atau 94,40%. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 naik
sebesar Rp26.577.249.657,36 atau 84,32% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp31.520.018.431,00.

Sehubungan dengan belanja Hibah dapat pula diungkapkan sebagai berikut:

1) Pemberian Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang
bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari.

2) Dasar hukum penetapan penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
568 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemberian Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial TA 2019, dan Rincian Pemberian Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial TA 2019. Rincian Pemberian Belanja Bantuan Hibah yang
berasal dari Belanja Tidak Langsung TA 2019 sebagaimana terlampir pada
Lampiran 7.

3) Hibah TA 2019 dari Belanja Tidak Langsung dalam bentuk uang pada PPKD
merupakan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar
Rp22.068.125.000,00 dan Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
sebesar Rp17.961.056.000,00 dengan rincian sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 5.22. Penerima Hibah yang Material TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No PENERIMA HIBAH ANGGARAN REALISASI 2019 | REALISASI 2018 %
1 gii,r!: Hibah Dana Operasional | 4 20 002 000,00 | 1.728.825.00000 |  1613.025.00000 | 9735
2 | Belanja Hibah Kepada TNI 13.735.000.000,00 |  13.735.000.000,00 0,00 | 100,00
5 | Belania Hibah Kepada Majelis 850.000.000,00 850.000.000,00 |  1.129.255.000,00 | 100,00
Ulama Indonesia (MUI)
4 | Belanja Hibah Kepada KORPRI 150.000.000,00 150.000.000,00 99.956.300,00 | 100,00
Belanja Hibah Kepada
5 | Pendidikan Anak Usia Dini 6.236.400.000,00 |  5604.300.000,00 |  4.885.344.000,00 | 89,86
(PAUD)
6 :':r?h Kepada KONI Batang 5.800.000.000,00 |  5.800.000.000,00 |  7.645.000.000,00 | 100,00
7 | Hibah Kepada Kwartir Pramuka 1.300.000.000,00 |  1.293.250.000,00 649.965.350,00 | 99,48
8 | Hibah Kepada Lembaga Adat 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 | 100,00
9 | Hibah Kepada KPU 203.406.000,00 203.406.000,00 0,00 | 100,00
Hibah Kepada Badan Pembina
o | Olahraga Cacat (BPOC) / 3500.000.000,00 |  3.500.000.000,00 |  4.000.000.000,00 | 100,00
National Paralympic Comittee
(NPC)
Hibah Kepada Yayasan
.000.000, 70.000.000, \ 100,
1| ossons 70.000.000,00 0.000.000,00 0,00 | 100,00
Hibah Kepada Persatuan
12 | Penyandang Cacat Indonesia 115.000.000,00 100.000.000,00 0,00 86,96
Batang Hari
13 | Mibah Kepada BAZDA 200.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 | 100,00
Kabupaten Batang Hari
14 | Hibah Kepada Puma Paskibraka 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 | 100,00
Indonesia (PPI)
Hibah Kepada Pergerakan
15 | Mahasiswa Islam Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 | 100,00
(PMIl)
Hibah Kepada Persatuan Guru
16 | ponublk mdonosia (PGR) 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 | 100,00
17 | Hibah Kepada Muslimat NU 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 | 100,00
18 | Hibah Kepada Muhammadiyah 40.000.000,00 0,00 000 | 000
1 | Mibah Kepada Tempat-tempat 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 | 100,00
Ibadah
g | Hibah kepada Karang Taruna 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 | 100,00
Batang Hari
p1 | Hibah Kepada Organisasi 1595.800.000,00 |  1.265.000.000,00 000 | 7927
Kemasyarakatan lainnya
Hibah Kepada Pusat Kegiatan
2.090.400. 354,400, 00 | 16047
2 | b Maoyaratat (PKBM) 090.400.000,00 |  3.354.400.000,00 0,00 | 160
Hibah Kepada Forum
23 | Kerukunan Umat Beragama 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 | 100,00
(FKUB)
JUMLAH 39.836.931.000,00 | 40.020.181.000,00 | 21.017.545.650,00 | 100,48




Dari Tabel diatas dapat diterangkan sebagai berikut:

a.

Belanja Hibah Dana Operasional Diniyah sebesar Rp1.728.825.000,00
merupakan hibah kepada sekolah keagamaan berdasarkan jumlah total anak
Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang ada di Kabupaten Batang Hari
untuk kegiatan operasional sekolah.

Belanja Hibah kepada TNI sebesar Rp13.735.000.000,00 merupakan hibah
untuk kegiatan Karya Bakti Kodim 0415/Batang Hari berdasarkan naskah
perjanjian hibah daerah (NPHD) Nomor 160/NPHD/01/2019 tanggal 22
Februari 2019 yang diperuntukan untuk Pembukaan Jalan Baru dalam
lingkungan Kabupaten Batang Hari.

Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang
Hari sebesar Rp850.000.000,00 merupakan hibah berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan
Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan Untuk kelancaran pelaksanaan
peranan MUI sebagai mitra pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat
memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI Belanja Hibah kepada
Majelis Ulama Indonesia diperuntukan untuk Belanja Operasional Majelis
Ulama Indonesia.

Belanja Hibah kepada KORPRI sebesar Rp150.000.000,00 merupakan hibah
berdasarkan Kepres 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar
Korpri yang diantaranya menyatakan bahwa Kepada pejabat yang
menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia di
Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Korps
Pegawai Republik Indonesia yang disahkan Keputusan Presiden ini,
diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan diperuntukan untuk Belanja Operasional Klinik KORPRI.

Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar
Rp5.604.300.000,00 merupakan hibah yang didasarkan atas banyaknya
PAUD dan jumlah murid pada sekolah tersebut dan diperuntukan untuk
Belanja Operasional sekolah-sekolah yang menerima Hibah tersebut.

Hibah Kepada KONI Batang Hari sebesar Rp5.800.000.000,00 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional yang menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja
Hibah KONI diperuntukan untuk Belanja Operasional KONI selama Tahun
2019.

Hibah Kepada Kwartir Pramuka sebesar Rp1.293.250.000,00 berdasarkan
Undang-Undang 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan
Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas membantu ketersediaan tenaga,



dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Hibah
kepada Kwartir Pramuka diperuntukan untuk Belanja Operasional.

. Hibah Kepada Lembaga Adat sebesar Rp700.000.000,00 berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diantaranya
menyatakan yang bersifat sukarela, sosial kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah Kepada KPU sebesar Rp203.406.000,00 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Pendanaan
kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah ini
diperuntukan untuk Belanja Operasional KPU.

Hibah Kepada Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) / National
Paralympic Comittee (NPC) sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional yang menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja
Hibah Kepada BPOC tersebut diperuntukan untuk Belanja Operasional.

. Hibah Kepada Yayasan KOSGORO sebesar Rp70.000.000,00, Hibah
Kepada Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sebesar Rp125.000.000,00, Hibah
Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebesar
Rp340.000.000,00, Hibah kepada Muslimat NU sebesar Rp300.000.000,00,
Hibah kepada Karang Taruna sebesar Rp120.000.000,00, Hibah kepada
Organisasi  kemasyarakatan  lainnya sebesar  Rp1.265.000.000,00,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 menyatakan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesuai dengan ketentuan perundang — undangan. Belanja Hibah
tersebut diperuntukan untuk Belanja Operasional.



l.  Hibah Kepada Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Batang Hari sebesar
Rp100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 menyatakan Bantuan berupa uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
Belanja Hibah tersebut diperuntukan untuk Belanja Operasional Persatuan
Penyandang Cacat Indonesia Batang Hari.

m. Hibah Kepada BAZDA Kabupaten Batang Hari sebesar Rp200.000.000,00
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, yang menyatakan Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak
Amil. Belanja Hibah tersebut diperuntukan untuk Belanja Operasional
BAZDA.

n. Hibah Kepada Tempat-tempat Ibadah sebesar Rp495.000.000,00 dan Hibah
Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar
Rp20.000.000,00 serta Hibah Kepada PKBM sebesar Rp3.354.400.000,00
berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Belanja Hibah
tersebut diperuntukan untuk Rehabilitasi Mesjid.

o. Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dianggarkan
sebesar Rp2.090.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.354.400.000,00
atau 160,47%. Hal ini dikarenakan adanya tambahan alokasi DAK Non Fisik
BOP Kesetaraan Tahap II Tahun 2019, seusai dengan surat usulan Nomor
421/4459/PNF-PDK/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal perubahan
anggaran BOP Kesetaraan Tahun 2019, dimana posisi APBD Perubahan
telah disahkan pada Tanggal 22 Agustus 2019. Dengan pertimbangan bahwa
Dana BOP tersebut harus dicairkan ke PKBM yang bersangkutan pada
Tahun Anggaran 2019, maka dilakukan pergeseran anggaran tanpa merubah
perda perubahan APBD. Belanja Hibah tersebut diperuntukan untuk
Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan pada Kabupaten Batang Hari selama
Tahun 2019.

4) Hibah dari belanja langsung pada SKPD yang di konversi dari Belanja Barang
yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Dalam APBD 2019, realisasi
Belanja Hibah yang berasal dari Belanja Barang yang Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak  Ketiga s.d. 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp18.068.087.088,36 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 8.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 21 ayat 1 bahwa Realisasi Hibah berupa
barang dan / atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatatan Atas Laporan
Keuangan.

TA 2019 TA 2018
Rp38.528.353.037,00 Rp29.526.597.178,00
Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dianggarkan sebesar Rp40.269.245.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp38.528.353.037,00 atau 95,68%. Realisasi Belanja Bantuan
Sosial TA 2019 naik sebesar Rp9.001.755.859,00 atau 30,49% dibandingkan TA
2018 sebesar Rp29.526.597.178,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.23. Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

y | BelanjaBantuan Sosial 1.297.725.000,00 |  1.296.075.000,00 751.875.00000 | 99,87
Beasiswa Masyarakat Miskin

p | Belanja Bantuan Sosial untuk 17.499.720.000,00 | 17.499.720.000,00 | 17.499.720.000,00 | 100,00
Bedah Rumah

5 | Bantuan Sosial Rawat Inap 650.000.000,00 123.378.800,00 61.977.000,00 | 18,98
Masyarakat Miskin
Belanja Bantuan Sosial

4 uan s 3.384.600.000,00 |  2.720.400.000,00 |  2.937.600.000,00 | 80,38
Yayasan Yatim Piatu
Jaminan Sosial Kesehatan

5 ' h 15.727.200.000,00 | 15418.779.237,00 |  6.973.425.178,00 | 98,04
Masyarakat Miskin
Belanja Bantuan Sosial

6 | Kematian Bagi Masyarakat 1.200.000.000,00 |  1.167.000.000,00 996.000.000,00 | 97,25
Miskin

7 | Belanja Bantuan Sosial Bagi 360.000.000,00 303.000.000,00 306.000.000,00 | 84,17
Para Pejuang

8 Belanja Bantuan Sosial Tidak 150.000.000,00 000 000 0,00
Terencana

Total 40.269.245.000,00 | 38.528.353.037,00 | 29.526.597.178,00 | 9568

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 diatur dalam
Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 342 Tahun 2018 tentang Pemberian
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1) Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Miskin adalah belanja bantuan
sosial tunjangan pendidikan dengan sasaran masyarakat miskin yang berprestasi.
Pada Tahun 2019, Belanja bantuan sosial beasiswa masyarakat miskin terealisasi
sebesar Rp1.296.075.000,00. Diberikan kepada 2146 siswa SD dan 505 siswa
SMP dalam lingkungan Kabupaten Batang Hari.

2) Belanja Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah adalah belanja bantuan sosial bagi
Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai



3)

4)

5)

6)

7)

8)

tanah dengan atas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan
menempati satu-satunya rumah namun tidak layak huni. Pada Tahun 2019,
belanja bantuan sosial ini terealisasi sebesar Rp17.499.720.000,00 berdasarkan
MoU antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Komando Distrik
Militer 0415/BTH REM 042/GAPU KODAM II/SWJ No.01/MoU/HK/2019
dan No.B/51/1/2019 untuk pembangunan 502 rumah. Rincian penerima Bantuan
Sosial untuk Bedah Rumah dalam bentuk uang sebagaimana terlampir pada
Lampiran 9.

Belanja Bantuan Sosial Rawat Inap Masyarakat Miskin adalah belanja bantuan
sosial bagi pendamping pasien kurang mampu yang menjalani rawat inap di
RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe (HAMBA) dan Puskesmas dalam lingkungan
Kabupaten Batang Hari. Pada Tahun 2019, belanja bantuan sosial rawat inap
masyarakat miskin terealisasi sebesar Rp123.378.800,00.

Belanja Bantuan Sosial Yayasan Yatim Piatu adalah belanja bantuan sosial yang
ditujukan kepada yayasan yatim piatu dalam bentuk uang makan dengan
perhitungan uang makan perhari sebesar Rp20.000,00 per orang selama satu
Tahun atau 360 hari. Pada Tahun 2019, belanja bantuan sosial yayasan yatim
piatu terealisasi sebesar Rp2.720.400.000,00 dengan jumlah penerima sebanyak
12 yayasan dan disalurkan per triwulan (4 Tahap).

Belanja Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Miskin adalah belanja bantuan
sosial kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dalam lingkungan Kabupaten
Batang Hari. Pada Tahun 2019, belanja jaminan sosial kesehatan masyarakat
miskin terealisasi sebesar Rp15.418.779.237,00.

Belanja Bantuan Sosial Kematian Bagi Masyarakat Miskin adalah belanja
bantuan sosial santunan kematian bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi
ahli waris atas salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia,
sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019
tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial
untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019. Pada Tahun 2019, belanja bantuan sosial kematian bagi Masyarakat
miskin terealisasi sebesar Rp1.167.000.000,00 dan diberikan kepada 389 orang
dengan besaran tiap orangnya Rp3.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial Bagi Para Pejuang adalah belanja bantuan sosial bagi
janda-janda veteran perang yang diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran. Pada Tahun 2019, belanja bantuan sosial bagi para pejuang terealisasi
sebesar Rp303.000.000,00. Belanja tersebut diterima oleh 17 janda veteran
perang dalam lingkungan Kabupaten Batang Hari dengan rincian terlampir pada
Lampiran 10.

Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana adalah belanja bantuan sosial untuk
resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau masyarakat luas. Selama Tahun 2019, bantuan ini
tidak ada realisasi.



5.1.2.1.6 Transfer Bantuan

TA 2019
Rp1.116.531.360,00

TA 2018
Rp1.085.668.230,00

Keuangan Lainnya

Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya kepada partai politik adalah bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik
yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari yang perhitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.116.531.360,00 dengan
realisasi sebesar Rp1.116.531.360,00 atau 100,00%. Realisasi Bantuan Keuangan
TA 2019 naik sebesar Rp30.863.130,00 atau 2,84% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp1.085.668.230,00.

Sehubungan dengan belanja bantuan keuangan dapat pula diungkapkan sebagai
berikut:

1) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik.

2) Rincian penerima dan besaran bantuan sebagaimana berikut :

Tabel 5.24 Bantuan Keuangan TA 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)
No Partai Anggaran Realisasi Realisasi %
2019 2018
Partai Gerakan Indonesia Raya

1 (GERINDRA) 106.038.200,00 106.038.200,00 103.637.820,00 100,00
2 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 47.416.500,00 47.416.500,00 71.124.750,00 100,00
3 | Partai Demokrat 112.694.500,00 112.694.500,00 121.178.070,00 100,00
4 (P;Ff's; Partaj Persatuan Pembangunan 8024825000 |  80.248250,00 |  66498.750,00 | 100,00
5 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 67.950.800,00 67.950.800,00 47.285.430,00 100,00
6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 82.160.330,00 82.160.330,00 77.223.360,00 100,00
7 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) 162.395.730,00 162.395.730,00 152.727.390,00 100,00
8 | Partai Amanat Nasional (PAN) 191.680.880,00 191.680.880,00 195.471.630,00 100,00
9 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 135.693.430,00 135.693.430,00 128.263.560,00 100,00
10 (P;gﬁ'P?emmas' Indonesia Perjuangan 113.067.150,00 |  113.067.150,00 |  122.257.470,00 | 100,00
11 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 17.185.590,00 17.185.590,00 0,00 100,00

Jumlah 1.116.531.360,00 | 1.116.531.360,00 | 1.085.668.230,00 100,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik diatur didalam Surat Keputusan
Bupati Batang Hari Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2016 — 2019, serta
Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 517 Tahun 2019 Tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD
Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran



2019 — 2024. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1) Dikarenakan berakhirnya masa Pemerintahan Legislatif Kabupaten Batang Hari
Periode Tahun 2016 - 2019 jatuh pada bulan September 2019 dan dilantiknya
Pemerintah Legislatif untuk Periode Tahun 2019 — 2024 pada bulan yang sama,
maka pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik diberlakukan 2 (dua)
tahap.

2) Tahap I diberikan kepada Partai Politik untuk Periode Tahun 2016 — 2019 dari
bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 dan Tahap II diberikan kepada Partai Politik
untuk Periode Tahun 2019 — 2024 dari bulan September 2019 s/d Desember
2019, dengan perhitungan sesuai kursi yang didapatkan pada periode masing-
masing.

5.1.2.2 Belanja Modal TA 2019 TA 2018
Rp251.118.803.752,82 Rp148.206.782.170,20

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp308.867.649.171,71 dengan
realisasi sebesar Rp251.118.803.752,82 atau 81,30%. Realisasi Belanja Modal TA
2019 naik sebesar Rp102.912.021.582,62 atau 69,44% dibandingkan TA 2018
sebesar Rp148.206.782.170,20.

Tabel 5.25. Rincian Objek Belanja Modal TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 2019 REALISASI 2018 %

1 | Tanah 4.414.153.743,04 4.006.767.573,00 1.182.959.945,00 | 90,77
2 | Peralatan dan Mesin 71.318.069.775,60 53.999.093.659,38 42.431.166.584,00 | 75,72
3 | Gedung dan Bangunan 38.936.810.843,20 31.660.038.895,14 22.791.330.266,20 | 81,31
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan 193.120.315.309,87 | 160.915.994.623,50 79.600.793.075,00 | 83,32
5 | Aset Tetap Lainnya 1.078.299.500,00 536.909.001,80 2.200.532.300,00 | 49,79

JUMLAH 308.867.649.171,71 251.118.803.752,82 | 148.206.782.170,20 81,30

Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2019 per SKPD dimuat pada Lampiran 11.

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp4.006.767.573,00

Rp1.182.959.945,00

Realisasi Belanja Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.006.767.573,00 naik
sebesar Rp2.823.807.628,00 atau 238,71% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp1.182.959.945,00. Kenaikan signifikan tersebut dikarenakan
adanya Belanja Tanah dengan rincian Belanja Tanah sebagai berikut:



Tabel 5.26. Rincian Objek Belanja Tanah TA 2019

(dalam Rupiah)
No SKPD Uraian Anggaran Realisasi 2019 %
Belanja modal Pengadaan
Dinas P han D Tanah B
g | Dmas Feumanan ban anah Bangunan 4,110,000,000.00 | 3,823,000,000.00 | 93.02
Kawasan Pemukiman Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal

Dinas Perumahan Dan Belanja modal Pengadaan

2 . Tanah Untuk Bangunan Tempat 304,153,743.04 183,767,573.00 | 60.42
Kawasan Pemukiman

Kerja/Jasa
JUMLAH 4,414,153,743.04 | 4,006,767,573.00 | 90.77
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Mesin Rp53.999.093.659,38 Rp42.431.166.584,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar
Rp53.999.093.659,38 naik sebesar Rpl11.567.927.075,38 atau 27,26%
dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.431.166.584,00. Kenaikan
realisasi tersebut karenanya adanya pembelian Peralatan dan Mesin dengan rincian
terlampir dalam Lampiran 12.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Bangunan Rp31.660.038.895,14 Rp22.791.330.266,20

Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.660.038.895,14
naik sebesar Rp8.868.708.628,94 atau 38,91% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp22.791.330.266,20. Kenaikan realisasi tersebut karena adanya
Pengadaan Bangunan Gedung dengan rincian terlampir dalam Lampiran 13.

5.1.2.2.4 Belanja Jalan Irigasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
dan Jaringan Rp160.915.994.623,50 Rp79.600.793.075,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp160.915.994.623,50, naik sebesar Rp81.315.201.548,50 atau 102,15%
dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp79.600.793.075,00. Kenaikan
signifikan tersebut karena adanya Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian
terlampir dalam Lampiran 14.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Lainnya Rp536.909.001,80 Rp2.200.532.300,00

Belanja aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp536.909.001,80, turun
sebesar Rp1.663.623.298,20 atau 75,60% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp2.200.532.300,00. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya, sebagai berikut:



Tabel 5.27. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019

5.1.3 Transfer

(dalam Rupiah)
No SKPD URAIAN ANGGARAN REQ::SQASI %
1 Dlnas.Perpustakaan dan Belanja modal Pengadaan 404.049.500,00 | 399.530.001.80 9888
Kearsipan Umum
Satuan Polisi Pamon Belanja modal Pengadaan
2 Praia 9 Arsitektur, Kesenian, Olah 140.250.000,00 | 137.379.000,00 97,95
J raga
Belanja modal Pengadaan
3 Badan Keuangan Daerah | Karya Grafika (Graphic 534.000.000,00 0,00 0,00
Material)
JUMLAH 1.078.299.500,00 | 536.909.001,80 49,79
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga TA 2019 TA 2018
Rp7.414.777.800,00 Rp2.582.159.310,00

Belanja lain-lain/belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Tak Terduga TA 2019 dianggarkan sebesar Rp 10.500.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp7.414.777.800,00 atau 70,62%. Realisasi Belanja Tak Terduga
TA 2019 naik sebesar Rp4.832.618.490,00 atau 187,15% dibandingkan TA 2018
sebesar Rp2.582.159.310,00. Berikut rincian dari Belanja Tak Terduga untuk TA 2019:

1) Belanja Tak Terduga untuk pengembalian Dana Samisake TA 2019 sebanyak dua
kali dengan total sebesar Rp3.000.000.000,00;

2) Belanja Tak Terduga untuk membantu rumah warga yang mengalami kebakaran
sebanyak lima kali selama TA 2019 dengan total sebesar Rp325.000.000,00;

3) Belanja Tak Terduga untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada TA 2019
sebesar Rp1.158.289.000,00;

4) Belanja Tak Terduga untuk tanggap darurat tanah longsor yang terjadi pada TA 2019
sebesar Rp3.707.147.000,00;

5) Dikurangi dengan adanya Pengembalian dari Badan Penanggulangan dan Bencana
Daerah atas Belanja Tak Terduga TA 2019 untuk tanggap darurat tanah longsor
sebesar (Rp775.658.200,00).

Penerima bantuan sebagaimana terlampir pada Lampiran 15.

TA 2019
Rp194.616.677.948,00

TA 2018
Rp188.503.971.755,13

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



Transfer TA 2019 dianggarkan sebesar Rp198.781.228.805,00 dengan realisasi
sebesar Rp194.616.677.948,00 atau 97,90%. Realisasi Belanja Transfer naik sebesar
Rp6.112.706.192,87  atau  3,24%  dibandingkan = TA 2018  sebesar
Rp188.503.971.755,13. Rincian terlampir dalam Lampiran 16.

5.1.3.1 Bagi Hasil Pajak TA 2019 TA 2018
Rp194.616.677.948,00  Rp188.503.971.755,13

Bagi Hasil Pajak TA 2019 dianggarkan sebesar Rp198.781.228.805,00 dengan
realisasi sebesar Rp194.616.677.948,00 atau 97,90%. Realisasi Belanja Bagi Hasil
Pajak naik sebesar Rp6.112.706.192,87 atau 3,24% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp188.503.971.755,13.

5.1.3.1.1 Surplus (Defisit) TA 2019 TA 2018
(Rp21.139.736.294,28) Rp36.235.687.381,90
Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama
satu periode pelaporan. Jumlah Defisit TA 2019 sebesar Rp21.139.736.294,28, yaitu
dari jumlah Pendapatan sebesar Rp1.320.716.450.456,29 dikurangi jumlah Belanja
dan Transfer sebesar Rp1.341.856.186.750,57. Terjadinya defisit karena Realisasi
Pendapatan tidak tercapai sesuai Anggaran yang telah ditetapkan APBD, antara lain
tidak tercapainya target pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil
Pajak. Hal tersebut berdampak antara lain terganggunya kemampuan pendanaan
Pemkab Batang Hari untuk membiayai belanja serta tidak dapat memenuhi
kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja serta Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.1.4 Pembiayaan Neto TA 2019 TA 2018
Rp38.482.163.617,96 Rp11.246.476.236,06

Pembiayaan Neto adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan selama TA 2019 yaitu sebesar Rp38.482.163.617,96, naik
sebesar Rp27.235.687.381,90 atau 242,17% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp11.246.476.236,06.

5.1.4.1 Penerimaan TA 2019 TA 2018
Pembiayaan Rp47.482.163.617,96 Rp23.746.476.236,06

Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp47.482.163.617,96
dengan realisasi sebesar Rp47.482.163.617,96 atau 100,00%. Jumlah Penerimaan
Pembiayaan TA 2019 naik sebesar Rp23.735.687.381,90 atau 99,95% dibandingkan



TA 2018 sebesar Rp23.746.476.236,06. Berikut adalah Penerimaan Pembiayaan
TA 2019 dan 2018 :
Tabel 5.28 Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan TA 2018

(dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018
1 | Silpa 47.482.163.617,96 | 23.745.755.236,06
2 Penerimaan Pengembalian penyertaan modal/Investasi 0,00 721.000,00
Jumlah 47.482.163.617,96 | 23.746.476.236,06
5.1.4.2 Pengeluaran TA 2019 TA 2018
Pembiayaan Rp9.000.000.000,00 Rp12.500.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum
negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun
anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,0 dengan
realisasi sebesar Rp9.000.000.000,0 atau 100,00%. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
TA 2019 turun sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 28,00% dibandingkan TA 2018
sebesar Rp12.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 yakni Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Batang Hari sebesar
Rp9.000.000.000,00.

5.1.5 SiLPA TA 2019 TA 2018

S.2.

Rp17.342.427.323,68 Rp47.482.163.617,96

SiLPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode
pelaporan.

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar
Rp17.342.427.323,68 yang diperolah dari jumlah defisit sebesar Rp21.139.736.294,28
ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp38.482.163.617,96. Jumlah SiLPA TA
2019 turun sebesar Rp30.139.736.294,28 atau 63,48% dari TA 2018 sebesar
Rp47.482.163.617,96.

Penjelasan Atas Pos—Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana berikut :



5.21

5.2.2

5.2.3

Tabel 5.29. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)
No Uraian 2019 2018
1 Saldo Anggaran Lebih Awal 47.482.163.617,96 23.745.755.236,06
5 Egzgg;naan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun (47.482.163.617,96) (23.745.755.236,06)
3 Subtotal 0,00 0,00
4 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 17.342.427.323,68 47.482.163.617,96
5 Subtotal 17.342.427.323,68 47.482.163.617,96
6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00
7 | Lain-lain 0,00 0,00
8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir 17.342.427.323,68 47.482.163.617,96
) TA 2019 TA 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal o L 0 163.617.96  Rp23.745.755.236,06

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun anggaran sebelumnya dan
Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 sebesar Rp47.482.163.617,96 atau naik
99,96% sebesar Rp23.736.408.381,90 bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran
Lebih Awal Tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp23.745.755.236,06.

TA 2019
(Rp47.482.163.617,96)

TA 2018
(Rp23.745.755.236,06)

Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2019 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp47.482.163.617,96 atau turun 99,96%
sebesar Rp23.736.408.381,90 bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih
Awal Tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp23.745.755.236,06.

TA 2019
Rp17.342.427.323,68

TA 2018
Rp47.482.163.617,96

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran SILPA/SIKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode
pelaporan.

SILPA Tahun 2019 sebesar Rp17.342.427.323,68 atau turun 63,48% atau
Rp30.139.736.294,28  dari Tahun 2018 dengan  realisasi  sebesar
Rp47.482.163.617,96 dengan rincian terlampir pada Lampiran 17.

Berikut penjelasan dari rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA :

1) Terdapat Silpa yang bersumber dari dana tanggap darurat Badan
Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah

(PHD) No PHD-326/MK.07/2019, yang ditransfer ke Pemerintah



2)

3)

4)

Kabupaten Batang Hari sebesar Rp8.005.975.000,00 ke Kas Daerah pada
tanggal 30 Desember 2019, dengan kondisi kurangnya ketersediaan
pendanaan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, maka digunakan
dana tersebut sebesar Rp5.131.573.038,42 sehingga nilai Silpa dari dana
tersebut menjadi sebesar Rp2.874.401.961,58, selanjutnya Dana tersebut
akan dianggarkan kembali di Tahun 2020 sebesar Rp8.005.975.000,00
sesuai dengan peruntukannya.

Terdapat Silpa Dana Reboisasi Kehutanan, Sesuai dengan ketentuan pasal
4 PMK 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH
DR), telah dilaksanakan pembahasan sisa DBH DR dan Rancangan
Kegiatan dan Penganggaran (RKA) DBH DR Tahun 2018 antara
Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri) dengan
Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
diselenggarakan dalam tiga kali pembahasan, yaitu tanggal 29 s.d. 31
Januari 2018, tanggal 9 s.d. 11 April 2018, dan tanggal 23 Mei s.d. 29 Juni
2018. Dan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia nomor S-408.1/PK/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang
Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif, bahwa Sisa Dana DBH DR untuk
Kabupaten Batang Hari sebesar Rp1.929.566.471,00. Selanjutnya pada
Tahun 2018 dana tersebut telah dianggarkan pada APBD 2018 dan
dipergunakan dan direalisasikan sebesar Rp923.762.870,00. Sehingga per
31 Desember 2018 terdapat silpa dari dana DBH DR sebesar
Rp1.005.803.601,00. Dan tidak ada penganggaran dan penggunaan Dana
tersebut pada Tahun 2019.

Terdapat Silpa Dana sebesar Rp192.915.818,28 di Bank Pembangunan
Daerah Jambi pada Rekening 300595477 atas nama Pemkab Batang Hari,
sebagai penampung pengembalian dari Piutang Kelompok Tani Karet yang
berasal dari Investasi Nonpermanen Lainnya “Dana Bergulir — Dinas
Perindagkop” fasilitas permodalan pemasaran karet kepada kelompok tani
karet yang telah dihentikan sesuai perintah Bupati dalam surat Nomor
700/1142/ITKAB tanggal 31 Mei 2016 yang ditindaklanjuti dengan surat
Kepala Disperindagkop Nomor 700/803/Disperindagkop tanggal 14 Juni
2016 yang menyatakan bahwa pengguliran kembali dana fasilitas
permodalan pemasaran karet dihentikan dan para kelompok tani diminta
untuk mengembalikan sisa dana ke rekening penampungan atas nama
Pemkab Batang Hari.

Terdapat Silpa sebesar Rp5.035.723.926,0 pada kas di JKN-FKTP
merupakan kas pada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 merupakan bagian dari
rekening BUD dan sebagaimana telah di jelaskan di surat Keputusan
Bupati Batang Hari Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penetapan rekening
Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas



5.3.
5.3.1

Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Hari di Bank Jambi Cabang Muara Bulian Tahun Anggaran 2019.

5) Silpa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar
Rp560.334.226,22.

6) Silpa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikelola oleh SD dan SMP
sebesar Rp7.594.693.292,60.

7) Terdapat saldo Rp19.964.500,00 pada Kas di Bendahara Penerimaan Dinas
Kesehatan Per tanggal 31 Desember 2019, dikarenakan pendapatan

retribusi dari pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas belum disetor
ke Kas Daerah.

8) Terdapat saldo sebesar Rp58.589.998,00 di Bendahara Pengeluaran yang
belum dikembalikan ke Kas Daerah.

Penjelasan Pos-Pos Neraca
Aset 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp1.935.179.304.945,67 Rp1.781.076.477.942,74

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan di harapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uvang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.911.880.582.954,96 naik sebesar
Rp154.102.827.002,93 atau 8,65% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rpl1.781.076.477.942,74. Nilai aset per 31 Desember 2019 dapat kami
jelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp99.602.460.558,66 Rp104.671.149.438,25

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp99.602.460.558,66
turun sebesar Rp5.068.688.879,59 atau 4,84% dibandingkan dengan nilai per
31 Desember 2018 sebesar Rp104.671.149.438,25 dengan rincian sebagai berikut:



5.3.1.1.1 Kas

Tabel 5.30. Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No. Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018
1. | Kas diKas Daerah 9.108.845.306,86 45.000.097.139,09
2. | Kas di Bendahara Pengeluaran 58.589.998,00 0,00
3. | Kas diBendahara Penerimaan 19.964.500,00 16.220.000,00
4. | KasdiBLUD 560.334.226,22 1.373.379.739,27
5. | Kas Lainnya 7.594.693.292,60 1.092.881.859,60
6. | Piutang Pajak 19.580.124.375,00 17.144.639.335,00
7. | Piutang Retribusi 3.537.119.911,34 3.538.142.894,67
8. | Penyisihan Piutang (12.692.524.837,48) (9.930.933.428,14)
9. | Belanja Dibayar Dimuka 11.666.666,70 16.666.666,67
10. | Piutang Transfer Pemerintah Provinsi 19.822.383.952,05 0,00
11. | Piutang Transfer Pemerintah Pusat 21.592.807.823,00 0,00
12. | Piutang Lainnya 15.062.316.078,28 36.438.954.960,39
13. | Persediaan 15.346.139.266,10 9.981.100.271,70

Jumlah 99.602.460.558,67 Rp104.671.149.438,25

Penjelasan untuk masing-masing pos aset lancar sebagai berikut:

31 Desember 2019
Rp9.108.845.306,86

31 Desember 2018
Rp45.000.097.139,09

di Kas Daerah

Kas adalah vang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik

Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang berada di Bank Jambi Cabang Muara

Bulian. Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.108.845.306,86

turun  sebesar Rp35.891.251.832,23 atau 79,76%  dibandingkan nilai

per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.000.097.139,09 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.31. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Uraian No. Rekening[31 Desember 2018 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2019
 |KasUmumDaerah | o connty | 20748491740 | 1427.733.987.73749 | 1.433.050.816.75231 |  3.980.655.902,58
Kab. Batang Hari
2 :irr?kab Batang | 300595477 140 210 206,69 1.203591,00 000| 19291581828
3 | Deposito BPD 30.000.000.000,00 |  155.000.000.000,00 | 185.000.000.000,00 0,00
4 | Kas di JKN-FKTP 5510.899.99500 |  12.590.442.020,00 |  13.065.618.089,00 | 5.035.723.926,00
| PBBKabupaten ) 50102289 0,00 262879617900 |  2.628.796.179,00 0,00
Batang Hari
6 | Out of Standing 0,00 0,00 100.450.340,00 | (100.450.340,00)
Jumlah 45.000.097.139,09 | 1.597.954.429.527,49 | 1.633.845.681.360,31 | 9.108.845.306,86




1

2)

3)

4)

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan. Mutasi tambah sebesar Rp1.597.954.429.527,49 dan Mutasi kurang
sebesar Rp1.633.845.681.360,31, dengan mutasi bersih selama TA 2019 defisit
sebesar Rp35.891.251.832,82 atau sebesar 2,25% merupakan aktivitas
operasional RKUD selama Tahun 2019 sebagaimana telah di jelaskan di surat
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 411 Tahun 2018 tentang Penunjukan
Bank Jambi Cabang Muara Bulian sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

RKUD Nomor 501500011 merupakan rekening transaksi semua penerimaan dan
pengeluaran keuangan daerah, kecuali penerimaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2), yang menggunakan rekening transitoris pada rekening
lain, namun setiap hari dilakukan mutasi ke rekening kasda (501500011),
sehingga setiap hari saldo rekening transitoris selalu nol. Rekening penampung
BPHTB adalah 801012181. Sedangkan untuk rekening Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 501012289.

Terdapat saldo kas Per 31 Desember 2019 sebesar Rp192.915.818,28 pada
rekening No0.3000595477 di Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan
rekening penampung pengembalian dana permodalan karet, yang dicatat pada
akun Neraca sebagai Piutang kelompok tani karet.

Selain itu, terdapat kas di JKN-FKTP merupakan kas pada Bendahara Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
atau Puskesmas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
merupakan bagian dari rekening BUD dan sebagaimana telah di jelaskan di surat
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penetapan
rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari di
Bank Jambi Cabang Muara Bulian Tahun Anggaran 2019. Nilai Kas di JKN
FKTP per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.035.723.926,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 5.32. Kas di JKN pada FKTP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No

Puskesmas

Nomor
Rekening

31 Desember
2018

Mutasi
Tambah

Mutasi
Kurang

31 Desember 2019

Puskesmas Muara
Bulian

3000185147

985.983.047,00

1.686.402.800,00

1.665.621.419,00

1.006.764.428,00

Puskesmas Aro

3000185034

136.084.650,00

527.090.243,00

544.271.059,00

118.903.834,00

Puskesmas Tenam

3000185158

122.628.565,00

421.537.650,00

365.726.949,00

178.439.266,00

Puskesmas Pasar
Terusan

3000185198

66.090.550,00

251.761.475,00

248.515.197,00

69.336.828,00

Puskesmas Muara
Tembesi

3000185093

273.008.882,00

920.849.600,00

959.898.511,00

233.959.971,00

Puskesmas Pasar

3000185379

480.690.795,00

665.805.576,00

901.947.240,00

244.549.131,00




Nomor 31 Desember Mutasi Mutasi
No Puskesmas X 31 Desember 2019
Rekening 2018 Tambah Kurang
Muara Tembesi
7 | Puskesmas Mersam 3000185085 201.667.356,00 | 797.530.056,00 |  852.149.654,00 167.056.758,00
8 Ezzl:esmas Sungai 3000185069 132.704.638,00 |  530.604.00000 |  547.197.936,00 116.110.702,00
9 ::i';issmas Sungal 3000185395 | 1.180.237.786,00 | 1.928.418.900,00 | 1.977.859.701,00 |  1.130.796.985,00
10 Ej::jimas Durian 3000185255 446.657.760,00 |  930.506.100,00 | 1.087.881.693,00 289.282.167,00
1 E:f:esmas Jangga 3000185107 61.717.910,00 |  350.894.32500 |  294.268.854,00 127.343.381,00
12 E;‘Skesmas Maro Sebo | 4300185182 80.604.042,00 |  314.622.50000 |  317.159.069,00 78.067.473,00
Puskesmas Tidar
8| o 3000185166 56.866.670,00 |  145.774.052,00 |  163.926.371,00 38.714.351,00
14 | Puskesmas Penerokan | 3000185247 376.393.923,00 | 1.119.026.605,00 | 1.138.161.547,00 357.258.981,00
15 | Puskesmas Batin 3000184992 80.416.741,00 |  289.203.051,00 |  279.569.787,00 99.050.005,00
16 ;L;Sskesmas dembatan | 015441 460.852.994,00 | 908.638.512,00 |  837.582.723,00 540.908.783,00
17 | Puskesmas Selat 3000185123 330.203.686,00 | 792.767.57500 |  883.880.379,00 239.180.882,00
TOTAL 5.510.899.995,00 | 12.580.442.020,00 | 13.065.618.089,00|  5.035.723.926,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara

5) Out of Standing, Per 31 Desember 2019 terdapat SP2D yang telah diterbitkan
dan diakui sebagai pengeluaran pada rekening kas umum daerah sebesar
Rp100.450.340,00 sebagai berikut:

a) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dengan nomor

SP2D

11294/SP2D/LS/2019 Rp23.125.082,00 adalah Pembayaran TPP.

b) Dinas Lingkungan Hidup dengan nomor SP2D 11290/SP2D/LS/2019
Rp52.875.258,00 adalah Pembayaran TPP.

c¢) Kecamatan Muara Bulian dengan nomor SP2D 11285/SP2D/LS/2019

Rp24.450.000,00 adalah Pembayaran Honor PTT.

31 Desember 2019
Rp58.589.998,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan (UP) untuk membiayai
kegiatan operasional SKPD, dimana per 31 Desember 2019 tidak terdapat uang yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan dan belum di setor ke Kas Daerah sebagaimana
telah di jelaskan di surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 415 Tahun 2018
Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang
Hari.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar
Rp58.589.998,00 naik dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.



Merupakan Uang Persediaan yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran
Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2019 dan seharusnya disetorkan ke kasda
pada tanggal yang sama. Namun Uang Persediaan tersebut tidak dapat dikembalikan
pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pada Tanggal 30 Desember 2019, Dinas Lingkungan Hidup mengajukan
pencairan TPP untuk Bulan Desember 2019 sebesar Rp52.875.258,00. SP2D
telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah dengan nomor 11290/SP2D/LS/2019.
Namun, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 SP2D pengajuan tersebut
belum dicairkan sehingga dananya belum masuk ke dalam rekening Dinas
Lingkungan Hidup. Dan pada tanggal yang sama juga diterbitkan surat perintah
Over Booking (OB) TPP yang langsung diproses dan ditransfer oleh Pihak Bank
kepada Pegawai-pegawai Dinas Lingkungan Hidup, namun yang terjadi adalah
dana TPP yang ditransfer tersebut berasal dari Uang Persediaan yang seharusnya
disetorkan ke Kasda.

2) Pada Tanggal 2 Januari 2020, SP2D TPP Dinas Lingkungan Hidup dicairkan
dan dana tersebut telah masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian
pada Tanggal 3 Januari 2020, dana sejumlah Rp58.589.998,00 disetor ke
Rekening Kasda.

Pada Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Rincian UYHD per 31 Desember 2019 terlampir dalam Lampiran 18.

2) Terkait dengan keberadaan UYHD/UUDP dari Tahun sebelumnya, seluruhnya
telah disetor ke Kas Daerah.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Penerimaan Rp19.964.500,00 Rp16.220.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang disiapkan untuk menampung
suatu peristiwa dimana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat
kas dari hasil penerimaan yang pada tanggal 31 Desember 2019 belum sempat
disetor ke rekening Kas Daerah.

Pada Kas di Bendahara Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat saldo Rp19.964.500,00 pada Kas di Bendahara Penerimaan Dinas
Kesehatan Per tanggal 31 Desember 2019, dikarenakan pendapatan retribusi dari
pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas belum disetor ke Kas Daerah.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.33. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
o TG Sudah Disetor ke Belum disetor s/d Jumlah Total
Kasda 31 Desember 2019 Penerimaan
1. | Pasar Muara Tembesi 1.097.000,00 304.000,00 1.401.000,00
2. | Batin 1.295.000,00 461.000,00 1.756.000,00
3. | Tidar Kuranji 736.000,00 176.000,00 912.000,00
4. | Maro Sebo llir 1.827.000,00 504.000,00 2.331.000,00




o TG Sudah Disetor ke Belum disetor s/d Jumlah Total

Kasda 31 Desember 2019 Penerimaan
5 Aro 687.000,00 174.000,00 861.000,00
6 Sungai Puar 1.400.000,00 368.000,00 1.768.000,00
7. | Mersam 2.250.000,00 2.538.000,00 4.788.000,00
8 Muara Bulian 6.455.000,00 2.637.000,00 9.092.000,00
9 Penerokan 6.392.000,00 2.861.000,00 9.253.000,00
10. | Pasar Terusan 1.409.000,00 486.000,00 1.895.000,00
11. | Muara Tembesi 5.131.000,00 1.721.500,00 6.852.500,00
12. | Sungai Rengas 3.398.500,00 1.339.500,00 4.738.000,00
13. | Durian Luncuk 4.521.000,00 624.000,00 5.145.000,00
14. | Jangga Baru 5.059.000,00 2.564.000,00 7.623.000,00
15. | Jembatan Mas 3.576.000,00 1.138.500,00 4.714.500,00
16. | Selat 2.249.000,00 616.000,00 2.865.000,00
17. | Tenam 3.689.000,00 1.452.000,00 5.141.000,00
Jumlah 51.171.500,00 19.964.500,00 71.136.000,00

2) Saldo awal Tahun seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah.

3) Saldo akhir Tahun yang diaudit, sampai dengan akhir masa audit lapangan
seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah.

4) Tidak ada kas dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan.

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Umum Daerah (BLUD) Rp560.334.226,22 Rp1.373.379.739,27

Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas sebagaimana telah di jelaskan di surat
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sebagai
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) namun
belum ditetapkan SK Tentang Rekening BLUD Pada Tahun 2019, dan akan
ditetapkan Pada Tahun 2020.

Saldo Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 di Bank
sebesar Rp1.373.379.739,27. Berdasarkan rekening koran pada Bank BPD Jambi
Cab. Muara Bulian nomor 3000407053 atas nama BLUD RSUD Hamba Batang
Hari, terdapat mutasi tambah sebesar Rp29.550.773.356,95 dan mutasi kurang
sebesar Rp30.363.818.870,00, sehingga saldo akhir BLUD per 31 Desember 2019
adalah Rp560.334.226,22 turun sebesar Rp813.045.513,05 atau 59,20%
dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.373.379.739,27.




5.3.1.1.5 Kas Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp7.594.693.292,60 Rp1.092.881.859,60

Nilai Kas Lainnya per 31 Desember 2019 merupakan saldo Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Bendahara Sekolah Negeri dalam
Kabupaten Batang Hari sebesar Rp7.594.693.292,60 dengan rincian terlampir pada
Lampiran 19. Penetapan Nomor Rekening Dana BOS berdasarkan SK Bupati
Nomor 380 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan
Operasional (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri Dalam Kabupaten Batang Hari
Tahun 2018. Nilai saldo Dana BOS per 31 Desember 2019 naik sebesar
Rp6.501.811.433,00 atau 594,92% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp1.092.881.859,60. Perbandingan rincian saldo Dana BOS per
31 Desember 2019 dan 2018 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.34 Perbandingan Kas Lainnya (Saldo Dana BOS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah
No Sekolah 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Naik/(Turun) %
1. SDN 5.088.640.610,00 427.126.347,00 4.661.514.263,00 1.091,37
2. 2:\2::'\‘ & SMPN Satu 2.506.052.682,60 665.755.513,00 1.840.297.170,00 276,42
Jumlah 7.594.693.292,60 1.092.881.860,00 6.501.811.433,00 594,92

Terdapat sebanyak 46 Rekening Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri pada Bank
Jambi di Dinas Pendidikan yang belum ditetapkan dengan SK Bupati sebagaimana
terlampir pada Lampiran 20, terdapat sebanyak 16 Rekening BOK, tujuh rekening
Jampersal, dan satu rekening Jamkesmasda pada Puskesmas dan Dinkes yang
Belum Ditetapkan dengan SK Bupati sebagaimana terlampir pada Lampiran 21.
Selain itu terdapat sebanyak 203 Rekening SD, sebanyak 48 Rekening SMP Negeri,
sebanyak 11 Rekening TK Negeri seluruhnya pada Bank Jambi yang tidak
ditetapkan dengan SK Bupati sebagaimana terlampir pada Lampiran 22, Lampiran
23, dan Lampiran 24, serta terdapat sebanyak 30 rekening OPD yang tidak
digunakan Lagi sebagaimana terlampir pada Lampiran 25.

5.3.1.1.6 Piutang Pajak 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp19.580.124.375,00 Rp17.144.639.335,00

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara/Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara/Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nilai Piutang Pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang
Hari per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.580.124.375,00 naik sebesar
Rp2.435.485.040,00 atau sebesar 14,21% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp17.144.639.335,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.35 Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah
No Uraian 31 Desember 2018 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 D:;::‘ ber
PBB Sektor
1. Pedesaan dan 16.117.717.242,00 | 2.602.588.790,00 213.110.932,00 | 18.507.195.100,00
Perkotaan (PBB-P2)
2. Pajak BPHTB 15.210.518,00 8.656.205,00 5.561.730,00 18.304.993,00
o, | Paak Penerangan 971.212.575,00 | 1.002.995.282,00 | 97121257500 | 1.002.995.282,00
Jalan Umum
3. Pajak Reklame 40.499.000,00 806.241.878,00 795.111.878,00 51.629.000,00
Jumlah 17.144.639.335,00 | 4.420.482.155,00 1.984.997.115,00 | 19.580.124.375,00
1) Pajak bumi dan bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan

2)

3)

4)

tunggakan yang diserahkan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi sampai
dengan Tahun 2012 dan atas SPPT yang diterbitkan oleh Badan Keuangan
Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.507.195.160,00 dengan
rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 26.

Tunggakan/Piutang pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) sampai
dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.117.717.242,00. Pada Tahun 2019
terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.602.588.790,00 dan mutasi kurang
sebesaRp213.110.932,00 dari pelunasan.

Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) per 31 Desember 2019 sesuai
surat ketetapan dari PT PLN sebesar Rp1.002.995.282,00 merupakan Pajak PJU
periode Desember 2019 yang telah dipungut oleh PT PLN Wilayah S2JB Area
Jambi namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas
Daerah. Berdasarkan Rekening Koran jumlah tersebut telah disetor oleh PT PLN
Wilayah S2JB Area Jambi ke Kas Daerah tanggal 14 Januari 2020 sebesar
Rp971.212.575,00.

Piutang Pajak Reklame merupakan tunggakan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
yang belum tertagih di Badan Keugan Daerah dimana per 31 Desember 2018
nilainya sebesar Rp40.499.000,00. Pada Tahun 2019 terdapat pelunasan sebesar
Rp795.111.878,00 dan terdapat penambahan  piutang sebesar
Rp846.740.878,00. Sehingga Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019
menjadi sebesar Rp51.629.000,00. Uraian lebih lanjut sebagaimana terlampir
pada Lampiran 27.

Pada Piutang Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang sesuai
dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

2) Rincian Piutang PBB-P2 menurut umur piutang Per 31 Desember 2019 untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya terlampir sebagaimana pada Lampiran 28.

3) Piutang bermasalah/lama tidak tertagih/tidak jelas lagi WP-nya telah diupayakan
penagihan tetapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan, sehingga sebagian

diselesaikan dengan melakukan validasi dan Penghapusan.



4) Pemda Kabupaten Batang Hari tidak memberlakukan Jaminan atau sita jaminan.

5.3.1.1.7 Piutang Retribusi

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp3.537.119.911,34

Rp3.538.142.894,67

Piutang Retribusi adalah hak yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah atas Jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.537.119.911,34 turun
sebesar Rp1.022.983,33 atau 0,03% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar
Rp3.538.142.894,67 rincian piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 5.36 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2019 Dan 2018

(dalam Rupiah)
JENIS PIUTANG MUTASI MUTASI PIUTANG
No RETRIBUSI OPD PENGELOLA | PIUTANG TA.2018 TAMBAH KURANG i
Retribusi Dinas Koperasi,
1 UKM, Perindustrian | 3.011.253.344,67 | 162.818.266,67 | 287.326.300,00 | 2.886.745.311,34
Pelayanan Pasar
dan Perdagangan
Us:i::sjnan Dinas Koperasi,
p | Pemoang UKM, Perindustrian | 230.616.000,00 230.616.000,00
pasar kramat
L dan Perdagangan
tinggi
Retribusi Bagian Baran
3 | Pemanfaatan g 9 296.273.550,00 | 226.993.050,00 | 103.508.000,00 419.758.600,00
Milik Daerah
Kekayaan Daerah
Jumlah 3.538.142.894,67 | 389.811.316,67 | 390.834.300,00 | 3.537.119.911,34

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari :

1) Piutang Sewa Toko/Mall dan Los Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian Tahun 2018

2)

3)

4)

5)

sebesar Rp2.761.122.678,00 telah dibayar Rp174.751.300,00 pada Tahun 2019,
sehingga sisa saldo piutang 2018 adalah sebesar Rp2.586.371.378,00. Piutang
Tahun 2019 sebesar Rp116.321.600,00 sehingga total Piutang pada Tahun 2019
adalah sebesar Rp2.702.692.978,00.

Piutang Sewa Toko dan Los Pasar Sungai Rengas Tahun 2018 sebesar
Rp8.073.000,00, dibayar Rp4.968.000,00, sehingga saldo piutang Tahun 2018
adalah Rp3.105.000,00. Piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.070.000,00 sehingga
total piutang Tahun 2019 menjadi Rp5.175.000,00.

Piutang Sewa Ruko BBC Tahun 2018 Rpl98.166.666,67, dibayar
Rp91.500.000,00 sehingga saldo piutang Tahun 2018 menjadi Rp106.666.666,67.
Piutang Tahun 2019 sebesar Rp30.916.666,67 sehingga total piutang Tahun 2019
menjadi Rp137.583.333,34.

Piutang Sewa Ruko Durian Luncuk Tahun 2018 Rp7.371.000,00, dibayar
Rp351.000,00 sehingga saldo piutang Tahun 2018 menjadi Rp7.020.000. Tidak
terdapat penambahan piutang pada Tahun 2019.

Piutang Sewa Ruko dan Toko Muara Tembesi Tahun 2018 Rp25.224.000,00,
dibayar Rp4.460.000,00 sehingga saldo piutang Tahun 2018 menjadi



6)

7

8)

9)

10)

Rp20.764.000,00. Piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.752.000,00 sehingga total
piutang Tahun 2019 menjadi Rp23.516.000,00.

Piutang Sewa Toko dan Los Pasar Muara Tembesi Tahun 2018 Rp1.671.000,00,
dibayar Rp1.671.000,00. Piutang Tahun 2019 sebesar Rp1.133.000,00, sehingga
piutang total piutang pada Tahun 2019 sebesar Rp1.133.000,00.

Piutang Sewa Ruko Jalan Gajah Mada Tahun 2018 sebesar Rp9.625.000,00 dan
telah dibayarkan seluruhnya. Tahun 2019 terdapat piutang sebesar
Rp9.625.000,00, sehingga total piutang Tahun 2019 adalah Rp9.625.000,00.

Piutang Uang Jasa Pembangunan Pasar Kramat Tinggi Tahun 2018
Rp230.616.000,00, tidak ada pembayaran pada Tahun 2019 dan tidak ada
penambahan piutang pada Tahun 2019 sehingga total piutang Tahun 2019 tidak
ada perubahan dari sisa piutang Tahun 2018.

Piutang retribusi pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2018 sebesar
Rp296.273.550,00, telah dibayar Rp103.508.000,00 sehingga saldo akhir piutang
2018 menjadi Rp192.765.550,00. Tahun 2019 terdapat penambahan piutang
sebesar Rp226.993.050,00, sehingga total piutang Tahun 2019 adalah sebesar
Rp419.758.600,00.

Uraian rincian piutang Retribusi Pelayanan Pasar terlampir pada Lampiran 29.
Pada Piutang Retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang
sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

2) Basis data Wajib Retribusi dalam penagihan Piutang Retribusi pada Dinas
Koperindag dan Sekretariat Daerah masih memerlukan pemutakhiran data
sehingga belum dapat menyajikan saldo Piutang Retribusi Daerah secara
andal per 31 Desember 2019.

3) Tidak ada Jaminan atau sita jaminan.

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang 31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp12.692.524.837,48) (Rp9.930.933.428,14)

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.692.524.837,48 naik
sebesar Rp2.761.591.409,34 atau 27,81% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp9.930.933.428,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37. Penyisihan Piutang 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No URAIAN NILAI PENYISIHAN TA.2019 NILAI PENYISIHAN TA.2018
1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 9.052.849.469,55 6.569.460.188,17
2 Penyisihan Piutang Retribusi 3.462.793.836,65 3.334.299.241,32
3 Penyisihan Piutang Lainnya 176.881.531,28 27.173.998,65
Total 12.692.497.028,83 9.930.933.428,14




Pada Penyisihan Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar
Rp9.052.849.469,55 adalah Penyisihan Piutang yang terdapat pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari:

a. PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp9.033.254.586,85
b. Pajak Reklame sebesar Rp13.730.660,00

c. BPHTB sebesar Rp1.008.159,83;dan

d. Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp4.856.062,88

2. Penyisihan  Piutang Retribusi per 31 Desember 2019  sebesar
Rp3.462.793.836,65, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.152.349.981,65 merupakan
Penyisihan Piutang Sewa Toko dan Ruko;

b. Penyisihan Piutang Retribusi Sekretariat Daerah sebesar Rp310.443.855,00
merupakan Pemakaian Kekayaan Daerah.

3. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp176.881.531,28
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Kantor RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe sebesar
Rp70.665.046,95 merupakan klaim BPJS selama Tahun 2019;

b. Penyisihan Piutang PPKD sebesar Rp100.162.000,00.

c. Penyisihan Piutang Non Kapitasi sebesar Rp1.000.882,50.

d. Penyisihan Piutang Kelompok Tani Karet sebesar Rp2.082.156,63.
e. Penyisihan Piutang Deposito sebesar Rp83.561,64.

f. Penyisihan Piutang Kebun Sawit Pemda sebesar Rp830.138,41.

g. Penyisihan Piutang Kelompok Tani Karet sebesar Rp2.057.745,15.

5.3.1.1.9 Belanja Dibayar 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Dimuka Rp11.666.666,70 Rp16.666.666,67

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada Tahun berjalan tetapi
manfaatnya melampaui Tahun anggaran berjalan, sehingga pada Tahun berikutnya
masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Saldo Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.666.666,70
turun sebesar Rp4.999.999,97 atau 30,00% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp16.666.666,67, merupakan sewa rumah dinas RSUD Hamba yang
telah dibayarkan pada Tahun 2019 dan dimanfaatkan sampai dengan tanggal
1 Maret 2020 dan Juli 2020.



5.3.1.1.10 Piutang Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Pemerintah Provinsi Rp19.822.383.952,05 Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar
Rp19.822.383.952,50 tidak naik atau turun dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp0,00. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Lainnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 333
Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Nomor 454 Tahun 2020, dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 5.38. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai Piutang Transfer TA 2019
1 Pajak Kendaraan Bermotor 2.663.093.475,00
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.267.737.127,10
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9.355.137.797,36
4 Pajak Air Permukaan 18.034.227,59
5 | Pajak Rokok 5.518.381.325,00
Total 19.822.383.952,05
5.3.1.1.11 Piutang Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Pemerintah Pusat Rp21.592.807.823,00 Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan yang belum diterima pemerintah
dari entitas lain kategori Piutang Tagihan Jangka Panjang, Piutang Tagihan
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah, Uang Muka.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar
Rp21.592.807.823,00 tidak naik atau turun dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp0,00. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Lainnya berdasarkan PMK Nomor 20 Tahun 2020 dan PMK
Nomor 36 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai Piutang Transfer TA 2019

1 | PPh WPOPDN ( PPh 25/29) 195.556.888,00
2 | PPhPasal 21 2.243.800.141,00
3 | Minyak Bumi 3.207.404.763,00
4 | GasBumi 531.334.508,00
5 | BagiRata 782.615.269,00
6 Bagian Daerah 12.921.094.888,00
7 | Biaya Pungut 409.368.105,00
8 | Sumber Daya Alam Perikanan 174.305.192,00
9 Provisi Sumber Daya Hutan 978.276.674,00
10 | luran Tetap 141.100.150,00




No Uraian Nilai Piutang Transfer TA 2019

11 | DBH Cukai Hasil Tembakau 7.951.245,00

Total 21.592.807.823,00
5.3.1.1.12 Piutang Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp15.062.316.078,28 Rp36.438.954.960,39

Piutang Lainnya merupakan pendapatan yang belum diterima pemerintah dari entitas
lain kategori Piutang Tagihan Jangka Panjang, Piutang Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Uang Muka.

Piutang Lainnya yang belum diterima per 31 Desember 2019 sebesar
Rp15.062.316.078,28 turun sebesar Rp21.376.638.882,11 atau 58,66%
dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp36.438.954.960,39 dengan

rincian sebagai berikut:
Tabel 5.40 Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
. OPD 31 Desember . . 31 Desember
No Uraian Pengelola 2018 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 2019
RSUD
1 | Jamkesmas/BPJS HAMBA 8.579.268.800,00 | 14.382.585.610,00 | 8.579.268.800,00 | 14.382.585.610,00
Piutang Obat Dinas
2 Kronis 2017 Kesshatan 208.963.952,00 0,00 208.963.952,00 0,00
Piutang Obat Dinas
3 Kronis 2018 Kesehatan 789.510.900,00 0,00 789.510.900,00 0,00
Badan
Piutang PT
4 | DU Keuangan 52.400.000,00 0,00 20.000.000,00 32.400.000,00
Taspen (Persero)
Daerah
Kontribusi Badan
5 | Kerjasama Keuangan 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Pemanfaatan Daerah
g | Mutang Kam Dinas 459.108.000,00 |  200.176.500,00 |  459.108.000,00 |  200.176.500,00
JKN Non Kapitasi | Kesehatan T T CT T
Pistang Bunga | Codan
7 9519 Keuangan 394.342.467,06 000 |  377.630.139,00 16.712.328,06
Deposito BPD
Daerah
Piutang
Pengelolaan Sekretariat
8 ) 353.621.786,35 22.434.894,89 210.029.000,00 166.027.681,24
Kebun Sawit Daerah
Pemda
Dinas
Koperasi,
g | Plutang Kelompok | UKM, = 411.549.030,33 2.441.148,65 000 |  413.990.178,98
Tani karet Perindustrian
dan
Perdagangan
Piutang Dana Badan
10 | Bagi Hasil Pajak Keuangan 25.090.190.024,65 25.090.190.024,65 0,00
Provinsi Jambi Daerah
Jumlah 36.438.954.960,39 | 14.607.638.153,54 | 35.734.700.815,65 | 15.062.316.078,28




Pada Piutang Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

Piutang Jamkesmas/BPJS Tahun 2018 sebesar Rp8.579.268.800,00 telah
diterima pada Tahun 2019. Piutang BPJS Tahun 2019 Sebesar
Rp14.382.585.610,00 adalah Piutang Layanan Kesehatan yang diberikan oleh
RSUD HAMBA kepada Peserta BPJS yang belum dibayarkan BPJS dari Bulan
Juli sampai dengan Desember 2019, dan akan dibayarkan pada Tahun 2019.
Terdapat eliminasi atas Piutang SKTM pada BLUD, dengan beban bantuan
sosial bagi masyarakat pada PPKD sebesar Rp249.576.220,00.

Piutang Obat Kronis adalah obat-obatan bagi peserta BPJS yang memiliki
penyakit kronis, ditangani dengan rawat jalan dan diberikan secara periodik.
Dimana Piutang Obat Kronis pada Tahun 2017 sebesar Rp208.963.952,00 dan
Tahun 2018 sebesar Rp789.510.900,00. Piutang telah dibayarkan BPJS ke
RSUD HAMBA pada Tahun 2019 dan tidak ada Piutang obat kronis untuk
Tahun 2019.

Piutang PT Taspen (Persero) sebesar Rp32.400.000,00 merupakan piutang atas
kelebihan pembayaran tunjangan/gaji pegawai negeri sipil yang telah pensiun,
yang dipotong melalui dana pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan disetor ke kas
daerah. Piutang Taspen pada Tahun 2018 sebesar Rp52.400.000,00 dan telah
dibayar sebesar Rp20.000.000,00 pada Tahun 2019, dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 5.41 Piutang PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No. Nama NIP Piutang 2018 Th::lnt::ih Mutasi Kurang | Piutang 2019
1 | Amruddin YB 13052407600 | 4.700.000,00 0,00 1.200.000,00 | 3.500.000,00
2 | Santos AMa,PD | 13055102600 | 5.200.000,00 0,00 2.400.000,00 | 2.800.000,00
3 | CutHusin 0800678900 9.000.000,00 0,00 3.600.000,00 | 5.400.000,00
4 | Tarmadi 38003225400 | 23.000.000,00 0,00 6.000.000,00 | 17.000.000,00
6 | JafarM BA 13127067800 | 7.300.000,00 0,00 3.600.000,00 | 3.700.000,00
5 | M. Hasan 13123220800 | 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00
JUMLAH 52.400.000,00 0,00 | 20.000.000,00 | 32.400.000,00

Berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Batang
Hari dengan CV. FAWWAZAH tentang Kontribusi Perjanjian dan Kerjasama
Pemanfaatan (KKP) Nomor: 07/MOU/2013 Nomor:01/Kon/Fawazah/2013,
tanggal 15 November 2013 merupakan pemanfaatan tanah, bangunan serta
peralatan rekreasi Water Boom Batang Hari dengan status hak pengelolaan atas
nama CV.FAWWAZAH pada Tahun 2014 dan wajib membayar biaya
kontribusi  sebesar Rp100.000.000,00 dimana sampai dengan tanggal
31 Desember 2019 belum ada pembayaran.

Piutang Klaim JKN Non Kapitasi adalah piutang pembayaran Klaim BPJS
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Berdasarkan audit BPK Tahun
2019, ditemukan piutang klaim Non Kapitasi JKN pada FKTP sebesar
Rp200.176.500,00. Dimana angka tersebut didapat berdasarkan klaim dari 13



6)

7)

8)

Puskesmas dalam Lingkungan Kabupaten Batang Hari selama Tahun 2019.
Piutang tersebut merupakan Klaim JKN Non Kapitasi FKTP yang belum
dibayarkan oleh BPJS sampai dengan per 31 Desember 2019.

Tabel 5.42 Klaim Non Kapitasi JKN pada FKTP Per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
Jumlah Klaim Non Kapitasi
No | Puskesmas Bulan Pelayanan Bulan Bayar
Jumlah kotor | Jumlah Bersih
Pasar
1 Muara 6.700.000,00 6.693.000,00 | Junis/d Desember 2019 | Januari, Februari 2020
Tembesi
p | Maro Sebo 2060.000,00 | 2.053.000,00 | SePtembers/d Januari, Februari 2020
llir Desember 2019
3 | Ao 4.100.000,00 | 4.093.000,00 %‘}gbe’ s/d Desember | 1. uar, Februari 2020
4 | Sungai Puar 700.000,00 696.500,00 | Oktober 2019 Januari 2020
September dan . '
5 Mersam 35.825.000,00 35.811.000,00 Desember 2019 Januari, Februari 2020
6 | Penerokan 44.750.000,00 | 44.746.500,00 | Agustus s/d Desember Februari 2020
Pasar September s/d .
7 Terusan 3.600.000,00 3.596.500,00 Desember 2019 Januari 2020
Muara November dan . '
8 Tembesi 600.000,00 593.000,00 Desember Januari, Februari 2020
Sungai November dan .
9 Rengas 27.150.000,00 27.146.500,00 Desember Februari 2020
10 E:‘:;:‘k 17.150.000,00 | 17.146.500,00 | Desember 2019 Februari 2020
11 éi’:gga 14.880.000,00 | 14.876.500,00 | Desember 2019 Februari 2020
Jembatan November dan . .
12 Mas 20.985.000,00 20.978.000,00 Desember Januari, Februari 2020
September s/d .
13 | Selat 21.750.000,00 21.746.500,00 Desember 2019 Januari 2020
Jumlah 200.250.000,00 | 200.176.500,00

Piutang bunga deposito BPD Tahun 2018 sebesar Rp394.342.467,06 dan telah
dibayar pada Tahun 2019 sebesar Rp377.630.139,00 sehingga saldo Piutang Per
31 Desember 2019 sebesar Rp16.712.328,06.

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan
Koperasi Agro Sangkilan Mandiri (ASM) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 19
November Tahun 2014 Nomor 14/MOU/HK/2014 Nomor 40/ASM/2014 bahwa
Piutang Pengelolaan Kebun Sawit Pemda Pada Tahun 2018 sebesar
Rp353.621.786,35 dan pada Tahun 2019 terdapat penambahan dari koreksi hasil
validasi sesuai kesepakatan Kantor Pengacara Negara sebesar Rp22.434.894,89.
Dari total piutang sebesar Rp376.056.681,24 tersebut telah diterima oleh
Pemerintah Daerah sebesar Rp210.029.000,00 pada Tahun 2019, sehingga sisa
Piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp166.027.681,24.

Sisa dana piutang kelompok tani karet per 31 Desember 2018 sebesar
Rp411.549.030,33, terdapat koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu sebesar
Rp2.441.148,65 sehingga Piutang bertambah menjadi Rp413.990.178,98.
Rincian Terlampir pada Lampiran 30.



5.3.1.1.13 Persediaan

9) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi per 31 Desember 2018 sebesar
Rp25.090.190.024,65 merupakan kurang salur DBH pajak dari Provinsi Jambi
telah dibayar pada Tahun 2019, selanjutnya Piutang Pajak Provinsi dikoreksi
Reklas ke Piutang Transfer Provinsi Rincian Terlampir pada Lampiran 31.

31 Desember 2019
Rp15.346.139.266,10

31 Desember 2018
Rp9.981.100.271,70

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berupa barang, bahan, barang dalam
proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat. Kebijakan Akuntansi untuk pengukuran Persediaan sesuai dengan
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Pencatatan persediaan dinilai dengan
menggunakan Metode First in first out, metode perpetual dan metode periodik.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.346.139.266,10 naik sebesar
Rp5.365.038.994,40 atau sebesar  53,75% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp9.981.100.271,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43. Persediaan per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No Jenis Barang / Persediaan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
1 Barang Cetakan 239.878.186,00 490.007.293,86
2 | Alat Tulis Kantor 511.256.308,08 626.511.863,84
3 Barang Kebersihan 71.712.393,00 53.425.833,00
4 | Bibit Tanaman 357.953.650,00 0,00
5 Alat Kesehatan dan Labor 0,00 905.718.840,00
6 | Obat Kesehatan 5.586.471.201,75 5.452.518.885,00
7 | Bahan Kimia 821.695.438,00 0,00
8 | Alat Listrik 15.038.446,00 13.372.450,00
9 Obat-obatan Laboratorium 0,00 0,00
10 | Cetak Khusus (Leges) 0,00 37.020.000,00
11 | Pupuk 0,00 584.528.975,00
12 | Materai 1.083.000,00 771.000,00
13 | Alat Pertanian 0,00 0,00
14 | Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat 7.741.050.643,27 1.817.225.131,00
Jumlah 15.346.139.266,10 9.981.100.271,70

Sedangkan Mutasi Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 5.44. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Persediaan 31 Desember 2018

9.981.100.271,70

1 Penambahan Persediaan Barang Pakai Habis

13.934.383.032,98




5.3.1.2.1 Investasi

No Persediaan 31 Desember 2018 9.981.100.271,70
2 | Penambahan Persediaan Bahan/Material 18.027.171.848,00
3 | Penambahan Persediaan BLUD 7.393.624.964,00
4 Pengurangan Beban Persediaan -40.044.541.766,95
5 | Penambahan Persediaan dari Barang untuk diserahkan (Beban) 8.895.298.600,33
6 Beban Persediaan dari tunda bayar 1.457.719.282,55
7 | Persediaan diserahkan kemasyarakat -2.716.284.168,06
8 Penambahan Persediaan dari Hasil Inventarisasi Aset -1.582.332.798,45

Persediaan 31 Desember 2019 15.346.139.266,10

Rincian Persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 32.
5.3.1.2 Investasi Jangka 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Panjang Rp95.389.654.484,09 Rp87.398.188.911,60

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka
waktu lebih dari 12 bulan. Terdiri dari investasi nonpermanent lainnya dan investasi
permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.389.654.484,09
naik sebesar Rp7.991.465.572,49 atau 9,14% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp87.398.188.911,60 Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember
2019 merupakan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan penjelasan sebagai berikut:

31 Desember 2019
Rp0,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau
ditarik kembali.

Nilai Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, tidak mengalami
perubahan dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:
Tabel 5.45. Investasi Nonpermanen Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian 31 Desember 2018 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2019
1. | Dana Bergui 1.050.766.215,00 0,00 000 | 1.050.766.215,00
2 Eggﬁiﬁha” Dana (1.050.766.215,00) 0,00 0,00 | (1.050.766.215,00)
Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pengusaha Mikro Kecil (PMK), dana bergulir yang
disalurkan kepada masyarakat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi
masyarakat sebesar Rp1.475.000.000,00 disalurkan dalam dua tahap yaitu Tahun
2006 sebesar Rp475.000.000,00 dan Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00.



Penyajian nilai di Neraca sesuai Kebijakan Akuntansi adalah berdasarkan Net
Realizable Value (NRV). Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar
Rp1.051.487.215,00, terdapat pengembalian pada Tahun 2019 sebesar Rp721.000,00
sehingga masih terdapat Dana pada Masyarakat sebesar Rp1.050.766.215,00.
Rincian terlampir pada Lampiran 33.

Dana yang masih berada pada masyarakat sampai saat ini dapat dikategorikan tidak
lancar dan yang telah jatuh tempo disisihkan berdasarkan persentase umur investasi
nonpermanen dana bergulir sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sehingga
nilai Investasi Nonpermanen yang masih berada di masyarakat per 31 Desember
2019 sebesar Rp1.050.766.215,00, seluruhnya dikategorikan tidak tertagih lebih dari
4 (empat) Tahun sehingga disisihkan sebesar 100%.

31 Desember 2019
Rp95.389.654.484,09

31 Desember 2018
Rp87.398.188.911,60

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, penilaian investasi Pemerintah Daerah
dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai
bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.389.654.484,09 naik
sebesar Rp7.991.465.572,49 atau 9,14% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp87.398.188.911,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46. Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah
No Uraian 31 Desember 2018 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2019
1. | PTBPD Jambi 64.055.650.000,00 0,00 0,00 | 64.055.650.000,00
2 :z:M Tira Batang 2334253891160 | 00000000000 1 g oot o751 | 31.334.004.484,00
Jumlah 87.308.188.911,60 |  9.000.000.000,00 | 1.008.534.427,51 | 95.389.654.484,09

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Investasi pada PT BPD Jambi Rp64.055.650.000,00

Nilai Investasi Permanen pada BPD Jambi per 31 Desember 2019 sebesar
Rp64.055.650.000,00 tidak ada perubahan dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 dan tidak ada penambahan Investasi Pada Tahun 2019. Investasi
Permanen pada BPD Jambi disajikan berdasarkan metode biaya karena
kepemilikan saham kurang dari 20%. Atas penyertaan modal pada BPD Jambi,
pemerintah menerima bagi hasil keuntungan perusahaan berupa dividen.
Dividen dari Bank Jambi telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 19 Februari
2019 sebesar Rp10.476.670.907,52.

2) Investasi pada PDAM Tirta Batang Hari Rp31.334.004.484,09

Nilai Investasi Permanen pada PDAM Tirta Batang Hari per 31 Desember 2019
sebesar Rp31.334.004.484,09, naik sebesar Rp7.991.465.572,49 atau 34,24%



dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.342.538.911,60. Maka
berdasarkan Laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Batang Hari Tahun 2019
struktur modal PDAM sebagai berikut:
Tabel 5.47. Struktur Modal PDAM Tirta Batang Hari
per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
No. Uraian Jumlah %
1. | Pemerintah Kabupaten Batang Hari 40.641.092.707,00 57,06
2. | Pemerintah Pusat 24.159.990.619,56 33,92
3. | Pemerintah Provinsi 4.885.292.000,00 6,86
4. | Modal Hibah 1.535.298.236,00 2,16
Jumlah 71.221.673.562,56 100,00

(Sumber : LK PDAM Tirta Batang Hari, 2019)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah modal yang ditempatkan Pemerintah
Kabupaten Batang Hari sebesar Rp40.641.092.707,00 atau 50,06% dari jumlah
seluruh modal PDAM Tirta Batang Hari sebesar Rp71.221.673.562,56. Jumlah
akumulasi kerugian PDAM Tirta Batang Hari sampai dengan tanggal 31
Desember 2019 sebesar Rp16.310.250.416,00. Berdasarkan metode ekuitas
maka jumlah akumulasi kerugian PDAM yang menjadi bagian Pemerintah
Kabupaten Batang Hari sebesar Rp9.307.088.222,92 atau 57,06% dari total
akumulasi kerugian sebesar Rp16.310.250.416,00. Dengan demikian, nilai
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada PDAM Tirta Batang
Hari per 31 Desember 2019 diperoleh sebesar Rp31.334.004.484,08
(Rp40.641.092.707,00 — Rp9.307.088.222,92).

Dari Investasi Permanen Penyertaan Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2019 tidak ada perubahan harga pasar terhadap nilai penyertaan
modal pemda, dan tidak ada penurunan nilai investasi yang signifikan.

2) Investasi penyertaan modal telah dinilai secara wajar dan tidak terdapat perubahan
pos investasi.

3) Nomor Perda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang
Hari :

a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jambi,

b. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Batang Hari.

4) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari sudah membuat LK tetapi
belum diaudit.

5) Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang
Hari yang terdapat di Kabupaten Batang Hari tidak pernah terkait dengan
permasalahan hukum dan masih beroperasi secara efektif.



6) Tidak ada kualifikasi sehingga tidak perlu adanya penjelasan tambahan terkait

5.3.1.3 Aset Tetap

dengan kualifikasi.

31 Desember 2019
Rp1.694.719.750.491,82

31 Desember 2018
Rp1.545.825.331.849,92

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari diperoleh
penjelasan sebagai berikut:

1y

2)

3)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, biaya perolehan aset tetap yang
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya perencanaan, pengawasan, perlengkapan tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian
barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pencatatan seluruh Aset Tetap diinput dalam aplikasi Akrual Aset Daerah
(A K.AD).

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 senilai Rp1.694.719.750.491,82 naik senilai
Rp148.894.418.641,90 atau 9,63% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai
Rp1.545.825.331.849,92 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No. Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018
1. | Tanah 139.334.645.350,63 133.125.524.675,63
2. Peralatan dan Mesin 373.481.433.312,95 324.207.781.846,86
3. | Gedung dan Bangunan 625.961.325.548,59 577.651.863.293,81
4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.057.047.490.504,46 1.871.660.068.959,65
5. Aset Tetap Lainnya 48.469.824.442,42 41.902.658.127,62
6. Konstruksi dalam Pekerjaan 5.811.662.500,02 3.714.695.435,02
7. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.555.386.631.167,26) (1.406.437.260.488,67)
Jumlah 1.694.719.750.491,82 1.545.825.331.849,92

Penjelasan atas masing-masing pos Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp139.334.645.350,63 Rp133.125.524.675,63

Aset Tetap Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah tersebut berjumlah 711 persil sampai
dengan per 31 Desember 2019 menurun sebesar 1 persil dari jumlah tanah



sebanyak 712 persil per 31 Desember 2018. Adapun nilai Aset Tetap Tanah per
31 Desember 2019  senilai  Rp139.334.645.350,63 naik  senilai
Rp6.209.120.675,00 atau 4,66% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai
Rp133.125.524.675,63. Nilai tanah tersebut termasuk nilai tanah ruas jalan
Kabupaten namun belum termasuk nilai tanah ruas jalan lingkungan milik
Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebanyak 646 persil senilai
Rp11.686.027.298,00. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2019 sebagai
berikut:
Tabel 5.49. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 133.125.524.675,63
A | Penambahan
1 Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Tanah 4.006.767.573,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 4.006.767.573,00
2 | Aset Hasil Inventarisasi 1.863.750.600,00
3 | Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan 741.876.502,00
B | Pengurangan
4 | Penghapusan (403.274.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 139.334.645.350,63

Penjelasan mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

1y

2)

3)

4)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 senilai Rp4.006.767.573,00 merupakan
penambahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Hasil Inventarisasi senilai Rp1.863.750.600,00 merupakan penambahan pada:

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah SDN 203/I Simp. Sungai
Rengas dan Tanah TK Al Iklas Kel. Muara Jangga senilai Rp38.561.600,00;

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Tanah Kantor Perkim
senilai Rp66.309.000,00;

d. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berupa Tanah
Pasar Sungai Rengas senilai Rp18.880.000,00;

e. Badan Keuangan Daerah (PPKD) berupa Tanah Hutan Kota senilai
Rp1.740.000.000,00.

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 161 Tahun 2019
tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp741.876.502,00
merupakan penambahan aset berupa tanah timbunan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang senilai Rp533.597.123,00 dan pada Badan
Keuangan Daerah (PPKD) senilai Rp208.279.379,00;

Penghapusan senilai Rp403.274.000,00 merupakan pengurangan aset berupa
tanah yang dihibahkan kepada pihak lain pada:



a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah UPTD PDK Kec. Muara
Bulian senilai Rp142.798.000,00 dan Tanah Eks Kantor Peternakan (SKB)
senilai Rp55.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor : 79 Tahun 2019 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;

b. Badan Keuangan Daerah (PPK) berupa:

ey

2)

3)

Tanah Islamic Center senilai Rp30.906.000,00 berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 305 Tahun 2019 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang
Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari;

Tanah Lembaga Pemasyarakatan Anak Jambi senilai Rp30.600.000,00
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 439 Tahun 2019
tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola
Barang Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari;

Tanah Lembaga Pemasyarakatan Anak Jambi senilai Rp61.200.000,00 dan
Tanah Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BPPLS) senilai
Rp82.770.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari
Nomor: 520 Tahun 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari
Daftar Barang Pengelola Barang Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Dapat pula disampaikan bahwa dari nilai tanah tersebut terdapat tanah yang

dipinjampakaikan kepada pihak lain diantaranya:

Tabel 5.50. Daftar Tanah Pinjam Pakai Dengan Pihak Lain

(dalam Rupiah)
Surat Pinjam Pakai rtifikat Hak
No. Peminjam Setiika . a Keterangan Tanah yang Dipinjam Pakai
Nomor Tanggal Pakai
Polres 04 Nomor : Tanah Lokasi Polsek Pemayung yang
1. | Batang Hari 024/04/ASET 5 Agustus 2015 " | berlokasi di Kecamatan Pemayung
AM 911878.
dengan luasan 2.500M?
Polres 04 Nomor - Tanah Lokasi Polsek Bajubang yang
2. | BatangHari 024/05/ASET 5 Agustus 2015 " | berlokasi di Kecamatan Bajubang
BA 650631
dengan luasan 7.150 M2
Polres 02 Nomor : Tanah Lokasi Polsek Maro Sebo Ulu
3. | BatangHari 024/06/ASET 5 Agustus 2015 " | yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo
AM 902547
Ulu dengan luasan 6.205 M?
Polres 01 Nomor : Tanah Lokasi Polsek Batin XXIV yang
4 | BatangHari 024/07/ASET 5 Agustus 2015 " | berlokasi di Kecamatan Batin XXIV
AK 213474
dengan luasan 2.968 M2
Polres 03 Nomor : Tanah Lokasi Polsek Batin XXIV yang
5 | Batang Hari 024/08/ASET 5 Agustus 2015 " | berlokasi di Kecamatan Batin XXIV
AV 977174
dengan luasan 7.200 M2
Kementerian 01 Nomor Tanah Lokasi MAN Pasar Terusan yang
6 | Agama 024/10/ASET 5 Agustus 2015 AS S 46304 berlokasi di Kecamatan Maro Sebo llir
Kabupaten dengan luasan 10.000 M?




Surat Pinjam Pakai ifi
No. Peminjam Setiikat .Hak Keterangan Tanah yang Dipinjam Pakai
Nomor Tanggal Pakai
Batang Hari
Ker:niztenan 03 Nomor - Tanah Lokasi MAN Suka Ramai yang
7 g 024/11/ASET 5 Agustus 2015 i berlokasi di Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten AV 977847
. dengan luasan 4.870 M2
Batang Hari
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp373.481.433.312,95 Rp324.207.781.846,86

Aset Tetap Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi
siap pakai.

Adapun Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 senilai
Rp373.481.433.312,95 naik senilai Rp49.273.651.466,09 atau 15,20% dibandingkan
dengan nilai per 31 Desember 2018 senilai Rp324.207.781.846,86. Dengan rincian
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.51. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai

Saldo Awal Per 31 Desember 2018 324.207.781.846,86
A | Penambahan
1 S:La:/{:sl\illnodal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan 47.476.584.930,32

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 53.999.093.659,38

Belanja Modal Yang Menjadi Extracomptable (5.222.384.603,39)

Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (1.300.124.125,67)
) _F::sipsasi Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset 788.781.899,58
, ?:;‘Iipsasi Belanja Tak Terduga yang menjadi Aset 29.520.000,00
4 | Hutang Pihak Ketiga 5.531.433.995,00
5 Hibah dari Pihak Ketiga 1.574.522.104,00
6 Reklasifikasi dari Aset Tetap 4.228.308.985,18
B Pengurangan
7 Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya (10.341.304.483,99)
8 Reklasifikasi ke Aset Extracomptable (14.195.964,00)

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 373.481.433.312,95

Penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut;

1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 senilai Rp53.999.093.659,38 merupakan
akumulasi dari nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada setiap SKPD pada
Tahun 2019:



a. Aset Extracomptable senilai Rp5.222.384.603,39 merupakan akumulasi dari
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor :
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;
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b. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap senilai Rp1.300.124.125,67
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52. Pengurangan Inventarisasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No. OPD Nilai
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 389.845.600,00
2 Dinas Kesehatan 54.970.787,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Hamba 159.860.693,00
4 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 19.610.000,00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika 22.476.845,67
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.000.000,00
7 Dinas Pemuda dan Olahraga 48.575.000,00
8 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 168.220.000,00
9 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4.995.000,00
10 Badan Keuangan Daerah 26.000.000,00
1 Badan Penettian dan Pengembangan Daerah 1.100.000,00
12 Sekretariat Daerah 347.636.000,00
13 Sekretariat DPRD 54.834.200,00
TOTAL 1.300.124.125,67

2) Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap senilai

3)
4)

Rp788.781.899,59 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.53. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)
No. OPD Nilai

1 Rumah Sakit Umum Daerah HAMBA 143.637.000,00
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 25.000.000,00
3 Dinas Komunikasi dan Informatika 40.077.000,00
4 Dinas Pemuda dan Olahraga 23.073.000,00
5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.990.000,00
6 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6.397.399,59
7 Dinas Perkebunan dan Peternakan 14.977.500,00
8 Sekretariat Daerah 533.630.000,00

TOTAL 788.781.899,59

Belanja Tidak Terduga yang menjadi Aset Tetap senilai Rp29.520.000,00;

Hutang Pihak Ketiga senilai Rp5.531.433.995,00 merupakan penambahan aset
akibat terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayar
100%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.54. Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Hutang kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No. OPD Nilai Hutang
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.497.008.400,00
2 Dinas Kesehatan 41.599.000,00
3 RSUD HAMBA 1.124.500.000,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33.340.560,00
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 997.700.000,00
6 Dinas Perhubungan 190.902.000,00
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 179.681.378,00
8 Dinas Pemuda dan Olahraga 100.252.657,00
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.250.000,00
10 Badan Keuangan daerah 343.200.000,00
1 Kecamatan Bajubang 20.000.000,00
TOTAL 5.531.433.995,00

5) Hibah Pihak Ketiga senilai Rp1.574.522.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Hibah berupa Peralatan
Komputer sebesar Rp720.020.964,00 dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Brang
Milik Negara (BMN) Nomor 251/BA/DC/2019 dan 030/5034/Disperkim-
BH/1X/2018 berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat Dump Truck dan 1 Unit
Kendaraan Roda 4 (empat) Tinja senilai Rp620.788.200,00;

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Nomor: 5556/4.1/PLK.03.04/X11.2018 berupa 1 unit server HPE
Proliant ML10, 3 unit Komputer HP 200 G3 AIO dan 1 unit Printer Brother
senilai Rp47.799.100,00;

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Barang Milik Negara Nomor : S-/432/DTPHP-5.2/111/2019 berupa
Traktor Roda 2 Singkal, Traktor Roda 2 Capung Rawa, Traktor Roda 2
Rotary, Pompa Air, Hand Sprayer, Alat Tanam Jagung dan Cultivator senilai
Rp185.913.840,00;

6) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp4.228.308.985,18 dengan rincian sebagai
berikut;

Tabel 5.55. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin
(dalam Rupiah)

No. OPD Nilai Perolehan Keterangan

1.378.629.000,64 | Reklasifikasi dari Gedung dan

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bangunan

2 Dinas Kesehatan

6.490.000,00 | Reklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan

3 Bangunan dan Jalan, Irigasi,

Dinas Perumahan dan Kawasan 66.204.000,00 | Reklasifikasi dari Gedung dan

Permukiman

Jaringan




No. OPD Nilai Perolehan Keterangan
4 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan 163.168.823,77 | Reklasifikasi dari Gedung dan
PA Bangunan
5 Dinas Lingkungan Hidup 17.784.827,59 | Reklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan
6 Dinas Perhubungan 353.200.739,00 | Reklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.400.000,00 | Reklasifikasi dari Aset tetap lainnya
29.500.000, Reklasifikasi dari Gedung d
8 Dinas Pemuda dan Olahraga 9.500.000,00 eklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan
9 Badan Keuangan darah 2.118.869.446,49 | Reklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan
10 | Kecamatan Muara Tembesi 3.062.147,68 | Reklasifikasi dari Gedung dan
Bangunan
11 | Kecamatan Batin XXIV 40.000.000,00 Relldasmka& dari Jalan, Irigasi dan
Jaringan
TOTAL 4.228.308.985,18

7) Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya senilai Rp10.341.304.483,99
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.56. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap dan Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No. OPD Nilai Keterangan

1| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.000.206.762,00 | HCwasikasi ke Aset Tetap
Lainnya

2 Dinas Kesehatan 43.795.400,00 Reklasﬁllka& ke Jalan, ligasi
dan Jaringan

3 | Rumah Sakit Umum Daerah Hamba 2785.254.380,00 | [onesiikasi ke Gedung. dan
Bangunan

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.700.000,00 | Reklasifikasi ke ATB

5 | Dinas Lingkungan Hidup 113400.000,00 | oKlasifikasi ke Gedung dan
Bangunan
Reklasifikasi ke  Gedung

6 Dinas Perhubungan 166.315.000,00 | Bangunan dan Jalan, Irigasi
dan Jaringan

7 | Dinas Pemuda dan Olahraga 177.400247,00 | Feklasiiasi ke Jalan, Iigasi
dan Jaringan

8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 57.193.976,38 Reklasiikasi ke Gedung. dan
Bangunan
Reklasifikasi ke  Usulan

9 Badan Keuangan Daerah 1.079.838.698,61 Penghapusan dan ATB

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.200.000,00 Reklasiikas ke Aset Lain-Lain
karena Idle/Hilang

TOTAL 10.341.304.483,99

8) Reklasifikasi ke Aset Extracomptable senilai Rp14.195.964,00 berupa Peralatan
Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dapat disampaikan bahwa Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi
batasan minimum kapitalisasi tidak disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten




Batang Hari dengan jumlah Aset Extracomptable Peralatan dan mesin per
31 Desember 2019 senilai Rp37.273.093.921,40.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp625.961.325.548,59 Rp577.651.863.293,81

Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai
Rp625.961.325.548,59 naik sebesar Rp48.309.462.254,78 atau 8,36%
dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai Rp577.651.863.293,81 Rincian
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.57. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 577.651.863.293,81

A Penambahan

Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan 30.307.981.657,85

1 Bangunan
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 31.660.038.895,14
Belanja Modal yang Menjadi Extracomptable (91.988.284,35)
Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap (1.260.068.952,94)

Realisasi Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset 1.998.236.855,82

2 | Tetap

3 | Hutang Pihak Ketiga 5.390.509.807,04

4 | Aset Hasil Inventarisasi 234.921.000,00

5 | Hibah dari Pihak Ketiga 19.608.815.634,00

6 Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya 3.317.606.294,28

B Pengurangan

7 | Penghapusan Aset Tetap (5.089.813.991,06)

8 Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya (7.444.259.276,15)

9 Reklasifikasi ke Aset Extracomptable (14.535.727,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 625.961.325.548,59

Penjelasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 senilai Rp31.660.038.895,14 merupakan
akumulasi dari nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada setiap SKPD
pada Tahun 2019;

a. Reklasifikasi ke Aset Extracomptable senilai Rp91.988.284,35 yaitu
sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan senilai Rp19.500.000,00 berupa :
a) Parkiran Puskesmas Selat senilai Rp6.500.000,00;



b) Tempat Parkir Puskesmas Batin senilai Rp6.500.000,00;

¢) Tempat Parkir Puskesmas Aro senilai Rp6.500.000,00.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.734.000,00

berupa taman kantor;

3. Dinas Sosial senilai Rp7.210.168,60 berupa WC;

4. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.799.115,75 berupa Pintu Pagar;

5. Dinas Perkebunan dan Peternakan senilai Rp9.995.000,00 berupa

Papan Merk Puskeswan;

6. Badan Keuangan Daerah senilai Rp43.750.000,00 berupa Tugu Titik

Kontrol Peta/Bench Mark.

b. Realisasi Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap senilai
Rp1.260.068.952,94 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.58 Pengurangan Belanja Modal yang Tidak Menjadi
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam Rupiah)
No. OPD Nilai Perolehan

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 456.996.593,54
2 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 10.975.000,00
3 Dinas Pemuda dan Olahraga 758.238.689,00
4 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 18.881.000,00
5 Kecamatan Batin XXIV 14.977.670,40
Total 1.260.068.952,94

2) Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap senilai

Rp1.998.236.855,82 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.59. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa
(dalam Rupiah)

No OPD Nilai Perolehan
1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 22.466.665,13
2 Dinas Pengendalian Penduduk, KB PP dan PA 153.055.260,78
3 Dinas Lingkungan Hidup 10.251.750,00
4 Dinas Pemuda dan Olahraga 771.638.766,00
5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 235.906.500,00
6 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 47.589.000,00
7 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 200.394.417,00
8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 63.300.206,09
9 Sekretariat Daerah 118.871.790,82
10 | Kecamatan Mersam 374.762.500,00
Total 1.998.236.855,82

3) Hutang Pihak Ketiga senilai Rp5.390.509.807,04 merupakan penambahan aset
akibat terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayar
100% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.60 Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No OPD Nilai Perolehan

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 525.828.230,00
2 Dinas Kesehatan 549.208.347,39
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 519.328.081,00
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1.418.524.987 41
5 Dinas Sosial 176.521.600,00
6 DPPKBP3A 10.550.100,00
7 Dinas Lingkungan Hidup 50.995.000,00
8 Dinas Perhubungan 147.522.690,92
9 Dinas Komunikasi dan Informatika 169.699.352,00
10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 69.960.000,00
1 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 18.881.000,00
12 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 230.878.722,13
13 | Dinas Perkebunan dan Peternakan 203.428.611,00
14 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 59.810.221,76
15 | Badan Keuangan Daerah 139.800.226,00
16 | Sekretariat Daerah 231.013.191,88
17 | Kecamatan Mersam 800.048.445,55
18 | Kecamatan Muara Tembesi 33.760.000,00
19 | Kecamatan Batin XXIV 34.751.000,00

Total 5.390.509.807,04

4) Hasil Inventarisasi senilai Rp234.921.000,00 yaitu sebagai berikut :

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp89.250.000,00
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 488 Tahun 2019
tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap
Gedung dan Bangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Batang Hari;

b. Kecamatan Bajubang senilai Rp145.671.000,00 berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 523 Tahun 2019 tentang Penetapan
Nilai Taksiran Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Gedung dan
Bangunan pada Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;

5) Hibah Pihak Ketiga senilai Rp19.608.815.634,00 yaitu sebagai berikut :

a.

Dinas Lingkungan Hidup dari Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor
251.1/BA/DC/2019 dan Nomor : 030/5035/Disperkim-BH/IX/2019, tanggal
04 September 2019 senilai Rp18.964.302.734,00 Hibah Bangunan TPA,;

Dinas Pemuda dan Olahraga dari Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita
Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : 19.1/BA/DC/2019 dan



Nomor

034/1053/PBMD.BH/III/2019, tanggal 04 Maret 2019 senilai

Rp644.512.900,00 berupa Hibah Bangunan Ruang Terbuka Publik;

6) Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya senilai Rp3.317.606.294,28
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.61. Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya

(dalam Rupiah)
No OPD Nilai Perolehan Keterangan
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12.731.400,00 | Reklasifikasi dari Aset Extracomptable
2 RSUD HAMBA 2.590.254.380,00 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
3 Dinas Sosial 8.600.000,00 | Reklasifikasi dari Aset Extracomptable
4 DPPKBP3A 29.810.000,00 | Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
5 Dinas Lingkungan Hidup 113.400.000,00 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
6 Dinas Pemuda dan Olahraga 177.400.247,00 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
7 Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 295.260.461,00 | Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, Jaringan
8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 57.193.976,38 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
9 Kecamatan Maro Sebo Ulu 32.955.829,90 | Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, Jaringan
Total 3.317.606.294,28

7) Penghapusan senilai Rp5.089.813.991,06 yaitu sebagai berikut :
Tabel 5.62. Penghapusan Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No OPD Nilai Perolehan Keterangan
1 Dinas Pendidikan dan Kabudayaan 427.700.000,00 | Surat Keputusan Sekda Kabupaten

Batang Hari Nomor 79 Tahun 2019

2 Dinas Kesehatan 637.278.094,13 | Surat Keputusan Sekda Kabupaten
Batang Hari Nomor 167 Tahun 2019
3 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan 49.400.000,00 | Surat Keputusan Sekda Kabupaten
dan Perindustrian Batang Hari Nomor 181 Tahun 2019
4 Badan Keuangan Daerah (Pejabat 3.924.567.840,73 | Surat Keputusan Bupati Batang Hari

Pengelola Keuangan Daerah) Nomor 487 Tahun 2019
5 Sekretariat Daerah 50.868.056,20 | Surat Keputusan Sekda Kabupaten
Batang Hari Nomor 119 Tahun 2019

Total 5.089.813.991,06

8) Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya senilai Rp7.444.259.276,15
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63. Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya

(dalam Rupiah)
No. OPD Nilai Perolehan
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.378.629.000,64
2 Dinas Kesehatan 149.083.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 633.427.623,00
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1.966.596.652,98
5 DPPKBP3A 177.908.823,77
6 Dinas Lingkungan Hidup 17.784.827,59
7 Dinas Perhubungan 353.200.739,00




No. OPD Nilai Perolehan
8 Dinas Pemuda dan Olahraga 29.500.000,00
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 265.886.500,00
10 Dinas Perkebunan dan Peternakan 142.031.136,00
1 Badan Keuangan Daerah (PPKD) 208.279.379,00
12 Badan Keuangan Daerah (SKPD) 2.118.869.446,49
13 Kecamatan Muara Tembesi 3.062.147,68
Total 7.444.259.276,15

9) Reklasifikasi ke Aset Extracomptable senilai Rp14.535.727,00 yaitu sebagai
berikut:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp9.544.102,00 berupa
air mancur;

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan senilai Rp4.991.625,00 berupa kandang
sempit RPH Muara Bulian;

Dapat disampaikan bahwa Aset gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batasan
minimum kapitalisasi tidak disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari
dengan jumlah Aset Extracomptable Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019
senilai Rp2.857.723.455,15.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
dan Jaringan Rp2.057.047.490.504,46 Rp1.871.660.068.959,65

Aset Tetap Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 senilai

Rp2.057.047.490.504,46 naik senilai Rp185.387.421.544,80 atau 9,90%

dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai Rp1.871.660.068.959,65. Dengan

rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel 5.64. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai

Saldo Awal Per 31 Desember 2018 1.871.660.068.959,65
A | Penambahan
1 Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap JIJ 156.632.866.399,50

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 160.915.994.623,50

Belanja Modal yang Menjadi Extracomptable (9.574.750,00)

Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap (4.273.553.474,00)
2 Realisasi Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset Tetap 64.855.352,21
3 Realisasi Belanja Tak Terduga menjadi Aset 2.783.188.800,00
4 Hutang Pihak Ketiga 26.272.972.367,00
5 | Hibah dari Pihak Ketiga 3.880.274.964,00
6 Reklasifikasi dari Aset Tetap 1.664.961.799,00
B | Pengurangan




No Uraian Nilai
7 | Penghapusan Aset (2.077.092.632,00)
8 Reklasifikasi ke Aset Tetap (3.828.233.754,90)
9 Reklasifikasi ke Aset Extracomptable (6.371.750,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 2.057.047.490.504,46

Adapun penjelasan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 senilai Rp160.915.994.623,50 merupakan
akumulasi dari nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada setiap
SKPD pada Tahun 2019:

a. Aset Extracomptable senilai Rp9.574.750,00 merupakan pengurangan dari:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp8.974.750,00; dan
2. Kecamatan Muara Tembesi senilai Rp600.000,00;

b. Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap senilai Rp4.273.553.474,00,
merupakan pengurangan karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp614.991.495,00

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai
Rp3.608.867.499,00

3. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp49.694.480,00.

2) Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap senilai
Rp64.855.352,20 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.65. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)
No OPD Nilai
1 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 8.808.472,30
2 Dinas Perkebunan dan Peternakan 18.331.879,90
3 Kecamatan Muara Bulian 37.715.000,00
Jumlah 64.855.352,20

3) Belanja Tidak Terduga yang menjadi Aset Tetap senilai Rp2.783.188.800,00
merupakan penambahan karena darurat bencana berupa Bronjong Jalan Desa
Danau Embat - Desa Bulian Jaya;

4) Hutang Pihak Ketiga senilai Rp26.272.972.367,00 merupakan penambahan
aset akibat terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum
dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang senilai Rp19.254.209.807,00;
b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp6.658.636.753,26;
c. Dinas Perhubungan senilai Rp246.911.100,00;

d. Dinas Perkebunan dan Peternakan senilai Rp113.214.706,74;



5)

6)

7)

Hibah dari Pihak Ketiga senilai Rp3.880.274.964,00 merupakan penambahan
dari :

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.078.703.300,00
berupa Jalan Desa sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara
(BMN) Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Nomor : 19/BA/DC/2019 dan 034/1052/PBMD.BH/III/2019 serta Berita
Acara Serah Terima Barang Milik Negara Antara Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan
Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor: 19.1/BA/DC/2019 dan
034/1053/PBMD.BH/111/2019.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari senilai Rp1.353.354.180,00
berupa 3 (Tiga) Unit Sumur Bor Dalam Beserta Kelengkapannya sesuai
dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Antara Sekretaris Badan
Geologi Dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor
3051/95/SBG/2019 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Antara Sekretaris Badan Geologi Dengan Pemerintah Kabupaten Batang
Hari Nomor : 3052/95/SBG/2019 dan 028.2/5476/BAST/2019. Penambahan
senilai Rp448.217.484,00 berupa 1 (Satu) Unit Sumur Bor Dalam Beserta
Kelengkapannya sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN)
Antara Sekretaris Badan Geologi Dengan Pemerintah Kabupaten Batang
Hari Nomor : 3014/95/BGL/2018 serta Berita Acara Serah Terima Barang
Milik Negara Antara Sekretaris Badan Geologi Dengan Pemerintah
Kabupaten = Batang Hari Nomor :  3015/95/BGL/2018  dan
028.2/42223/BAST/2018;

Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya senilai Rp1.664.961.799,00
merupakan penambahan dari :
Tabel 5.66. Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya

(dalam Rupiah)
No OPD Nilai Keterangan
1 Dinas Kesehatan 43.795.400,00 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 1.376.761.399,00 RekIaS|lf|kaS| dari Kontruksi Dalam
Ruang Pengerjaan
3 | Dinas Perhubungan 142315.000,00 | "eKlasifikasidari Gedung dan
Bangunan
4 | Dinas Perkebunan dan Peternakan 102.090.000,00 | "eKlasifikasidari Gedung dan
Bangunan
Jumlah 1.664.961.799,00

Penghapusan senilai Rp2.077.092.632,00 merupakan penghapusan Aset Tetap
berupa 5 (Lima) Unit Sumur Bor yang dihibahkan ke desa-desa dengan
Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 585 Tahun 2019 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah Berupa Sumur Bor Dalam Beserta Kelengkapannya Dari
Daftar Barang Pengelola Barang Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari.



Tabel 5.67. Pengurangan Karena Penghapusan

(dalam Rupiah)
No Penerima Hibah Nilai
1 Desa Tapah Sari Kecamatan Mersam 399.787.300,00
2 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV 448.217.484,00
3 Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV 428.228.130,00
4 Desa Bulian Baru kecamatan Batin XXIV 430.512.378,00
5 Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam 370.347.340,00
Jumlah 2.077.092.632,00
8) Reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp3.828.233.754,90 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 5.68. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap dan Aset Lainnya
(dalam Rupiah)
No OPD Nilai Keterangan
1 gilT::gPekerjaan Umum dan Penataan 2 501.404.304,00 E:EE{::;;I:{:i ke Kontruksi Dalam
2 | e saramin | Jeele e v
3 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 295.260.461,00 :::Ej:r:Si ke Gedung  dan
4 Kecamatan Batin XXIV 40.000.000,00 | Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin
5 | Kecamatan Maro Sebo Uy 32.955.820,90 ::ESS::‘:S' ke Gedung dan
Jumlah 3.828.233.754,90

9) Reklasifikasi ke Aset Extracomptable senilai Rp6.371.750,00 pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan;

Dapat disampaikan bahwa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak
memenuhi batasan minimum Kkapitalisasi tidak disajikan di Neraca Pemerintah
Kabupaten Batang Hari dengan jumlah Aset Extracomptable Jalan, Irigasi dan
Jaringan per 31 Desember 2019 senilai Rp826.825.072,22.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp48.469.824.442.42 Rp41.902.658.127,62

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.469.824.442,42 naik
sebesar Rp6.567.166.314,79 atau 15,67% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp41.902.658.127,62. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019
sebagai berikut:



Tabel 5.69. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai

Saldo Awal Per 31 Desember 2018 41.902.658.127,62
A | Penambahan
1 Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap Lainnya 535.459.032,80

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 536.909.001,80

Belanja Modal yang Menjadi Extracomptable (1.449.969,00)
2 | Realisasi Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset Tetap 175.000.000,00
3 Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya 5.909.206.782,00
B | Pengurangan
4 | Reklasifikasi ke Aset Tetap dan Aset Lainnya (51.400.000,00)
5 Reklasifikasi ke Aset Extracomptable (1.099.500,00)

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 48.469.824.442,42

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 senilai Rp536.909.001,80 merupakan
akumulasi dari nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp399.530.001,80 dan Satuan Polisi
Pamong Praja senilai Rp137.379.000,00;

2) Aset Extracomptable senilai Rp1.449.969,00 merupakan pengurangan dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3) Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset tetap senilai Rp175.000.000,00
merupakan Belanja Barang Jasa pada Sekretariat DPRD berupa
Emblem/Lencana;

4) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp5.909.206.782,00 merupakan
penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan berupa Buku-Buku dan Alat Musik yang
bersumber dari Dana Bos;

5) Reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp51.400.000,00 merupakan reklasifikasi ke
Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa berupa Gorden, Umbul-Umbul dan Bendera;

6) Reklasifikasi ke Aset Extracomptable senilai Rp1.099.500,00 pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan.

Dapat disampaikan bahwa Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi batasan
minimum kapitalisasi tidak disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari
dengan jumlah Aset Extracomptable Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

senilai Rp2.549.4609.
5.3.1.3.6 Konstruksi 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Dalam Pengerjaan Rp5.811.662.500,02 Rp3.714.695.435,02

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.



Nilai

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 senilai

Rp5.811.662.500,02 naik senilai Rp2.096.967.065,00 atau 56,45 % dibandingkan
nilai per 31 Desember 2018 senilai Rp3.714.695.435,02. Rincian Mutasi Konstruksi
Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 5.70. Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 3.714.695.435,02
A Penambahan
1 Reklasifikasi dari Aset Tetap 3.503.538.464,00
B Pengurangan
2 Reklasifikasi ke Aset Tetap (1.406.571.399,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 5.811.662.500,02

Penjelasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

1) Reklasifikasi dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang menjadi
Konstruksi dalam Pekerjaan senilai Rp3.503.538.464,00 atas Penambahan
Gedung dan Bangunan serta Jalan Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

a.

Pada Dinas Kesehatan Senilai Rp142.593.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Jasa Konsultasi Penilaian/Aprasial Puskesmas Bungku Senilai
Rp42.999.000,00;

2. DED Rehab/Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Rp99.594.000,00;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.069.230.894,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.71. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas PUPR

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai Kontrak
1 Rehab Pintu Air dan Saluran Primer Daerah irigasi Payo Pematang 941.688.534,00
Pacat Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi
(Saluran Sekunder 3.153,29 Meter Pintu Air Unit 20 Unit)
2 DED Jaringan Distribusi Utama Kota Muara Bulian 344.407.250,00
3 DED Rehab Jalur Pendestrian Jalan Jenderal Surdirman Tahap | 99.830.500,00
4 DED Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Pompa Air-Desa Bungku 79.959.000,00
5 DED Peningkatan Jalan Simpang Rantau Gedang Desa Tapah Sari 89.573.000,00
6 SID Perencanan Pembangunan Embung dan Jaringan Irigasi Payo 103.052.309,00
Danau Embat Kecamatan Maro llir
7 SID Pembangunan Jaringan lrigasi Daerah Irigasi Rasau Kelurahan 103.913.384,00
Kembang Paseban Kecamatan Mersam
8 SID Perencanaan Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Desa 103.868.607,00
Karmeo Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin XXIV
9 SID Perencanaan Pembangunan Pintu Pengatur Payo Betok Desa 101.552.745,00
Teluk Kecamatan Pemayung




No

Uraian

Nilai Kontrak

SID Perencanan Pembangunan Pintu Pengatur Payo Pematang
Lobang Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam

101.385.565,00

Total

2.069.230.894,00

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari senilai Rp1.011.088.070,00
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas PERKIM

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai Kontrak
1 DED Pembangunan dan Rehab Gedung Pramuka Sungai Gelam 69.784.000,00
2 DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Mersam (Jalan dan Jembatan Wilayah I) 79.772.000,00
3 DED Jalan dan Jembatan Maro Sebo Ulu (Jalan dan Jembatan Wilayah 1) 79.772.000,00
4 Jasa Perencanaan Pembangunan PJU 79.805.000,00
5 DED Perencanan Pembangunan Drainase Wilayah Il 59.757.500,00
6 DED Drainase Wilayah | 44.836.000,00
7 DE'D Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bajubang 79.483.800,00
(Wilayah IV)
8 DED Perencanan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pemayung (Wilayah 1V) 79.593.800,00
9 DED Perencanan Jalan dan Jembatan Kelurahan Pasar Baru (Wilayah Ill) 84.564.480,00
1
0 DED Perencananl Pembangun Jalan dan Jembatan Kelurahan Rengas Condong 94.552.890,00
Kelurahan Teratai
1 DED Perencanan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kecamatan Maro Sebo llir 89.612.600,00
(wilayah II)
12 DE'D Perencanan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Batin XXIV 79.772.000,00
(Wilayah I1)
13 DE'D Perencanan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Muara Tembesi 89.782.000,00
(Wilayah I1)
Total 1.011.088.070,00

b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp14.740.000,00 dari Belanja
Jasa merupakan Perencanaan Rehab Wisma PKK Tahun 2020;

Pemberdayaan

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp265.886.500,00 dari Belanja
Jasa Merupakan perencanaan pembangunan gedung fasilitas layanan
Perpustakan Umum.

2. Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan senilai Rp1.406.571.399,00 sebagai
berikut:

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp1.376.761.399,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah
selesai pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai Kontrak
1. DED Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM Unit Sungai Rengas di Kapitalisasi ke
Jalan Irigasi dan Jaringan Merupakan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Dia 50 247.225.000,00
mm Unit PDAM Sungai Rengas




5.3.1.3.7 Akumulasi

No Uraian Nilai Kontrak

2. SID Daerah Irigasi Payo Lubuk Jawi Desa Terusan Kecamatan Maro sebo llir
dikapitalisasika ke Jalan Irigasi dan Jaringan merupakan Rehab saluran Primer
Daerah Irigasi Payo Lubuk Jawi Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo llir (Saluran
Primer 2.629,38 Meter, Saluran Sekunder 7.047,46, Pintu Air 6 Unit, gorong 6 Unit
seKecamatan Maro Sebo llir

144.331.000,00

3. Pintu Pengatur Daerah Irigasi Payo Candika Kelurahan Muara Bulian dan DED
Bronjong Payo Candika Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian

dikapitalisasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Pembangunan Pintu Pengatur 713.185.399,00
dan Bronjong Payo Candika Kelurahan Muara Bulian dan Kecamatan Muara Bulian

4 DED Blronpng Py.(?adlka Kel.Muara Bulian, Kec.Muara Bulian dikapitalisasika ke 49.670,000,00
Jalan Irigasi dan Jaringan

5 DED Jembatan Kehidupan Baru SP.V dikapitalisasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan 177,500.000.00
merupakan pembangunan Jembatan Ginder (30 Meter) Desa Kehidupan Baru Sp.V T

6 DED Jalan Desa Jangga Baru- Desa Bulian Baru dikapitalisasi ke jalan, irigasi dan
jaringan merupakan peningkatan jalan Desa Jangga Baru-Desa Bulian Baru (0,29 44.900.000,00

Km)

Total 1.376.761.399,00

b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.810.000,00
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Penyusutan Aset
Tetap

(Rp1.555.386.631.167,26) (Rp1.406.437.260.488,67)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat
Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.
Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.555.386.631.167,26
naik sebesar Rp148.949.370.678,59 atau 10,59% dibandingkan nilai per
31 Desember 2018 sebesar Rp1.406.437.260.488,67 dengan rincian Akumulasi
penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 5.74. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
(dalam rupiah)

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyusutan

No Aset Tetap
Per 31 Desember 2019 per 31 Desember 2019 per 31 Desember 2018
1| Peralatan dan Mesin 373.481.433.312,95 279.654.698.331,35 247.880.988.705,84
2 | Gedung dan Bangunan 625.961.305.548,59 106.817.879.451,34 93.401.858.514,32

lan, Irigasi d
g | Jaan Irgasi dan 2057.047.490.504,46 |  1.168.914.053.384,57 |  1.065.154.413.268,51
Jaringan

Jumlah 3.056.490.249.366,00 1.555.386.631.167,26 |  1.406.437.260.488,67

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (Straight line method)
tanpa nilai residu, masa manfaat dan tarif penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati
Batang Hari Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah



Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Rincian
Mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 5.75. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

(dalam Rupiah)
Akumulasi Penyusutan per 31
No Uraian Desemb‘;r 2019 i
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 1.406.437.260.488,67
A | Penambahan
1 Beban Penyusutan Tahun 2019 148.888.279.996,99
2 | Hasil Inventarisasi (Koreksi) 2.549.322.861,07
3 | Hibah dari Pihak Ketiga 5.974.887,50
4 | Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya 60.479.913,33
B | Pengurangan
1 Aset Karena Penghapusan (1.626.692.774,)
2 | Aset Hasil Inventarisasi (213.278.709,34)
3 | Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya (701.680.614,86)
4 | Hibah dari Pihak Ketiga (12.844.000,00)
5 | Aset Tetap karena Koreksi (190.882,04)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 1.555.386.631.167,26
5.3.1.4 Aset Lainnya 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp45.467.439.411,11 Rp43.181.807.742,97

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp45.467.439.411,11 naik senilai
Rp2.285.631.668,13 atau 5,29% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai
Rp43.181.807.742,97, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.76. Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)
No Aset Lainnya Nilai Nia
Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018

1 | Tuntutan Ganti Rugi 25.544.360,00 25.544.360,00
2 | Aset Tidak Berwujud 8.798.615.510,00 6.399.863.010,00
3 | Akumulasi Amortisasi (5.631.600.638,93) (4.452.444.467,52)
4 | Aset Lain-Lain 69.631.051.598,76 67.977.234.912,84
5 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (27.356.171.418,73) (26.768.390.072,35)
Jumlah 45.467.439.411,11 43.181.807.742,97

5.3.1.4.1 Tuntutan
Ganti Rugi

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp25.544.360,00

Rp25.544.360,00

Nilai Kerugian Daerah berdasarkan Nomor: 15/LHPt/XVIIL.JMB/12/2019 Atas
Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester II Tahun 2019 pada
Pemerintah Kabupaten Batang Hari senilai Rp3.568.689.930,21. Namun yang baru
ditetapkan SK Pembebanan dan SKTJM nya per Semester I Tahun 2019 sebesar
Rp2.047.898.599,06. Sampai dengan semester II Tahun 2019, terdapat total



penyetoran ke kasda sebesar Rp2.022.354.239,06, sehingga per 31 Desember 2019
sisa Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp25.544.360,00.

Dengan rincian perhitungan nilai kerugian daerah sebagai berikut:
Tabel 5.77. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah
(Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM)

(dalam rupiah)
. ) Kasus Kerugian . Sisa Kasus
Jenis Kerugian Mutasi . .
No Daerah Daerah per semester | Tambah Mutasi Kurang Kerugian per
2019 semester Il 2019
Tuntutan
1 84.263.540,00 58.719.180,00 25.544.360,00
Perbendaharaan
2 | Tuntutan Ganti Rugi 1.734.725.463,10 1.734.725.463,10
3 | Pihak Ketiga 228.909.595,96 228.909.595,96
JUMLAH 2.047.898.599,06 2.022.354.239,06 25.544.360,00

Atas Nilai kerugian daerah tersebut, senilai Rp25.544.360,00 merupakan sisa
penyelesaian kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan berdasarkan SK
Pembebanan dan SKTJM sebanyak 116 Kasus.

Kasus kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2019 yang telah
ditetapkan sebanyak 116 kasus dengan nilai sebesar Rp2.047.898.599,06
diselesaikan dengan 2 cara, yaitu:

1) Penyelesaian secara angsuran, sebanyak 21 kasus TP-TGR dengan nilai sebesar
Rp1.704.687.018,96 atau 83,24% sampai dengan Semester I Tahun 2019,
dimana pada Semester II Tahun 2019 tidak terdapat angsuran;

2) Penyelesaian/Pelunasan dalam satu kali penyetoran, sebanyak 94 kasus TGR
dengan nilai sebesar Rp317.667.220,10 atau 15,51% sampai dengan Semester I
Tahun 2019, dimana pada Semester II Tahun 2019 tidak terdapat penyelesaian
dalam satu kali setoran.

5.3.14.2 Aset 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Tak Berwujud Rp8.798.615.510,00 Rp6.399.863.010,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 senilai Rp8.798.615.510,00 naik
senilai Rp2.398.752.500,00 atau 37,48% dibandingkan nilai per 31 Desember
2018 senilai Rp6.399.863.010,00. Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai

berikut :
Tabel 5.78. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019
(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 6.399.863.010,00
1 Realisasi Belanja Barang dan Jasa 592.733.100,00
2 | Hutang Pihak Ketiga 737.125.400,00
3 Reklasifikasi dari Aset Tetap 1.068.894.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 8.798.615.510,00

Adapun penjelasan mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:



1) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tak berwujud senilai
Rp592.733.100,00 yaitu belanja barang dari rekening Belanja Barang Jasa
yang memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud.

2) Hutang Pihak Ketiga senilai Rp737.125.400,00 merupakan penambahan aset
akibat terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum
dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79. Aset Tidak Berwujud dari Hutang kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)
No. OPD Nilai Hutang
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 97.515.000,00
2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 639.610.400,00
TOTAL 737.125.400,00

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp1.068.894.000,00 dengan rincian
sebagai berikut;

Tabe 5.80 Reklasifikasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)
No. OPD Nilai Perolehan Keterangan
1 Rumah Sakit Umum Daerah HAMBA 195.000.000,00 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 533.704.000,00 | Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
Ruang
3 Dinas Perhubungan 24.000.000,00 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
4 Badan Keuangan Daerah 316.190.000,00 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
TOTAL 1.068.894.000,00
5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018

( Rp5.631.600.638,92 ) (Rp4.452.444.467,52 )

Akumulasi amortisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp5.631.600.638,92 naik
senilai Rp1.179.156.171,40 atau 26,48% dibandingkan Tahun 2018 senilai
Rp4.452.444.467,52 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi sebai berikut :

Tabel 5.81 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No

Uraian

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019

Saldo Awal Per 31 Desember 2018

4.452.444.467,52

Penambahan

Beban Amortisasi Tahun 2019

1.179.156.171,40

Saldo Akhir per 31 Desember 2019

5.631.600.638,92

Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, sesuai dengan
kebijakan akuntansi Nomor 74 Tahun 2019 yaitu dengan mengalokasikan nilai
yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.




Perbup Amortisasi terbaru adalah Perbup Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

5.3.1.4. Aset Lain-Lain 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp69.631.051.598,76 Rp67.977.234.912,84

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 Rp69.631.051.598,76 naik senilai
Rp1.653.816.685,92 atau 2,43% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 senilai
Rp67.977.234.912,84 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian Nilai
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 67.977.234.912,84
A | Penambahan
1 Reklasifikasi dari Aset Tetap 2.640.097.879,55
2 | Reklasifikasi dari Aset Tetap karena idle 7.200.000,00
B | Pengurangan
3 | Penghapusan Aset Lain-Lain (993.481.193,63)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 69.631.051.598,76

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp2.640.097.879,55 merupakan
penambahan dari Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.847.917.652,98 dan Badan
Keuangan yang terdiri dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin
senilai Rp763.648.698,61 dan Reklasifikasi dari Aset Ekstracomptable senilai
Rp28.531.527,96;

2) Barang Hilang/Idle dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp7.200.000,00
merupakan penambahan dari Badan Penanggulangan Bencana berupa 3 (Tiga)
Unit Handy Talky Tahun Perolehan 02 Februari 2015;

3) Penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp993.481.193,63 dengan rincian sebagai

berikut :
Tabel 5.83. Penghapusan Aset Lain-Lain
(dalam Rupiah)

No OPD Nilai
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25.524.380,00
2 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 833.784.323,93
3 Kecamatan Mersam 67.200.000,00
4 Kecamatan Pemayung 274.083,33
5 Kecamatan Bajubang 66.698.406,37

Jumlah 993.481.193,63




5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Aset Lain-Lain (Rp27.356.171.418,73) ( Rp26.768.390.072,35)

Akumulasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 senilai Rp27.356.171.418,73
naik senilai Rp587.781.346,38 atau 2,20% dibandingkan Tahun 2018 senilai
Rp26.768.390.072,35 Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi aset lainnya dalam
Neraca disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap dengan rincian Mutasi
Akumulasi Penyusutan sebagai berikut :

Tabel 5.84. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2019

(dalam Rupiah)
No Uit T ez
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 26.768.390.072,35
A | Penambahan
1 Beban Penyusutan Tahun 2019 706.914.384,62
2 | Hasil Inventarisasi (Koreksi) 6.830.660,72
3 | Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Lainnya 729.588.426,57
B | Pengurangan
4 | Penghapusan Aset Lain-Lain (855.552.125,53)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 27.356.171.418,73
5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp47.770.343.596,41 Rp4.122.328.835,67

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban
pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga,
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada
masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum
sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang Hari per 31 Desember 2019 sebesar
Rp47.770.343.596,41 naik sebesar Rp43.648.014.760,74 atau sebesar 1.058,82%
dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.122.328.835,67, Pemerintah
Kabupaten Batang Hari tidak menerima pinjaman dari pihak lain. Utang belanja per
31 Desember 2019 terdiri dari utang beban telpon, air dan listrik serta jamkesda,
Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 5.85. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018
1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 415.120,00
2 Pendapatan Diterima Dimuka 143.851.000,00 181.733.766,67
3 | Utang Belanja 43.554.820.238 41 940.179.949,00
4 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.071.672.358,00 3.000.000.000,00
Jumlah 47.770.343.596,41 4.122.328.835,67




5.3.2.1 Utang Perhitungan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Fihak Ketiga (PFK) Rp0,00 Rp415.120,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang
disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya,
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes,
Taspen, dan Taperum.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 turun
sebesar Rp415.120,00 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp415.120,00. Pada
Tahun 2018 terdapat pemotongan pajak atas anggota DPRD Pergantian antar waktu
yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp415.120,00.
Atas kewajiban tersebut telah disetorkan pada tanggal 23 Januari 2019, dan nomor
SP2D: 00060/SP2D/LS/2019.

5.3.2.2 Pendapatan Diterima 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Dimuka Rp143.851.000,00 Rp181.733.766,67

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.851.000,00 turun
sebesar Rp37.882.766,67 dibandingkan 31 Desember 2018  sebesar
Rp181.733.766,67 atau 20,85%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Pendapatan diterima Dimuka

(dalam Rupiah
No Uraian OPD Jumlah

1 [P)zgwraar;faatan Pemakaian Kekayaan DISKOPERINDAG 0,00
2 Sewa Toko/Los Pasar Kramat Tinggi DISKOPERINDAG 0,00
3 Sewa Ruko BBC DISKOPERINDAG 78.750.000,00
4 Sewa Ruko Gajah Mada DISKOPERINDAG 24.500.000,00
5 Sewa Ruko Jalan Sudirman DISKOPERINDAG 10.625.000,00
6 Sewa Tanah, Gedung bangunan Pemda SETDA 976.000,00
7 Sewa Untuk ATM BLUD RSUD 29.000.000,00
Jumlah 143.851.000,00

5.3.2.3 Utang Belanja 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp43.554.820.238,41 Rp940.179.949,00

Kewajiban Jangka Pendek Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar
Rp43.554.820.238,41 naik sebesar Rp42.614.640.289,41 atau 4.532,60%
dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp940.179.949,00. Utang Belanja terdiri
atas:



1) Utang atas beban telepon, air, listrik dan internet untuk kegiatan rutin yang telah
dimanfaatkan SKPD dan belum dibayarkan di Tahun 2019 sebesar
Rp853.943.272,00 (Rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 34;

2) Utang atas Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal kepada Penyedia Barang/Jasa
yang belum terbayarkan pada Tahun 2019 dan akan dibayarkan pada Tahun 2020
(Tunda Bayar) sebesar Rp42.641.168.790,41 (rincian sebagaimana terlampir
dalam Lampiran 35;

3) Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan pada Tahun 2019 dan akan
dibayarkan pada Tahun 2020 (Tunda Bayar) sebesar Rp59.708.176,00.

5.3.24 Utang Jangka Pendek 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Lainnya Rp4.071.672.358,00 Rp3.000.000.000,00

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar

Rp4.071.672.358,00 naik sebesar Rp1.071.672.358,00 atau 35,72% dibandingkan

31 Desember 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00. Utang Jangka Pendek Lainnya

terdiri atas:

1) Sisa Dana Desa yang masih berada di RKUD Kabupaten Batang Hari sebesar
Rp1.446.292.722,00

Pada Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan bahwa terdapat sanksi
berupa tunda penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 berdasarkan
Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018
tentang pengelolaan Dana Desa yang berbunyi Ayat (1) "Bupati/Wali Kota
melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah di kenakan
sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 46
ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga
puluh persen) sampai dengan Akhir minggu kedua bulan Juni.”, dan terdapat desa
yang penggunaan Dana Desa Tahap II belum mencapai serapan anggaran dan
capaian output sesuai dengan ketentuan, sebagaimana rincian pada tabel berikut:
Tabel 5.87. Rincian Sisa Dana Desa Pada RKUD per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No KECAMATAN DESA Jumlah
1 Kecamatan Muara Tembesi Rantau Kapas Tuo 346.370.400,00
2 Kecamatan Pemayung Lubuk Ruso 384.412.000,00
3 Kecamatan Pemayung Kuap 269.152.322,00
4 Kecamatan Maro Sebo Ulu Sungai Ruan Ulu 446.358.000,00
JUMLAH 1.446.292.722,00

2) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa sebesar Rp2.624.035.636,00

Terdapat utang Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap
Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, pasal 5 ayat (1)
“DBH-PRD berjumlah sebesar Rp2.673.509.806,00 (dua milyar enam ratus tujuh
puluh tiga juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus enam rupiah)” dan pada
pasal 7 ayat (1) “Penyaluran DBH-PRD ke setiap Desa dilakukan oleh



BAKEUDA pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD”. Pada tahun 2019 penyaluran hanya pada 2 Desa yaitu Desa Serasah
sebesar Rp28.677.111,00 dan Desa Selat sebesar Rp20.797.059,00, sehingga
masih terdapat utang atas penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa Sebesar
Rp2.624.035.636,00 dimana utang tersebut seluruhnya telah dibayar ke seluruh
desa pada tahun 2020 yang penyalurannya dari tanggal 28 Pebruari 2020 sampai
dengan tanggal 1 April 2020.

3) Utang Bantuan Sosial untuk PBI kepada BPJS sebesar Rp1.344.000,00.

Terdapat pula Utang Bantuan Sosial untuk PBI kepada BPJS, berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun
2019, pada pasal 5 ayat (2) point a “BPJS Kesehatan mengajukan permohonan
untuk pencairan tagihan ditujukan kepada Dinas Sosial per tanggal 2 (dua)
disetiap bulan, kemudian diteruskan melalui surat ke Badan keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku”, per 31 Desember 2019 masih terdapat tagihan bulan Desember 2019
sebesar Rp1.344.000,00. Utang tersebut telah dibayar pada tanggal 3 Pebruari
2020 dengan nomor SP2D 00104/SP2D/LS/2020.

5.3.3 Ekuitas 31 Desember 2019 31 Desember 2018

54.
5.4.1.

Rp1.887.408.961.349,26  Rp1.776.954.149.107,07

Nilai Ekuitas sebagai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang Hari per
31 Desember 2019 sebesar Rpl1.887.408.961.349,26  naik  sebesar
Rp110.454.812.242,19 atau 6,22% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp1.776.954.149.107,07.

Penjelasan Atas Pos—Pos Laporan Operasional

Pendapatan-LO TA 2019 TA 2018
Rp1.265.327.012.531,49 Rp1.144.722.069.256,55

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagi penambah
ekuitas dalam periode Tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi
Pendapatan LO TA 2019 sebesar Rpl1.265.327.012.531,49, naik sebesar
Rp120.604.943.274,94  atau  10,54%  dibandingkan = TA.2018  sebesar
Rp1.144.722.069.256,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88. Jenis Pendapatan LO TA.2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No PENDAPATAN LO 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) 95.224.039.952,84 105.899.612.651,75 (10,08)
2. | Pendapatan Transfer 1.089.573.688.441,19 989.177.024.365,80 10,15
3. ;Z':"a'” Pendapatan Daerah Yang 80.520.284.137,46 49.645.432.239,00 62,21
JUMLAH 1.265.327.012.531,49 1.144.722.069.256,55 10,54




Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan
berikut:

dapat diuraikan sebagai

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah TA 2019

Rp95.224.039.952,84

TA 2018
Rp105.899.612.651,75

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
Laporan Operasional untuk periode TA 2019. Pendapatan Asli Daerah pada
Tahun 2019 sebesar Rp95.224.039.952,84 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.89. Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)

1 Pendapatan Pajak Daerah 24.084.525.544,28 30.122.124.478,14 (38,44)

2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.043.773.192,74 5.789.409.420,84 38,94

3 5::52?;;1?::" Pengelolaan Kekayaan Daerah | 4, 76 67000752 | .538.307.326.28 9,84

4 Lain-lain PAD yang Sah 52.619.070.308,30 51.449.681.426,49 2,27
Jumlah 95.224.039.952,84 | 105.899.612.651,75 (10,08)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak
Daerah

TA 2019

TA 2018

Rp24.084.525.544,28

Rp39.122.124.478,14

Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.084.525.544,28
turun sebesar Rp15.037.598.933,86 atau 38,44% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp39.122.124.478,14 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.90. Pendapatan Pajak Daerah Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1 | Pajak Hotel 104.993.800,00 131.779.680,00 (20.33)
2 | Pajak Restoran 2.257.195.566,00 2.169.073.746,00 4.06
3 | Pajak Hiburan 5.149.850,00 9.525.000,00 (45.93)
4 | Pajak Reklame 806.241.878,00 672.418.610,00 19.90
5 | Pajak Penerangan Jalan 12.609.363.022,00 12.496.914.177,20 0.90
6 | Pajak Parkir 8.643.720,00 2.550.000,00 238.97
7 | Pajak Air Tanah 132.582.043,00 69.987.562,00 89.44
8 | Pajak Sarang Burung Walet 123.265.930,00 106.759.624,00 15.46
9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 454.835.351,28 355.397.582,94 27.98
10 Ezjriztgz:“ dan Bangunan Pedesaan dan 5.018.274.037,00 |  4.832.382.034,00 385
11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.563.980.347,00 18.275.336.462,00 (85.97)
Jumlah 24.084.525.544,28 39.122.124.478,14 (38,44)

Terdapat selisih sebesar Rp2.435.485.040,00 antara realisasi Pendapatan

Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp24.084.525.544,28 dengan
realisasi Pendapatan pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran
Rp21.649.040.504,28 dengan rincian selisih sebagai berikut:

sebesar



Tabel 5.91. Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LO dan LRA TA. 2019

(dalam Rupiah)
No. Uraian Nilai

1 Pembayaran atas Piutang Pajak PPJ Tahun 2018 (971.212.575,00)
2 Penambahan Piutang Pajak PPJ Tahun 2019 1.002.995.282,00
3 | Pembayaran atas Piutang BPHTB Tahun lalu (5.561.730,00)
4 Penambahan Piutang BPHTB 8.656.205,00
5 | Pembayaran atas Piutang Pajak Reklame Tahun lalu (4.662.000,00)
6 Penambahan Piutang Pajak Reklame 15.792.000,00
7 Pembayaran atas Piutang PBB Tahun lalu (213.110.932,00)
8 Penambahan Piutang PBB 2.602.588.790,00

Jumlah 2.435.485.040,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi TA 2019 TA 2018
Daerah Rp8.043.773.192,74 Rp5.789.409.420,84

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya
ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang
Hari. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Batang Hari didasarkan atas
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2019
terealisasi sebesar Rp8.043.773.192,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92. Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2019 | °! D::f:'be' %)
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan 776.354.000,00 790.525.000,00 (1,79)
2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 256.106.200,00 267.110.200,00 (4,12)
3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 306.539.000,00 306.051.500,00 0,16
4 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 183.372.000,00 174.525.000,00 5,07
5 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 34.735.000,00 20.935.000,00 65,92
6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 27.875.000,00 23.930.000,00 16,49
7 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 677.238.840,00 0,00 0,00
8 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 596.693.300,00 451.055.650,00 32,29
9 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 083.318.033,34 | 1.102.869.188,33 (10,84)
10 | Retribusi Tempat Pelelangan 35.434.000,00 33.210.000,00 6,70
11 | Retribusi Terminal 1.001.864.000,00 872.938.000,00 14,77
12 | Retribusi Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 0,00
13 \F;iilalzibusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 802.130.000,00 361.480.000,00 121,90
14 | Retribusi Rumah Potong Hewan 8.400.000,00 12.360.000,00 (32,04)
15 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 109.952.000,00 88.774.000,00 23,86
16 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 536.522.000,00 493.756.250,00 8,66
17 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.707.239.819,40 789.889.632,51 116,14




1D

No Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2019 | ° ::fg‘be' (%)

18 | Retribusi Izin Gangguan 0,00 0,00 0,00
Jumlah 8.043.773.192,74 | 5.789.409.420,84 38,04.

Terdapat selisih sebesar Rp163.732.083,34 antara realisasi Pendapatan Retribusi
Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp8.043.773.192,74 dengan Pendapatan
Retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp7.880.041.109,40 dengan
rincian selisih sebagai berikut:
Tabel 5.93. Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2019
(dalam Rupiah)

No. Uraian Nilai
1 Pembayaran Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 (83.240.000,00)
2 Penambahan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah 226.993.050,00
3 Pendapatan Diterima Dimuka Pemakaian Kekayaan Daerah 2019 944.000,00
4 Pembayaran Piutang Pasar Tahun 2018 (209.722.000,00)
5 Penambahan Piutang Pasar 162.818.266,67
6 Pendapatan Diterima Dimuka pasar Tahun 2018 (113.875.000,00)
7 Pendapatan Diterima Dimuka pasar untuk 2019 179.813.766,67
JUMLAH 163.732.083,34
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan TA 2019 TA 2018
Kekayaan Daerah yang Rp10.476.670.907,52 Rp9.538.397.326,28
Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari
pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari
pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 5.94. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018
(dalam Rupiah)

No URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
Kenaikan nilai investasi permanen (penyertaan modal)

! pada PDAM Tirta Batang Hari - LO 0,00 0,00 0,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

2 atas penyertaan modal pada BUMD - LO 10.476.670.907,52 9.538.397.326,28 9,84

Jumlah 10.476.670.907,52 9.538.397.326,28 9,84
5.4.1.1.4 Lain lain PAD TA 2019 TA 2018
yang sah Rp52.619.070.308,30 Rp51.449.681.426,49

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah untuk periode TA 2019 Rp52.619.070.308,30 naik



sebesar Rp1.169.388.881,81 atau 2,27% dibandingkan dengan TA 2018 sebesar
Rp51.449.681.426,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95. Lain-lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Lain-lain PAD Yang Sah 31 Desember 2019 | ° D::f:'be' %)
1 Egsil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - 93.474.740,00 0,00 100,00
2 | Penerimaan Jasa Giro - LO 913.544.967,09 1.176.297.356,11 (22,34)
3 | Pendapatan Bunga - LO 3.502.917.812,66 | 3.003.945.205,82 16,61
4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah — LO 0,00 0,00 0,00
5 | Pendapatan Denda Pajak - LO 23.437.901,30 29.548.536,66 (20,68)
6 | Pendapatan Denda Retribusi - LO 3.801.600,00 0,00 100,00
7 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 7.990.720,00 15.114.192,19 (47,13)
8 | Pendapatan BLUD - LO 31.474.637.610,95 | 32.487.580.680,18 85,89
9 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 1.640.092.273,35 | 2.885.364.199,53 (43,16)
10 | Pendapatan Dana BOS - LO 0,00 0,00 0,00
11 | Pendapatan JKN Kapitasi/Non Kapitasi FKTP — LO 13.799.292.461,00 | 11.851.831.256,00 103,22
12 ggg;g:;al[::nda atas Keterlambatan Pelaksanaan 48.121.683.45 0,00 100,00
13 | Pendapatan dari Pengembalian - LO 934.046.474,00 0,00 100,00
14 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO 176.249.665,80 0,00 100,00
15 | Pendapatan Lainnya - LO 1.462.398,70 0,00 100,00

Jumlah 52.619.070.308,30 | 51.449.681.426,49 2,27

Terdapat selisih sebesar Rp1.057.373.615,00 antara realisasi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional sebesar Rp52.619.070.308,30
dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan
Realisasi Anggaran sebesar Rp51.561.696.693,30 dengan rincian selisih sebagai
berikut:

Tabel 5.96. Selisih Lain-Lain PAD yang Sah antara LO dan LRA
(dalam Rupiah)
No. Uraian Nilai
1 Pembayaran Piutang Non Kapitasi atas Klaim JKN 2018 (459.108.000,00)
2 Penambahan Piutang Non Kapitasi Klaim JKN 2019 200.176.500,00
3 | Penambahan Piutang BPJS BLUD 2019 14.382.585.610,00
4 | Pembayaran Piutang BPJS BLUD 2018 (9.577.743.652,00)
5 | Pembayaran Piutang Kebun Sawit Tahun 2018 (210.029.000,00)
6 Pembayaran Piutang Taspen (19.900.000,00)
oy S| oo
8 | Pendapatan diterima di muka sewa untuk ATM BLUD (29.000.000,00)
9 | Penyetoran atas Piutang Bunga Deposito (377.630.139,00)
Pengeliminir Pendapatan dan Piutang Pendapatan dari
11 | SKTM yang Bersumber dari APBD (Belanja Bansos (249.576.220,00)
SKTM)
Jumlah 1.057.373.615,00




5.4.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2019
Rp1.089.573.688.441,19

TA 2018
Rp989.177.024.365,80

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk
menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.089.573.688.441,19 naik sebesar
Rp100.396.664.075,39 atau 10,15% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp989.177.024.365,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97. Pendapatan Transfer Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

No Pendapatan Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)

1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 984.858.263.856,00 888.246.032.876,00 10,88

2 | Pendapatan Transfer Pusat Lainnya 35.469.501.000,00 25.250.000.000,00 40,47

3 | Pendapatan Transfer Provinsi 55.805.923.585,19 74.840.991.489,80 (25,43)

4 | Bantuan Keuangan 13.440.000.000,00 840.000.000,00 | 1.500,00
Jumlah 1.089.573.688.441,19 989.177.024.365,80 10,15

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer TA 2019 TA 2018
Dana Perimbangan Rp984.858.263.856,00 Rp888.246.032.876,00

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Batang
Hari untuk periode Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp984.858.263.856,00 naik
sebesar Rp75.019.423.157,00 atau 10,88% dibandingkan dengan Tahun 2018
sebesar Rp888.246.032.876,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.98. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1 Bagi Hasil Pajak 98.819.375.077,00 80.681.964.417,00 22,48
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 98.554.252.046,00 59.590.797.381,00 65,39
3 Dana Alokasi Umum (DAU) 627.388.776.000,00 | 605.739.426.000,00 3,57
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 160.095.860.733,00 | 142.233.845.078,00 12,56
Jumlah 984.858.263.856,00 | 888.246.032.876,00 10,88
5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak TA 2019 TA 2018
Rp98.819.375.077,00 Rp80.681.964.417,00

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp98.819.375.077,00 atau naik
sebesar 22,48% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp80.681.964.417,00. Terdapat selisih antara pendapatan bagi hasil pajak LRA
dengan Pendapatan LO sebesar Rp16.560.386.536,00 yang merupakan Piutang
Transfer Pemerintah Pusat atas Kurang Bayar Tahun 2020.



5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ TA 2019 TA 2018

Sumber Daya Alam Rp98.554.252.046,00 Rp59.590.797.381,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp98.554.252.046,00 atau naik sebesar 65,39% dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp59.590.797.381,00. Terdapat selisih antara pendapatan
bagi hasil SDA LRA dengan Pendapatan LO sebesar Rp5.032.421.287,00.
Merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas Kurang Bayar Tahun 2020.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Unum TA 2019 TA 2018
(DAU) Rp627.388.776.000,00 Rp605.739.426.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp627.388.776.000,00
atau naik sebesar 3,57% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp605.739.426.000,00. Tidak terdapat selisih antara DAU pada LO dengan LRA.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus TA 2019 TA 2018
(DAK) Rp160.095.860.733,00 Rp142.233.845.078,00

Dana  Alokasi Khusus (DAK) Tahun  Anggaran 2019  sebesar
Rp160.095.860.733,00 atau naik sebesar 12,56% dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp142.233.845.078,00. Tidak terdapat selisih antara DAK

pada LO dengan LRA.
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah TA 2019 TA 2018
Pusat Lainnya Rp35.469.501.000,00 Rp25.250.000.000,00

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun 2019
sebesar Rp35.469.501.000,00, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129
Tahun 2018 Pasal 5 ayat 18 yang berbunyi Dana Insentif Daerah digunakan untuk
mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada LO
dan LRA sebesar Rp98.515.111.000,00 berupa Tranfer Dana Desa pada Tahun
2019 sebesar Rp98.515.111.000,00. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor
21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang berbunyi Pada jenis dana
transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk
memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi
entitas.



5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah TA 2019 TA 2018

Provinsi Rp55.805.923.585,19  Rp74.840.991.489,80

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi dari Pendapatan Bagi Hasil
Pajak untuk periode TA 2019 sebesar Rp55.805.923.585,19 turun sebesar
Rp19.035.067.904,61 atau 25,43% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp74.840.991.489,80.

Tabel 5.99. Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Pendapatan Transfer 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 55.805.923.585,19 74.840.991.489,80 | (25,43)
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah 55.805.923.585,19 74.840.991.489,80 | (25,43)

Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO dengan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LRA sebesar Rp5.267.806.072,60, hal
tersebut dikarenakan adanya penerimaan di tahun 2018 atas Piutang tahun 2018
sebesar Rp19.822.383.952,05, dan penambahan piutang tahun 2019 sebesar
Rp25.090.190.024,65.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan TA 2019 TA 2018
Provinsi Rp13.440.000.000,00 Rp840.000.000,00

Pada Tahun 2019 Kabupaten Batang Hari menerima Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp13.440.000.000,00, naik sebesar
Rp12.600.000.000,00 atau 1.500,00% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp840.000.000,00. Bantuan Keuangan Provinsi tersebut merupakan bantuan
keuangan untuk 14 Kelurahan dalam Lingkungan Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi
Jambi. Tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan pada LO dengan LRA.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan TA 2019 TA 2018

yang Sah Rp80.529.284.137,46 Rp49.645.432.239,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp80.529.284.137,46  turun sebesar Rp30.883.851.898,46 atau 62,21%
dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp49.645.432.239,00.

Terdapat selisih antara Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah pada LO sebesar
Rp.80.529.284.137,46 dengan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada LRA
sebesar Rp57.385.203.551,00, selisihnya sebesar Rp23.144.080.586,46 dengan

rincian selisih sebagai berikut :

1) Jalan Desa pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman sebesar Rp1.766.897.805,00. Sesuai dengan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah



Kabupaten Batang Hari Nomor : 19.1/BA/DC/2019 dan Nomor
034/1053/PBMD-BH/I11/2019.

2) Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos pada Dinas Lingkungan
Hidup sebesar Rp17.067.872.460,60 berdasarkan BAST Barang Milik Negara
antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor :
251.1/BA/DC/2019 dan Nomor : 030/5035/Disperkim-BH/I1X/2019.

3) Perangkat Komputer pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar
Rp47.799.100,00 berdasarkan BAST Bantuan (Hibah) dalam rangka Kegiatan
Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum antara Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca dan Pemerintah Kabupaten Batang
Hari Nomor : 5556/4.1/PLK.03.04/X11.2018.

4) Sumur bor pada Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp1.801.571.664,00
berdasarkan BAST Barang Milik Negara antara Badan Geologi Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Nomor : 3052/95/SBG/2019 dan Nomor : 028.2/5476/BAST/2019.

5) Mobil Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp442.038.200,00
berdasarkan BAST Barang Milik Negara antara Kementerian PUPR dengan
Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor : 251.1/BA/DC/2019,
030/5035/Disperkim-BH/IX/2019.

6) Jalan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar
Rp644.512.900,00 berdasarkan BAST Barang Milik Negara antara Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor : 19.1/BA/DC/2019 dan
Nomor : 034/1053/PBMD-BH/I11/2019.

7) Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp472.056.840,00
yang berasal dari BKKBN Proovinsi Jambi.

8) Alat Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar
Rp166.483.110,00 berdasarkan BAST antara Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : S-1432/DTPHP-5.2/111/2019.

9) Persediaan Obat-Obatan pada RSUD HAMBA sebesar Rp73.702.087,00 yang
berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

10) Bantuan Alat Laboratorium Komputer TIK pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebesar Rp720.020.964,00 berdasarkan BAST antara Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Nomor : 035/BAST/BCA/PKM.8866 dan Nomor : 928-ADM-AXI-VIII-19.

5.4.4 Beban-LO TA 2019 TA 2018
Rp 1.147.789.928.988,44  Rp1.035.037.024.842,78




Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah/sudah benar-benar
dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berkenaan, dengan realisasi dalam Tahun

2019 dan Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 5.100. Beban-LO Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No Beban-beban 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)

1| Beban Pegawai 476.890.628.906,00 424.065.798.370,00 | 12,46
2 | Beban Persediaan 45.668.822.396,95 38.658.142.088,32 | 18,14
3 | BebanJasa 215.418.380.612,96 210472.322.03132 | 235
4 | Beban Pemeliharaan 2.437.626.459,78 4.206.857.373,28 | (42,06)
5 | Beban Perjalanan Dinas 49.092.088.808,00 51.660.380.557,99 | (4,97)
6 | Beban Subsidi 1.200.000.000,00 1.400.000.000,00 | (14,29)
7 | Beban Hibah 53.131.610.389,42 30.260.400.568,73 | 75,58
8 | Beban Bantuan Sosial 35.927.295.553,00 29526.507.178,00 | 21,68
9 | Beban Penyusutan dan Amortisasi 150.774.350.552,92 140.040.989.081,80 | 7,66
jo | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 100.171.895.306,00 92.954.867.755,13 |  7.76

Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan

1.116.531.360,00 1.085.668.230,00 2,84

Lainnya
12 | Beban Penyisihan Piutang 2.808.187.980,15 406.836.098,56 | 590,25
13 | Beban Lain-lain 13.152.510.663,27 10.298.165.509,56 | 27,72
Jumlah 1.147.789.928.988,44 1.035.037.024.842,78 10,89
5.4.4.1. Beban Pegawai TA 2019 TA 2018
Rp476.890.628.906,00 Rp424.065.798.370,00

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai
terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar
belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2019 dan tidak termasuk
pembayaran atas belanja pegawai Tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja
pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja
pegawai yang terjadi pada Tahun 2018.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp476.890.628.906,00 naik
sebesar Rp52.824.830.536,00 atau 12,46% dibandingkan dengan Tahun 2018
sebesar Rp424.065.798.370,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101. Beban Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Beban Pegawai 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1 | Beban Gaji dan Tunjangan 388.168.377.711,50 375.987.828.080,00 3,24
2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS 74.232.462.202,50 36.058.909.063,00 | 105,86
3 git:[r)' :eer':zr:(”;?_la/'\;vf[mya Pimpinan dan Anggota 5.030.400.00000 |  5009.400000,00 | 0,42
4 | Beban Pemungutan Pajak Daerah 2.282.612.413,00 1.046.568.664,00 | 118,10
5 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.407.139.579,00 1.011.567.163,00 39,10




No Beban Pegawai 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)

6 | Uang Lembur 1.487.846.500,00 906.466.500,00 | 64,14
7 | Beban Pegawai Dana BOS 4.281.790.500,00 4.045.058.900,00 5,85
Jumlah 476.890.628.906,00 | 424.065.798.370,00 12,46

Terdapat selisih antara Beban Pegawai pada Laporan Operasional sebesar
Rp476.890.628.906,00 dengan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran
sebesar Rp491.787.622.492,00 sehingga adanya selisih sebesar
Rp14.896.993.586,00 selisih tersebut di karenakan adanya antara lain:

1) Belanja Pegawai yang tergabung dalam Belanja Barang dan Jasa BLUD pada
RSUD HAMBA yang bersumber dari dana BLUD  sebesar
Rp13.192.395.553,00;

2) Adanya Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2019 yang belum dibayar di
Tahun 2019 dan telah dibayarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp59.708.176,00;

3) Adanya Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2018 yang dibayarkan pada
Tahun 2019 sebesar Rp340.767.487,00;

4) Adanya Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Triwulan
IV) atas PBB-P3 yang dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp774.994.735,00;

5) Adanya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2018 (Triwulan IV) atas
Pajak (kecuali PBB-P2) dan Retribusi Daerah yang dibayarkan pada Tahun
2019 sebesar Rp648.543.987,00.

5.4.4.2. Beban Persediaan TA 2019 TA 2018
Rp45.668.822.396,95 Rp38.658.142.088,32

Beban persediaan disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar
pemakaian persediaan (use of goods), beban persediaan disajikan dengan
pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai
beban persediaan. Pada akhir periode setelah didapat nilai saldo persediaan melalui
stok opname maka beban dikurangi sebesar nilai saldo.

Terdapat selisih antara Beban Persediaan pada Laporan Operasional sebesar
Rp45.668.822.396,95 dengan Belanja Persediaaan pada Laporan Realisasi
Anggaran sebesar Rp31.165.013.736,98 selisihnya sebesar Rp14.503.808.659,97
dengan rincian selisih sebagai berikut :

1. Adanya Persediaan Awal Tahun 2019 sebesar Rp9.981.100.271,70;
2. Adanya Persediaan Akhir Tahun 2019 sebesar (Rp16.329.736.542,41);

3. Adanya persediaan yang kapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar
Rp5.750.929.590,88;

4. Adanya Beban Persediaan yang berasal dari Belanja Barang dengan status tunda
bayar sebesar Rp1.457.719.282,55;

5. Adanya Beban Persediaan dari Belanja Barang dan Jasa pada RSUD HAMBA
yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp7.310.913.273,00;



6. Adanya beban Persediaan yang berasal dari dana BOS yang merupakan beban
atas Belanja Barang dan Jasa dari Dana BOS, dimana sebelumnya disajikan
menjadi bagian akun yaitu Beban Jasa - Beban Barang dan Jasa BOS sebesar
Rp5.624.280.630,00;

7. Adanya Hibah berupa barang persediaan Alat Kontrasepsi dari Pemerintah
Provinsi Jambi ke DPPKB3A yang menjadi Beban Persediaan sebesar
Rp638.681.163,00;

8. Adanya Hibah berupa barang persediaan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi
Jambi ke RSUD HAMBA yang menjadi
Rp69.920.991,25.

Beban Persediaan sebesar

Rincian Beban Persediaan terlampir pada Lampiran 36.

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2019
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp45.668.822.396,95 naik sebesar
Rp7.010.680.308,63 atau 18,14% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp38.658.142.088,32 rincian beban persediaan sebagai berikut :
Tabel 5.102. Beban Persediaan TA 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

NO URAIAN 2019 2018 %
1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 10.722.540.551,34 7.039.626.724,05 52,32
2 | Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0,00 900.800,00 | (100,00)
3 ?LZ?SUPSEZdeS?efy'ieLﬁS)k dan Elektronik 1617195000 |  851.618.577,00 | (98,10)
4 Ez:all_r;ﬁi;s;diaan Perangko, Materai dan Benda 12.098.000,00 153.937.000,00 (92,14)
5 gsﬁzz :::Eg';ﬁ]” Peralatan Kebersihan dan 47501.77000 | 1315.351.746.00 | (96,39)
6 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 24.775.000,00 269.008.520,00 (90,79)
7 EgzzEaFr’aer:sediaan Pengisian Tabung Pemadam 1,800.000,00 39.999.600,00 (95.50)
8 | Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 0,00 56.959.500,00 | (100,00)
9 | Beban Persediaan Barang Pakai Habis Lainnya 9.139.611.504,01 6.737.031.743,70 35,66
10 | Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 0,00 2.443.434.561,26 | (100,00)
11 | Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 18.756.750,00 1.765.473.990,00 (98,94)
12 | Beban Persediaan Bibit Ternak 0,00 11.932.800,00 | (100,00)
13 | Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan 8.654.295.315,25 7.360.466.239,31 17,58
14 | Beban Persediaan Bahan Kimia 277.968.866,00 236.586.543,00 17,49
15 | Beban Persediaan Makanan Pokok 1.501.992.800,00 1.422.888.000,00 5,56
16 | Beban Persediaan Bahan/ Material Lainnya 14.612.628.727,35 8.952.925.744,00 63,22
17 | Beban Persediaan Alat Kontrasepsi 638.681.163,00 0,00 0,00
TOTAL 45.668.822.396,95 | 38.658.142.088,32 18,14

5.4.4.3. Beban Jasa TA 2019 TA 2018
Rp215.418.380.612,96 Rp210.472.322.031,32




Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan

31 Desember

2019 sebesar

Rp215.418.380.612,96

naik

sebesar

Rp4.946.058.581,64 atau 2,35% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp210.472.322.031,32, rincian beban jasa sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 5.103. Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 %
1 | Beban Jasa Kantor 56.119.503.088,06 48.848.991.922,00 14,88
2 | Beban Premi Asuransi 747.307.372,63 1.648.072.986,00 (54,66)
3 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 11.773.098.249,00 9.504.849.594,00 23,86
4 | Beban Cetak dan Penggandaan 12.262.841.862,36 7.013.066.424,00 74,86
5 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.011.647.102,00 2.579.985.975,33 16,73
6 | Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.222.873.500,00 1.021.397.840,00 19,73
7 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.576.793.200,00 1.762.533.500,00 (10,54)
8 | Beban Sewa Alat Berat 30.030.000,00 0,00 0,00
9 | Beban Makanan dan Minuman 21.374.191.909,00 19.930.336.612,00 7,24
10 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1.577.898.535,00 1.727.866.895,00 (8,68)
11 | Belanja Pakaian Kerja 805.630.400,00 366.120.400,00 120,05
12 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.349.173.610,00 3.202.451.375,00 35,81
13 | Beban Jasa Konsultasi 3.616.186.343,91 2.733.159.400,00 32,31
14 Eﬂzzizsi;ﬁhi?;igzerahka” kepas 1.562.036.211,00 0,00 0,00
15 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS 109.950.000,00 0,00 0,00
16 zi:?:ﬁﬁrssus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 6.357.053.187,00 5.557.741.400,00 14,38
17 | Beban Honorarium Non Pegawai 7.357.404.077,00 7.096.094.000,00 3,68
18 | Honorarium PNS 16.328.797.553,00 23.424.707.640,66 (30,29)
19 | Honorarium Non PNS 61.317.739.413,00 52.998.030.628,33 15,70
20 E::g;:;;’:y‘:faig':a” kepada Pinak 345402500000 |  5.237.807.500,00 |  (34,06)
21 | Beban Dana BOP PAUD 481.200.000,00 426.000.000,00 12,96
22 | Beban Barang dan Jasa BOS 0,00 15.393.107.939,00 (100,00)
Total 215.435.380.612,96 210.472.322.031,32 2,35

Terdapat selisih antara Beban Jasa pada Laporan Operasional sebesar

Rp215.418.380.612,96 denganBelanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran
sebesar Rp215.798.121.920,63 sehingga adanya selisih sebesar Rp379.741.307,67
dengan rincian sebagai berikut:

1) Adanya Beban Jasa atas pemakaian listrik Tahun 2018 sebesar
Rp940.179.949,00 yang dibayarkan pada Tahun 2019 dan Beban Jasa atas
pemakaian listrik Tahun 2019 yang belum dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar
Rp853.943.272,00 dengan rincian terlampir pada Lampiran 37.

2) Adanya Beban Jasa belum dibayar sebesar Rp2.396.453.584,00 dengan rincian
terlampir pada Lampiran 38.



3) Adanya Beban Jasa yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang
dikapitalisasi pada Aset Tetap sebesar Rp540.438.653,03.

4) Adanya Beban Jasa dari Belanja Barang dan Jasa pada RSUD HAMBA yang
bersumber dari dana BLUD sebesar Rp3.532.777.438,00;

5) Adanya beban sewa dibayar dimuka BLUD pada RSUD HAMBA sebesar
(Rp11.666.666,70);

6) Adanya reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi:
a) Beban persediaan dari dana BOS sebesar (Rp5.624.280.630,00);
b) Beban Pemeliharaan dari dana BOS sebesar (Rp572.644.409,00).

7) Adanya beban jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud sebesar
(Rp554.582.600,00).

TA 2018
Rp4.206.857.373,28

TA 2019
Rp2.437.626.459,78

5.4.4.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2019
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.437.626.459,78 turun sebesar
Rp1.769.230.913,50 atau 42,06% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar
Rp4.206.857.373,28 rincian Beban Pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 5.104. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 %
1 Beban Pemeliharan Tanah 3.713.500,00 1.995.000,00 86,14
2 | Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.065.846.327,00 1.318.614.805,00 (19,17)
3 | Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.061.813.482,78 2.409.486.004,28 (55,93)
4 | Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 306.253.150,00 476.761.564,00 (35,76)
TOTAL 2.437.626.459,78 4.206.857.373,28 | (42,06)

Terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar
Rp2.437.626.459,78 dengan Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi
Anggaran sebesar Rp2.181.672.635,78 sehingga adanya selisih sebesar
Rp255.953.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Adanya Beban Pemeliharaan dari Belanja Barang dan Jasa pada RSUD
HAMBA yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp616.847.132,00.

2) Adanya Beban Pemeliharaan yang menjadi Aset Tetap berupa Gedung pada
Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar (Rp733.740.000,00).

3) Adanya Beban Pemeliharaan yang menjadi Aset Tetap berupa Gedung pada
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar (Rp179.795.717,00).

4) Adanya Beban Pemeliharaan yang menjadi Aset Tetap berupa Jaringan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp40.077.000,00).

5) Adanya Beban Pemeliharaan Tahun 2019 yang belum dibayar sebesar
Rp20.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



a) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp8.975.000,00;
b) Sekretariat Daerah sebesar Rp9.500.000,00;
¢) Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp1.600.000,00.

6) Adanya Beban Pemeliharaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang merupakan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS
sebesar Rp572.644.409,00.

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas TA 2019 TA 2018
Rp49.092.088.808,00 Rp51.660.380.557,99

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode

1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp49.092.088.808,00

turun sebesar Rp2.568.291.749,99 atau 4,97% dibandingkan dengan Tahun 2018

sebesar Rp51.660.380.557,99 rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut :
Tabel 5.105. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
NO URAIAN 2019 2018 %
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.884.241.377,00 8.316.595.257,00 (17.22)
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.049.820.923,00 43.343.785.300,99 (2.99)
3 | Beban Perjalanan Dinas ke Luar Negeri 158.026.508,00 0,00 0,00
TOTAL 49.092.088.808,00 51.660.380.557,99 (4,97)

Terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional sebesar
Rp49.092.088.808,00 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi
Anggaran sebesar Rp48.831.343.979,00 sehingga adanya selisih sebesar
Rp260.744.829,00 selisih tersebut di karenakan adanya Beban Perjalanan Dinas
dari Belanja Barang dan Jasa pada RSUD HAMBA yang bersumber dari dana
BLUD.

5.4.4.6. Beban Subsidi TA 2019 TA 2018
Rp1.200.000.000,00 Rp1.400.000.000,00

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi merupakan subsidi Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada
Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari
periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar
Rp1.200.000.000,00 turun sebesar Rp200.000.000,00 atau 14,29% dibandingkan
dengan Tahun 2018 sebesar Rp1.400.000.000,00.

5.4.4.7. Beban Hibah TA 2019 TA 2018
Rp53.131.610.389,42 Rp30.260.400.568,73




Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah merupakan Beban Hibah yang dikelola Pemerintah Kabupaten
Batang Hari berupa Hibah Barang kepada Pemerintah, Belanja Operasional
Sekolah dan Hibah yang diberikan kepada masyarakat untuk periode 1 Januari
2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp53.131.610.389,42
naik sebesar Rp22.871.209.820,69 atau 75,58% dibandingkan dengan Beban
Hibah Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp30.260.400.568,73 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 5.106. Beban Hibah Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)
No Beban Hibah 31 Desember 2019 31 Desember 2018 %
1 | Beban Hibah kepada Pemerintah 13.735.000.000,00 950.363.000,00 | 1.345,24
2 | Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 37.667.785.389,42 27.577.012.568,73 36,59
3 | Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 0,00 120.000.000,00 | (100,00)
4 | Beban Hibah Dana Operasional Diniyah 1.728.825.000,00 1.613.025.000,00 7,18
Jumlah 53.131.610.389,42 30.260.400.568,73 75,58

Terdapat selisth antara Beban Hibah pada Laporan Operasional sebesar
Rp53.131.610.389,42 dengan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran
sebesar Rp58.097.268.088,36 sehingga adanya selisih sebesar Rp4.965.657.698,94

dengan rincian sebagai berikut:

1) Adanya Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar
Rp7.741.050.643,27 yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga dengan rincian:

a) Pada Dinas Pekerjaan
(Rp1.615.000.000,00);

Umum dan Penataan Ruang sebesar

b) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) sebesar
(Rp6.126.050.643,27).

2) Adanya Beban Hibah atas Belanja Barang yang Diserahkan kepada pihak ketiga
pada Disperkim yang belum dibayarkan dan telah disajikan sebagai Utang
Belanja sebesar Rp2.813.107.944,33.

3) Adanya salah penganggaran Belanja Barang yang Diserahkan kepada
Masyarakat berupa pembangunan Jalan Lingkungan pada Kecamatan Muara
Bulian yang telah dicatat sebagai aset jalan sebesar (Rp37.715.000,00).

TA 2019
Rp35.927.295.553,00

TA 2018
Rp29.526.597.178,00

5.4.4.8. Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial yang dikelola Pemerintah
Kabupaten Batang Hari untuk diberikan kepada masyarakat untuk periode 1
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar
Rp35.927.295.553,00 naik sebesar Rp6.400.698.375,00 atau 21,68% dibandingkan
dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dengan realisasi sebesar
Rp29.526.597.178,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.107. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No URAIAN Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

1 | Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Miskin 1.296.075.000,00 751.875.000,00 | 72,38

2 | Belanja Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah 17.499.720.000,00 | 17.499.720.000,00 0,00

3 | Bantuan Sosial Rawat Inap Masyarakat Miskin 123.378.800,00 61.977.000,00 | 99,07

4 | Belanja Bantuan Sosial Yayasan Yatim Piatu 2.720.400.000,00 2.937.600.000,00 | (7,39)

6 | Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Miskin 12.817.721.753,00 6.973.425.178,00 | 83,81

7 Bt'alarua Bantuan Sosial Kematian Bagi Masyarakat 1.167.000.000,00 996.000.000,00 | 17,17

Miskin

8 | Belanja Bantuan Sosial Bagi Para Pejuang 303.000.000,00 306.000.000,00 | (0,98)

TOTAL 35.927.295.553,00 | 29.526.597.178,00 | 21,68

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja Bantuan Sosial
sebesar Rp2.601.057.484,00, hal tersebut disebabkan terdapat eliminasi Beban
Bantuan Sosial untuk SKTM yang dibayarkan Badan Keuangan Daerah ke RSUD
HAMBA sebesar Rp2.602.401.484,00, dan terdapat penyajian Utang Belanja
Bansos PBI kepada BPJS atas beban 2019 yang belum dibayarkan sebesar
Rp1.344.000,00 telah dibayar pada tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nomor SP2D

00104/SP2D/1.S/2020.
5.4.4.9. Beban Penyusutan TA 2019 TA 2018
dan Amortisasi Rp150.774.350.552,92 Rp140.040.989.081,89

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban penyusutan dan amortisasi atas
nilai Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain Tahun 2019 sebesar
Rp150.774.350.552,92, Rp10.733.361.471,13 atau 7,66%
dibandingkan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 sebesar
Rp140.040.989.081,89. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019

naik  sebesar

adalah sebagai berikut:
Tabel 5.108 Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)
No Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 31 Desember 2018 %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 32.227.710.835,26 28.272.407.851,33 | 13,99
2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 12.763.540.339,91 11.659.157.545,19 9,47
BS Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 103.897.028.821,72 98.371.972.274,54 5,62
© 4 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1.179.156.171,40 1.251.515.148,64 | (5,78)
b5 Beban Penyusutan Aset Lain-lain 706.914.384,63 485.936.261,91 45,47
Jumlah 150.774.350.552,92 140.040.989.081,89 7,66




5.4.4.10. Beban Transfer TA 2019 TA 2018

Bantuan Keuangan ke Rp100.171.895.306,00 Rp92.954.867.755,13
Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Alokasi Dana Desa periode 1
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar
Rp100.171.895.306,00 naik sebesar Rp7.217.027.550,87 atau 7,76% dibandingkan
dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 dengan realisasi
sebesar Rp92.954.867.755,13 sebagaimana terlampir pada Lampiran 39.

Terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa LO dengan
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa LRA sebesar Rp94.444.782.642,00,
hal ini dikarenakan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) di LRA
sebesar Rp97.068.818.278,00 tidak disajikan sebagai pendapatan di LO sesuai
dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, dan
terdapat Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2019 yang belum di transfer ke
Desa sebesar Rp2.624.035.636,00

54.4.11. Beban Transfer TA 2019 TA 2018
Bantuan Keuangan Rp1.116.531.360,00 Rp1.085.668.230,00
Lainnya

Beban  Transfer Bantuan Keuangan Lainnya  dianggarkan  sebesar
Rp1.116.531.360,00 yang merupakan Beban untuk partai politik sesuai dengan
jumlah perolehan kursi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
Realisasi sebesar Rp1.116.531.360,00 atau 100,00% naik sebesar Rp30.863.130,00
atau 2,84% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.085.668.230,00 rincian Beban
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebagai berikut :

Tabel 5.109. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No Partai 2019 2018 %
1 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 106.038.200,00 103.637.820,00 2,32
2 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 47.416.500,00 71.124.750,00 | (33,33)
3 | Partai Demokrat 112.694.500,00 121.178.070,00 (7,00)
4 Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 80.248.250,00 66.498.750,00 20,68
5 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 67.950.800,00 47.285.430,00 43,70
6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 82.160.330,00 77.223.360,00 6,39
7 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) 162.395.730,00 152.727.390,00 6,33
8 | Partai Amanat Nasional (PAN) 191.680.880,00 195.471.630,00 (1,94)
9 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 135.693.430,00 128.263.560,00 5,79
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 113.067.150,00 122.257.470,00 (7,52)
11 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 17.185.590,00 0,00 0,00
Jumlah 1.116.531.360,00 1.085.668.230,00 2,84




5.4.4.12.

Beban Penyisihan TA 2019 TA 2018
Piutang Rp2.808.187.980,15 Rp406.836.098,56

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode

1

Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.808.187.980,15

naik sebesar Rp2.401.351.881,59 atau 590,25% dibandingkan dengan Beban
Penyisihan Piutang Tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp406.836.098,56.
Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.110. Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah
NO URAIAN 2019 2018 %
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 2.508.527.455,37 46.715.822,48 | 5.259,36
2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 128.494.595,33 335.778.228,32 (61,73)
3 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 171.165.929,45 24.342.047,76 623,12
TOTAL 2.808.187.980,15 406.836.098,56 590,25

Pada Beban Penyisihan Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar
Rp2.508.527.455,37adalah Penyisihan Piutang yang terdapat pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari:

a. PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.498.799.504.,43.
b. Pajak Reklame sebesar Rp4.349.270,00.

c. BPHTB sebesar Rp522.618,06.

d. Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp4.856.062,88.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar
Rp128.494.595,33, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar  Rp61.676.720,33
merupakan Beban Penyisihan Piutang Sewa Toko dan Ruko.

b.Beban Penyisihan Piutang Retribusi Sekretariat Daerah sebesar
Rp66.817.875,00 merupakan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp171.165.929,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Penyisihan Piutang pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe sebesar
Rp70.665.046,95 merupakan klaim BPJS selama Tahun 2019.

b. Beban Penyisihan Piutang atas Kontribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah
(Water Boom) pada Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar
Rp99.500.000,00.

c. Beban Penyisihan Piutang Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan (Puskesmas)
sebesar Rp1.000.882,50.



5.4.4.13. Beban Lain-lain TA 2019 TA 2018
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Rp13.152.510.663,27 Rp10.298.165.509,56

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal
berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebutkemudian disesuaikan dengan
perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima
investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.152.510.663,27
merupakan Bagian Kerugian atas Penyertaan Modal Pada PDAM sebesar
Rp1.008.534.427,51 berdasarkan Penilaian dengan Metode Ekuitas, dimana
didapat kerugian yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, serta Aset
Extracomptable sebesar Rp12.143.976.235,75 dengan rincian sebagaimana
terlampir pada Lampiran 40.

Surplus/Defisit Sebelum TA 2019 TA 2018

Pos Luar Biasa Rp117.537.083.543,04 Rp109.691.509.913,77

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih antara surplus/defisit
dari kegiatan operasi dengan surplus defisit dari kegiatan non operasional selama
satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar
Biasa selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai
berikut:

Tabel 5.111. Surplus/Defisit dari Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)
No Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018 (%)
1 | Surplus/defisit Kegiatan Operasi 117.537.083.543,04 109.685.044.413,77 7,16
2 | Surplus/defisit Kegiatan Non Operasi 0,00 6.465.500,00 0,00
Surplus/Defisit dariOperasi (1-2) 117.537.083.543,04 109.691.509.913,77 7,15
5.4.5.1 Pos Luar Biasa TA 2019 TA 2018
(Rp4.385.257.800,00) (Rp2.582.159.310,00)

5.4.6

Pos Luar Biasa merupakan beban yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Batang
Hari sebagai bantuan kepada para korban kebakaran. Pos Luar Biasa periode
1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar
Rp4.385.257.800,00 atau turun sebesar Rp1.803.098.490,00 atau 69,83% dengan
Pos Luar Biasa Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp2.582.159.310,00.

Surplus/Defisit LO TA 2019 TA 2018
Rp113.151.825.743,04 Rp107.109.350.603,77

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp113.151.825.743,04 naik
sebesar Rp6.042.475.139,27 atau 5,64% dibandingkan Tahun 2018 sebesar
Rp107.109.350.603,77. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
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5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan arus kas menjelaskan arus vang kas yang keluar dan masuk selama TA
2019, dimana arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp229.979.067.458,54
arus kas bersih dari aktivitas investasi naik sebesar Rp45.543.063.406,44, arus kas
bersih dari aktivitas pendanaan TA 2019 Rp00, dan arus kas bersih dari aktivitas
transitoris sebesar Rp415.120,00, dengan rincian sebagai berikut:

TA 2019
Rp229.979.067.458,54

TA 2018
Rp184.436.004.052,10

Arus Kas dari
Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi selama Tahun 2019 sebesar
Rp229.979.067.458,54 jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2019 naik
sebesar Rp45.543.063.406,44 atau 24,69% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp184.436.004.052,10.

TA 2019 TA 2018

Aktivitas Operasi Rp1.320.716.450.456,29 Rp1.199.723.324.113,13

Arus masuk kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.320.716.450.456,29 Jumlah Arus
kas dari aktivitas operasi TA 2019 naik sebesar 120.993.126.343,16 atau 10,09%
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp1.199.723.324.113,13. Rincian arus masuk kas
TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.112. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam Rupiah)

No. Uraian

2019

2018

1. | Penerimaan Pajak Daerah

21.649.040.504,28

36.592.792.172,14

2. | Penerimaan Retribusi Daerah 7.880.041.109,40 5.385.832.212,51
3. [P)?;:gﬂa;n Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 10.476.670.907 52 0.538.397.326.28
4. | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 52.236.696.693,30 47.285.044.061,05
5. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 82.258.988.541,00 80.681.964.417,00
6. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 93.521.830.759,00 59.590.797.381,00
7. | Penerimaan Dana Alokasi Umum 627.388.776.000,00 605.739.426.000,00
8. | Penerimaan Dana Alokasi Khusus 160.095.860.733,00 142.233.845.078,00
9. | Penerimaan Dana Penyesuaian 133.984.612.000,00 114.199.104.000,00

10. | Penerimaan Bagi Hasil Pajak

61.073.729.657,79

49.750.801.465,15

11. | Penerimaan Hibah

57.385.203.551,00

41.285.320.000,00




No. Uraian 2019 2018
13.440.000.000,00 7.440.000.000,00
1.320.716.450.456,29 1.199.723.324.113,13

12. | Penerimaan Lainnya

Jumlah

5.5.1.2 Arus Keluar Kas TA 2019 TA 2018

Aktivitas Operasi Rp1.090.737.382.997,75 Rp1.015.287.320.061,03
Arus keluar kas aktivitas operasi adalah aktivitas pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus keluar
kas dari aktivitas operasi TA 2019 sebesar Rp1.090.737.382.997,75 naik sebesar
Rp75.450.062.936,72  atau  7,43%  dibandingkan @ TA 2018  sebesar
Rp1.015.287.320.061,03. Rincian Arus Keluar Kas TA 2019 dan 2018 adalah
sebagai berikut:

Tabel 5.113. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)
No. Uraian 2019 2018
1 Pembayaran Pegawai 491.787.622.492,00 501.056.599.770,00
2 | Pembayaran Barang 297.976.152.272,39 259.612.305.386,90
3 | Pembayaran Subsidi 1.200.000.000,00 1.400.000.000,00
4 | Pembayaran Hibah 58.097.268.088,36 31.520.018.431,00
5 | Pembayaran Bantuan Sosial 38.528.353.037,00 29.526.597.178,00
6 Pembayaran Bantuan Keuangan 1.116.531.360,00 1.085.668.230,00
7 Pembayaran Tak Terduga 7.414.777.800,00 2.582.159.310,00
8 | Pembayaran Bagi Hasil 194.616.677.948,00 188.503.971.755,13
Jumlah 1.090.737.382.997,75 1.015.287.320.061,03
5.5.2 Arus Kas Bersih TA 2019 TA 2018

Aktivitas Investasi

(Rp260.118.803.752,82) (Rp160.700.316.670,20)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi selama Tahun 2019
defisit sebesar Rp260.118.803.752,82. Defisit jumlah arus kas bersih dari aktivitas
investasi TA 2019 naik sebesar Rp99.418.487.082,62 atau 61,87% dibandingkan
jumlah TA 2018 defisit sebesar Rp160.700.316.670,20.

TA 2019
Rp0,00

TA 2018
Rp6.465.500,00

5.5.2.1 Arus Masuk Kas
Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2019 sebesar Rp0,00 turun
sebesar Rp6.465.500,00 atau 100% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp6.465.500,00.



5.5.2.2 Arus Keluar Kas TA 2019 TA 2018
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Aktivitas Investasi Rp260.118.803.752,82 Rp160.706.782.170,20

Arus keluar kas aktivitas investasi adalah aktivitas pengeluaran kas yang ditujukan
untuk memperoleh aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam
setara kas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2019 sebesar
Rp260.118.803.752,82 naik sebesar Rp99.412.021.582,62 atau 61,87% dari nilai
Tahun 2018 sebesar Rp160.706.782.170,20, yang terdiri dari:

Tabel 5.114. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah
No Uraian 2019 2018
1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
2. Belanja Tanah 4.006.767.573,00 1.182.959.945,00
3. Belanja Peralatan dan mesin 53.999.093.659,38 42.431.166.584,00
4. Belanja Gedung dan Bangunan 31.660.038.895,14 22.791.330.266,20
5. Belanja Jalan, irigasi dan jaringan 160.915.994.623,50 79.600.793.075,00
6. Belanja Aset Tetap Lainnya 536.909.001,80 2.200.532.300,00
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9.000.000.000,00 12.500.000.000,00
Jumlah 260.118.803.752,82 160.706.782.170,20
Arus Kas dari Aktivitas TA 2019 TA 2018
Pendanaan Rp0,00 Rp721.000,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang
jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi
piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2019 Rp0,00 turun sebesar 100% dari
TA 2018 sebesar Rp721.000,00.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas TA 2019 TA 2018

Aktivitas Pendanaan Rp0,00 Rp721.000,00

Arus masuk kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
berhubungan dengan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00. Nilai arus masuk kas dari
aktivitas pendanaan TA 2019 turun sebesar Rp721.000,00 atau 100% dari TA 2018
sebesar Rp721.000,00, tidak ada penerimaan dari piutang lainnya dana bergulir
untuk TA 2019.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas TA 2019 TA 2018

Aktivitas Pendanaan Rp0,00 Rp0,00



5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus keluar kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi utang jangka panjang.

Tidak terdapat arus keluar kas dari aktivitas pendanaan baik TA 2019 maupun TA
2018.

TA 2019
(Rp415.120,00)

TA 2018
Rp415.120,00

Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp415.120,00 merupakan
hasil dari arus masuk kas sebesar Rp81.684.258.083,18 dan arus keluar kas sebesar
Rp81.684.673.203,18.

TA 2019
Rp81.684.258.083,18

TA 2018
Rp68.791.462.291,23

Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan perhitungan pihak
ketiga (PFK) sebesar Rp81.684.258.083,18 Jumlah arus masuk kas dari aktivitas
transitoris TA 2019 naik sebesar Rp12.892.795.792 atau 18,74% dibandingkan TA
2018 sebesar Rp68.791.462.291,23. Rincian PFK sebagaimana berikut:

Tabel 5.115. Arus Masuk Kas Transitoris

(dalam Rupiah)

NO URAIAN 2019 2018
1 Askes 6.911.592.688,00 6.592.500.380,00
2 Asuransi Kecelakaan 498.140.733,00 474.789.431,00
3 Asuransi Kematian 1.494.413.552,00 1.846.007.383,00
4 IWP 2% BPJS 4.609.515.543,00 4.403.187.323,00
5 IWP 8% Taspen 18.163.491.679,00 17.322.504.646,00
6 PPh Pasal 21 1.035.792.832,00 231.320.168,00
7 Taperum 429.494.000,00 428.269.000,00
8 Pajak Pembangunan | 1.405.747.850,00 1.121.062.217,00
9 PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Final 21.360.963.001,43 17.486.172.081,96
10 PPN 25.775.106.204,75 18.885.552.747,27
11 Penyetoran IWP 2% BPJS 0,00 96.914,00
JUMLAH 81.684.258.083,18 68.791.462.291,23

5.5.4.2 Arus Kas Keluar
Aktivitas Transitoris

TA 2019

TA 2018

Rp81.684.673.203,18

Rp68.791.047.171,23



5.5.4.2 Kenaikan/Penurunan

5.5.5.

Arus keluar kas aktivitas transitoris adalah aktivitas pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2019 sebesar Rp81.684.673.203,18
adalah penyetoran atas penerimaan dari arus masuk kas transitoris sebagaimana
rincian di atas. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2019 turun

sebesar Rpl12.893.626.032 atau 18,74% dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp68.791.047.171,23
Tabel 5.116. Arus Keluar Kas Transitoris
(dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018
1 Askes 6.911.832.688,00 6.592.260.380,00
2 Asuransi Kecelakaan 498.144.513,00 474.785.651,00
3 Asuransi Kematian 1.494.424.892,00 1.845.996.043,00
4 IWP 2% BPJS 4.609.675.543,00 4.403.027.323,00
5 IWP 8% Taspen 18.163.491.679,00 17.322.504.646,00
6 PPh Gaji 1.035.792.832,00 231.320.168,00
7 Taperum 429.494.000,00 428.269.000,00
8 Pajak Pembangunan | 1.405.747.850,00 1.121.062.217,00
9 PPH 21.360.963.001,43 17.486.172.081,95
10 | PPN 25.775.106.204,75 18.885.552.747,27
11 Penyetoran IWP 2% BPJS 0,00 96.914,00
JUMLAH 81.684.673.203,18 68.791.047.171,23

Jumlah Arus Kas Keluar lebih besar dibanding Kas Masuk sebesar Rp415.120,00.
Dimana Tahun 2018 terdapat pemotongan pajak atas anggota DPRD Pergantian
antar waktu yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar
Rp415.120,00. Atas kewajiban tersebut telah disetorkan pada tanggal 23 Januari
2019, dan nomor SP2D: 00060/SP2D/LS/2019.

TA 2019
(Rp30.140.151.414,28)

TA 2018
Rp23.736.823.501,90

Kas

Dalam laporan arus kas per 31 Desember 2019 terjadi penurunan kas sebesar
Rp30.140.151.414,28 dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, jika dibandingkan
dengan TA 2018 defisit sebesar Rp53.876.974.916,18 atau 226,98 %.

Saldo Akhir Kas TA 2019 TA 2018

Rp17.342.427.323,68 Rp47.482.578.737,96

Saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.342.427.323,68 turun sebesar
Rp30.140.151.414,28 atau 63,48% dibandingkan saldo akhir kas per 31 Desember
2018 sebesar Rp47.482.578.737,96 rincian saldo akhir kas sebagaimana berikut :



5.6.

Tabel 5.117. Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)
No. Nama R:::r"‘i’;g TA 2019 TA 2018

1 E:';jg;ganzt:%”Sa?aerah 501500011 3.980.655.902,58 9.297.484.917,40
2 Pemkab Batang Hari 3000595477 192.915.818,28 191.712.226,69
3 BLUD RSUD HAMBA Batang Hari 3000407053 560.334.226,22 1.373.379.739,27
4 PBB Kabupaten Batang Hari 50102289 0,00 0,00
5 Deposito BPD 0,00 30.000.000.000,00
6 Kas JKN-FKTP di Puskesmas 5.035.723.926,00 5.510.899.995,00
7 Kas Dana BOS Di Sekolah 7.594.693.292,60 1.092.881.859,60
8 Kas Bendahara Pengeluaran 58.589.998,00 0,00
9 Kas Bendaha Penerimaan 19.964.500,00 16.220.000,00
Jumlah 17.342.427.323,68 47.482.578.737,96

Terdapat perbedaan penjumlahan Saldo Akhir Kas Tahun 2019 yaitu senilai

Rp17.342.427.323,68 jika dibandingkan dengan penjumlahan Rincian Saldo Akhir Kas TA
2019 sebesar Rp17.442.877.663,68. Perbedaan senilai Rp100.450.340,00 merupakan Out
Of Standing per 31 Desember 2019 terdapat SP2D yang telah diterbitkan dan diakui
sebagai Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah namun baru bisa di transfer pada
Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nomor SP2D 11294/SP2D/2019
Rp23.125.082,00 adalah Pembayaran TPP.

2) Dinas Lingkungan Hidup dengan nomor SP2D 11290/SP2D/LS/2019 Rp52.875.258,00
adalah Pembayaran TPP.

3) Kecamatan Muara Bulian dengan nomor SP2D 11290/SP2D/L.S/2019 Rp24.450.000,00
adalah Pembayaran Honor PTT.

Penjelasan atas Pos—Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas
merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang
kenaikan atau penurunan/kenaikan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun
pelaporan.

Tabel 5.118 Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)
No Nama Akun 2019 2018
A EKUITAS AWAL 1.776.954.149.107,07 | 1.707.567.944.052,62
B RK SKPD (951.127.318.911,59) | (800.688.612.421,68)
C RK PPKD 951.127.318.911,59 800.688.612.421,68
D Surplus/Defisit - LO 113.151.825.743,04 107.109.350.603,77




5.7.

No Nama Akun 2019 2018
E DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN 0.00 0.00
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR ’ ’
Koreksi Nilai Persediaan 333.493.908,00 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
Koreksi Beban dan Akumulasi Penyusutan 2.522.008.394,98 (209.910.554.900,68)
Koreksi Beban dan Akumulasi Amortisasi 0,00 (106.625.091,36)
Koreksi Beban Pegawai (1.764.306.209,00) 0,00
Penyisihan Piutang 46.508.776,55 (2.052.403.041,14)
Beban Dibayar dimuka 0,00 0,00
Pendapatan Diterima dimuka 0,00 0,00
Koreksi Nilai Kas 0,00 0,00
Koreksi Nilai Piutang (73.008.462,20) (1.855.488.662,00)
Koreksi Nilai Aset (3.681.984.349,17) 178.998.024.581,16
Koreksi Nilai Utang (79.725.560,00) (3.000.000.000,00)
Lain - Lain 0,00 203.901.564,70
Jumlah (2.697.013.500,85) (37.723.145.549,32)
F EKUITAS AKHIR 1.887.408.961.349,26 | 1.776.954.149.107,07

Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1y

2)

3)

4)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari
saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo awal ekuitas Tahun 2019
sebesar Rp1.776.954.149.107,07 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2018.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu
periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit — LO sebesar Rp113.151.825.743,04
merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai
ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar defisit
sebesar (Rp2.697.013.500,85)

Saldo akhir ekuitas sebesar Rp1.887.408.961.349,26 merupakan saldo akhir per 31
Desember 2019.

Laporan Transfer ke Desa

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2019 mengalokasikan Dana Desa untuk
Kabupaten Batang Hari sebesar Rp98.515.111.000,00. Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang Hari melalui Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2019 tentang



Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 menetapkan besaran
Dana Desa (DD) untuk 110 Desa dengan Total Rp98.515.111.000,00 serta mengalokasikan
dana yang bersumber dari APBD 2019 kepada 110 Desa yang disebut Alokasi Dana Desa
(ADD) sebesar Rp90.992.608.000,00.

Pada Tahun 2019 Desa mendapatkan tambahan dana berupa Dana Bagi Hasil (DBH)
melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp2.673.509.806,00 dan Bantuan Provinsi melalui Peraturan Bupati Nomor 67
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.440.000.000,00.

Pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) Desa yaitu Desa Padang Kelapo (Kecamatan Maro Sebo
Ulu) yang belum menerima Alokasi Dana Desa Tahap IV (empat) dikarenakan
keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi tahap II dan keterlambatan dalam
pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap III yaitu pada tanggal 27 Desember 2019, sehingga
total Anggaran yang ditransfer ke Desa menjadi sebesar Rp90.898.385.500,00.

Terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKUD sebesar Rp1.446.292.722,00.
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat penundaan penyaluran Tahap II;

Dengan mempertimbangkan bahwa Dana Desa yang disalurkan pada Tahap II Tahun
Anggaran 2019, mempunyai beberapa syarat penyaluran antara lain :

a. Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa Tahun 2018 Sebelumnya,
b. Laporan Konsolidasi Capaian Output Tahun Anggaran Sebelumnya.

Juga dengan memperhatikan kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah sesuai dengan
PMK 225 Tahun 2017 pasal 154 yang berbunyi “Bupati menunda penyaluran Dana
Desa apabila terdapat sisa dana desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh persen)”. Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 2 (dua) Desa yang
ditunda Penyaluran Dana Desa Tahap II dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Desa Rantau Kapas Tuo

Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi pada Bulan Juni minggu ke 2
Tahun 2019, masih terdapat sisa Dana Desa pada Rekening Desa sebesar
Rp359.880.182,00 sisa dana tersebut merupakan Akumulasi Sisa Dana Desa Tahun
2017 dan Tahun 2018, dengan persentase 44,76% dari pagu Dana Desa Tahun 2019.
Hal ini harus diberikan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan
Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang
pengelolaan Dana Desa yang berbunyi Ayat (1) "Bupati/Wali Kota melakukan
pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah di kenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b,
masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai
dengan Akhir minggu kedua bulan Juni”.

Mulai tanggal 18 Juni 2019 (minggu ke-3) sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019,
Desa Rantau Kapas Tuo sudah dicairkan sebesar Rp194.315.000,00 dari Rekening



Kas Desa (RKD) yang merupakan Sisa Dana Desa (DD) Desa Rantau Kapas Tuo
Tahun 2018. Hal ini berdampak tidak disalurkannya Dana Desa Tahap II sebesar
Rp346.370.400,00 (40% dari Pagu Dana Desa Rantau Kapas Tuo).

Pada Tahap ke III Desa Rantau Kapas Tuo kembali mendapatkan 40% dari Pagu
Dana Desa Rantau Kapas Tuo sebesar Rp.346.370.400,-.

b. Desa Kuap

Desa Kuap Kecamatan pemayung pada bulan juni minggu ke 2 Tahun 2019, masih
ada Sisa Dana Desa pada Rekening Desa sebesar Rp269.152.322,00 sisa dana
tersebut merupakan Sisa Dana Desa Tahun 2018, dengan persentase 35,62%. Hal ini
harus diberikan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri
keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dana
Desa yang berbunyi Ayat (1) "Bupati/Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran
Dana Desa dalam hal setelah di kenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana di maksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan Akhir minggu kedua
bulan Juni”.

Kepala Desa Kuap Kecamatan Pemayung telah menganggarkan kembali sisa Dana
Desa Tahun 2018 dalam APBDes Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Desa kuap kecamatan Pemayung telah merealisasikan dana desa Tahun 2018 pada
bulan Mei 2019 sebesar Rp17.350.000,00 sehingga sisa dana Desa Tahun 2018
sebesar Rp251.879.322,00 atau sebesar 35,01%.

Sehingga pada Tahap II Desa Kuap disalurkan Dana Desa sebesar Rp61.163.278,00
sesuai dengan SP2D No. 06558/SP2D/LS/2019 tanggal 20 September 2019, Hal ini
didapatkan dari pengurangan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar
Rp330.315.600,00. (40% dari Pagu Dana Desa Kuap ) dengan Sisa Dana Desa yang
terdapat Di RKD Desa Kuap Sebesar Rp251.879.322,00.

Pada Tahap ke III Desa Kuap kembali mendapatkan 40% dari Pagu Dana Desa
Kuap sebesar Rp330.315.600,00.

2) Terdapat penundaan penyaluran Tahap III

Dana Desa yang disalurkan pada Tahap III Tahun Anggaran 2019, mempunyai beberapa
syarat penyaluran antara lain :

a. Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II 75% dari dana desa
yang tersalur.

b. Laporan Konsolidasi peyerapan dan Capaian Output sampai dengan tahap II minimal
50%.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka terdapat desa yang masih belum
terpenuhi capaian serapan anggaran Dana Desa dan capaian output penyerapan anggaran
Dana Desa sampai dengan tahap II, adapun desa tersebut adalah :

a. Desa Lubuk Ruso



5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Desa Lubuk Ruso belum mencapai 75% serapan
anggaran dan capaian outputnya, hal ini menjadi alasan Pemerintah menunda/belum
menyalurkan Dana Desa Tahap III sebesar Rp384.412.000,00 atau 40% dari pagu
Dana Desa Lubuk Ruso.

Menurut pengakuan Perangkat Desa Lubuk Ruso, hal ini dikarenakan terlambatnya
penyelesaian perubahan APBDes sehingga target penyerapan tidak tercapai.

b. Desa Sungai Ruan Ulu

Sampai dengan 31 Desember 2019, Desa Sungai Ruan Ulu belum mencapai 75%
Serapan anggaran dan capaian out putnya, hal ini menjadi alasan Pemerintah
menunda/belum menyalurkan Dana Desa Tahap III sebesar Rp446.358.000,00 atau
40% dari pagu Dana Desa Sungai Ruan Ulu.

Menurut pengakuan Perangkat Desa Sungai Ruan Ulu, hal ini dikarenakan
terlambatnya penyelesaian perubahan APBDes dan adanya banjir yang menghambat
pekerjaan fisik, serta perubahan RAB sehingga target penyerapan tidak tercapai.

Kejadian Setelah Tanggal Neraca
Utang Belanja

Per 31 Desember 2019 terdapat Belanja sebesar Rp42.641.168.790,41 yang ditunda
penyalurannya dan akan dibayarkan pada Tahun 2020. Rincian Utang Belanja per
31 Desember 2019.

Out of Standing

Per 31 Desember 2019 terdapat SP2D yang telah diterbitkan dan diakui sebagai
pengeluaran sebesar Rp100.450.340,00 namun baru bisa ditransfer pada Tahun 2020,
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.119. Out of Standing per 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)
No SKPD NOMOR SP2D JUMLAH URAIAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 11294/SP2D/LS/2019 | 23.125.082,00 | Pembayaran TPP

dan Desa
2 | Dinas Lingkungan Hidup 11290/SP2D/LS/2019 52.875.258,00 | Pembayaran TPP
3 | Kecamatan Muara Bulian 11285/SP2D/LS/2019 24.450.000,00 | Pembayaran Honor PTT

JUMLAH 100.450.340

Retensi (Jaminan Pemeliharaan)

Retensi atau sering disebut dengan Jaminan Pemeliharaan adalah uang yang ditahan
didalam masa pemeliharaan  konstruksi sebagai jaminan apabila terdapat
ketidaksempurnaan bangunan dan harus diperbaiki kontraktor. Besarnya retensi adalah 5%
dari nilai kontrak. dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.120. Rekapitulasi Nilai Kontrak dan Retensi Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah)

No SKPD Total nilai kontrak Total nilai retensi
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2.577.490.800,00 128.874.540,00




No SKPD Total nilai kontrak Total nilai retensi
2 | Dinas Kesehatan 3.319.792.144,33 165.989.607,22
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 124.577.997.538,00 6.228.899.876,90
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 43.526.944.572,22 2.176.347.228,61
5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 119.680.660,08 5.984.033,00
S| sy Prempusn dan Perinngan k- 18015041107 45597055
7 | Dinas Lingkungan Hidup 113.400.000,00 5.670.000,00
8 (Iij);r;a;e}(rgg:;s;;:saha Kecil dan Menengah, Perindustrian 2147.293.788,05 107.364.689,40
9 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.228.295.162,00 61.414.758,10
10 | Dinas Perhubungan 1.207.180.400,00 60.359.020,00
11 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 720.013.729,00 36.000.686,45
12 | Dinas Perkebunan dan Peternakan 228.921.623,13 11.446.081,16
13 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 223.230.163,27 11.161.508,16
14 | Dinas Komunikasi dan Informatika 151.890.352,00 7.594.517,60
15 | Dinas Sosial 155.139.600,00 7.756.980,00
16 | Badan Keuangan Daerah 335.820.226,00 16.791.011,30
17 | Kecamatan Mersam 1.604.381.045,55 80.219.052,28
18 | Kecamatan Muara Bulian 1.688.180.125,78 84.409.006,29
19 | Kecamatan Maro Sebo llir 490.605.887,44 24.530.294,37
20 | Kecamatan Muara Tembesi 434.400.000,00 21.720.000,00
21 | Kecamatan Batin XXIV 751.458.314,51 37.5672.915,73
22 | Kecamatan Pemayung 415.047.397,99 20.752.369,90
23 | Kecamatan Maro Sebo Ulu 407.828.252,22 20.391.412,61
24 | Kecamatan Bajubang 179.625.467,00 8.981.273,35
JUMLAH 186.773.756.659,64 9.338.687.832,98

Rincian Nilai Kontrak dan Retensi sebagaimana terlampir pada Lampiran 41.




BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu dari sebelas kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Jambi, dengan ibukota Muara Bulian. Kabupaten Batang Hari
dibentuk tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di
Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tanggal 30 November 1948. Kabupaten Batang Hari
terletak di bagian timur Provinsi Jambi, dengan luas wilayah adalah 5.809,43 km? dan
jumlah penduduk sebanyak 305.878 jiwa. Kabupaten Batang Hari terdiri dari delapan
kecamatan dan 14 kelurahan serta 110 desa.

Jumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019 sebanyak 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari
menerbitkan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang
Susunan Perangkat Daerah untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan
perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan
Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta
pelayanan administratif;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan
Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat dengan Tipe
A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
oleh perangkat daerah;

d. Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari 23 (dua puluh tiga)
Dinas;

e. Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah Kabupaten, terdiri dari 5 (lima) Badan;

f. Kecamatan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.



6.2

6.3

Aset Lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat beberapa belanja
modal aset berupa inventaris kantor yang tidak memenubhi kriteria aset tetap dan dicatat
sebagai extracountable dan disajikan di Necara per 31 Desember 2019 pada akun
Aset Lainnya.

Tabel 6.1. Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No URAIAN NILAI
1 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 25.544.260,00
2 Aset Tidak Berwujud 8.798.615.510,00
3 Aset Lain - Lain 69.631.051.598,76
- Usulan Penghapusan 62.413.524.498,76
- Aset Lain-lain 167.556.600,00
- Ternak Bergulir 7.049.970.500,00
JUMLAH 78.455.211.368,76

Kendala yang Dihadapi

Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak luput dari hambatan maupun kendala yang
dihadapi dalam pengelolaan keuangan pada Tahun 2019, salah satu diantaranya terkait
dengan implementasi Gerakan Non Tunai (GNT), yaitu terjadinya kesalahan transfer
dari pihak bank, hal ini disebabkan belum adanya aplikasi perbankan untuk para
bendahara dalam mengelola pemindahbukuan pada rekening giro secara mandiri. serta
penyelesaian tunggakan piutang pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan dana
bergulir. Namun Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berupaya semaksimal
mungkin agar hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan dengan
baik.



BAB VII
PENUTUP

Dari catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2019 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%.
Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Batang Hari selama ini akan selalu
dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan
berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih
meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 ini
diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Batang Hari
dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa
perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batang Hari di
masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis
yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan
tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan
umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2019 ini disusun sesnai dengan maksud dan tujuan yang termuat pada Bab sebelumnya.

Muara Bulian, 24 Juni 2020
BUPATI BATANG

SYAHIRSAH SY

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Laporan Keuangan Daerah Tahun
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